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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LA TAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap 

nilai tanah perlahan mulai berubah. Tanah diketahui sebagai salah satu sumber 

daya alam yang memilikl nilai ekonomis dan memiliki nilai sosial politik serta 

pertahanan keamanan yang tinggi. Nilai-nilai tersebut menyebabkan kegiatan 

pertanahan menjadi hal yang sudah patut untuk diperhatikan pelaksanaannya. 

Kegiatan dalam bidmg pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, meliputi pengatunm 

penguasaan dan kepemilikan tanah 1
, penatagunaan tanah) pengaturan hak-hak atas 

tanah, serta pendaftaran tanah2
• Dalam pengeloJaan pertanahan. rnasih dihadapi 3 

(tiga) masalah utama, yaitu pertama, belum mantapnya jaminan kepastian hukum 

hak atas tanah; kedua, maraknya kunflik dan sengketa tanah3
, struktur 

kepemilikan tanah dan penguasaan tanah yang masih timpang dan belum tertata, 

serta yang ketiga.. belum memadainya pengcJolaan data dan informasi pertanahan. 

L Muchtar Wahid, A1emafmaf Kepastian Hukum Hak Milik Alas Tanah, (Jakarta: 
RcpubJika, 2008), hal.63. 

2 Sis tern pendaftaran di Indonesia yaitu Negatif berunsur positif. Penerbitan senipikat itu 
tidal< sesuai alas hak millk yang salah sesuai dengan sistem publikasi negatif. Dalam hal tni alas 
hak milik itu berdasarkan konvcrsi dari tanah ex Burgelijk Wetboek (BW) dan ex Hukurn Adat dan 
karena Surat Keputus.an pemer:intah pernberian hak kepada seseoranglbadan, A.P Parlindungan., 
T;myaJawob Hukum Agraria dan Pertanah<ln.. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.l5. 

1 Sumber konflik pertanahan yang ada sekarang. ini antara lain disebabkan oleh beberapa 
hal sebagai berikut {l) Kepemilikan alas penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak menna;, 
(2) Ketldakscrasian penggunaan tanah pertanian dan non-pertanian; (3) Kunmgnya keberpihakan 
kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; (4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak 
ma.'\yarakat hulrum adat atas tanah {hak ulayat); {5) Lemahnya posisi tawar masyarnkat pemegang 
bak atas tanah dalam kebebasan tanah; (6) Pennasalallan pertanahan dalam bidang penerbi!an 
Sertipikat, antara lain: Masalah penerbitan sertipikat tanah lama dan mahal, Masalah sertipikat 
palsll, Masalah sertifikat tumpang tim:lih (overlapping) atau scrtipikat tumpang tindih. dan 
Masalah pembatalan sertipikat Lutfi Nasoetion, Konflik Pertanahan (agraria) Menuju Keadila!_1 
Agraria, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002). bal.70-7l, 
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Secara garis besar, aspek pertanahan sebagai salah satu unsur yang dapat 

mengendalikan pelaksanaan pembangunan, agar tujuan dapat terwujud maka 

pemanfaatan tanah 4 haruslah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat; 

b) Tidak merusak lingkungan; 

c) Sesuai dengan kondisi fisik tanah; 

d) Sesuai dengan nilai ekonomi dan nilai sosial tanah; 

e) Tidak boros; dan 

f) Sesuai dengan prosedurlhukum yang berlaku. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka kebijakan hendak.nya harus terarah 

pelaksanaannya. Terutama dalam kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan', 

yang semakin hari semakin mcningkat. Masalah pertanahan merupakan rnasa!ah 

yang pokok dialami oleh kota besar., dengan dinamika aktivitas masyarakat yang 

tinggi tetapi pesediaan luas tanah yang dapat digunakan (Available Land) sangat 

terbat:as sehingga potensiai teljadi konflik penggunaan tanah. 

Progres dalam sebuah negara) dalam hal ini negara Indonesia yang 

semakin pesat menyehabkan rneningkatnya pembangunan dari Jnfrastruktur6 yang 

memungkinkan penggunaan dari ruang di atas tanah (permukaan bumi) dan di 

bawah tanah (tubuh bumi). Hal tersebut berdasarkan pada perumusan dalam 

Undang-Undang l'eraturan Dasar l'okok-pokok Agraria (UU!'A) l'asal I ayat (4) 

yaitu "Bumij' itu terdiri dari permukaan bumi~ tennasuk pula tubuh bumi di 

bawahnya serta yang berada di ba\\rah air. Dihubungkan dengan penggunaannya 

4 Pemanfuatan ranab adalah kegiatan untuk mendapatkan nil.ai tambah tanpa mengubah 
wujud fisik penggunaan tanahnya, Indonesia, Pen.mwan Pemerintoh Tcntang Penatcum Tomah. PP 
No. 16 Tahun 2004. LN No. 4S tahun 2004, TLN No.4385, psi. I ayat 4. 

s Kola sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan serta pusat berbagai 
kegiatan, ekonoml, soslal, budaya, politik, hukum, dan penahanan keamanan, menempati 
kedudukan yang sangat strategik dalarn tatanan nasional klta. Badan Pembinaan Hukum Nasionat, 
Ana/isis dan E.valuasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perlwtaan dan Pedesaan (UU No. 
24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang), (Jakarta: Tim Kerja, 2007), baLL 

6 Jnfrastruktur adalah prasarana. Departemen Perulidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia: Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)., hal.378. 
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yaitu Hak atas Pennukaan Bumi atau Hak Atas Tanah tercantum dalam Pasal 4 

ayat (I) UUPA, yang berbunyi: 

"atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 21 ditentukan adanya macam-macam hak atas pennukaan burni yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang" 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang*orang lain serta badan 
hukum" 

Serta Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyatakan: 

'"hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat J pasal ini mernberikan 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah 
itu dalam batas-batas meourut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi". 

Kemajuan sebuah negara akan didukung dengan adanya penataan ruang3 

yang juga memadai. Dalam penyelenggaraan penataan ruang telah banyak basil 

yang dapat dilakukan. tetapi masih ditemukan berbagai masalah yang menjadi 

tantangan ke depan, diantaranya adalah9 

I) Semakin menurunnya kualitas pennukirnan yang di antaranya ditunjukkan 

oleh kemacetan untuk aspek transportasi, kawasan kumuh, pencemaran 

lingkungan (air, udara, suara, sampah), dan hilangnya ruang publik dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan 

masyarakat, terutama di perkotaan; 

7 Dalam Pasal 2 UUPA dijc1askan meng.enai wewenang yang bt:rsumber dart hak 
mengoasa1 dari Negara. 

e Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan Lata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Indonesia,. Undang~undang Tenlang Penataan Ruang, No. 
26 Tahun 2007, LN No. 64 tahun2007, TLN No.4725, psl.l ayat 5. 

9'Iwan Setiawan, "Pembangunan Wilayah'', <www.bappenas.go.id>, 23 November2008. 
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2) Kejadian bencana alarn gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya 

meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang 

berfungsi lindung; 

3) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan berimplikasi pada 

teljadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan 

permukiman/perkotaan secara signifikan; 

4) Penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air, serta 

meningkatnya DAS kritis; dan 

5) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya mefliadi acuan 

dalam pernanfaatan ruang dan fokus hanya pada perencanaan sehingga 

terjadi inkonsistensi pelaksanaan pernbangunan terhadap rencana tata 

ruang {RTR) serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap 

pemanfaatan ruang. 

Dikctahui hahwa lahan tanah yang terdapat di wilayah Negara Indonesia semakin 

menyempit. Keterhatasan lahan tanah yang dapat digunakan akan berkurang dari 

tahun ke talmn. 01eh karenanya orang...orang mencari solusi yang tepat, mengingat 

kepadatan penduduk yang semakin menjadi momok paling menak.utkan. Jika 

dilihat dari kebutuhan Pemerintah akan tanah untuk keperluan berbagai macam 

pernbangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang terSedia sangatlah 

terbatas. 10 Maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan 

pembebnsan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak-halc 

lainnya yang melekat diatasnya. Terlepas dari tanah negara, dilihat dari faktor 

berkembangnya suatu kawasan ekonomi dimana dituntut kebutuhan akan laban 

yang sangat tinggi padahal jumlah lahan yang tersedia sangat terhatas. 

Kepemilikan tanah berupa bangunan gedung11 seperti pusat perbelanjaan, hotel

hotel ataupun gedung-gedung lain, oleh pemiliknya digunakan secara maksimal, 

10 Soedharyo Soimin, Slams Hok Dan Pembebason Tanoh. .00,2, cet2. (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), haL75. 

11 Bang,unan gedung adalah bangunan yang didirikan dan at au diletakkan dalam 
suatu lingkungan sebagian atau seiuruhnya pada. di atas, atau di dalam tanah danlatau 
perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Indonesia, 
Departemen Perrnukiman dan Pengembangan Wilayah. Keputusan Menteri Negaf'(J Pekerjaan 
Umum Tenlang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhodap Bchaya Kebakaran Puda Bangunan 
Gedung dan Lingkungan, Kepmen Negara Peketjaan Umum No. 10//KPTS/2000, psi.J, 
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dengan aJtematif membangun secara vertikal yang semakin tinggi meningkat ke 

atas dan juga penggunaan ruang bawah tanah di bawah gedung sebagai akses 

vertikal ke bawah. 

Penggunaan basement 12 menjadi salah satu solusi yang digunakan oleh 

para pembisnis untuk menambah penghasilan, dengan disewakan ataupun dengan 

cara jualbeli kepada pihak lain. Basement biasa digunakan untuk laban parkir 

dalam gedung, letapi sekarang banyak digunakan untuk bisnis. Adapun bangunan 

gedung yang didirikan dalam ruang bawah tanah dapat dibedakan meojadi: 13 

(I) Bangunan gedung yang merupakan bagian dari bangunan gedung yang 

ada diatasnya,. terhadap bangunan gedung seperti ini, status hukumnya 

mengikuti status hukum hak atas tanahnya, dan 

(2) Bangunan gedung yang terlepas dan tidak terkait dengan benda-benda 

yang ada diatasnya, 

Dalam UUP A, mengenai hak atas tanah, tidak dijelaskan secara tepat mengenai 

kebcradaan ruang bawah tanah. Hukum Agraria merupakan sualu kdompok 

berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas 

sumber~sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok 

terse but terdiri atas: 14 
( 1) Hukum Tanah, yang rnengatur hak -hak: penguasaan atas 

tanah dalarn arti permukaan bumi; (2) Hukum Air, yang mengatur hak-hak 

penguasaan atas air; (3) Hut.:um Pertambangan yang mengatur hak-hak 

penguasaan atau bahan-bahan galian yang dimaksud dalarn Undang-Undang 

Pokok Pertrunbangan Nomor 11 tahun 1967; (4) Hukum Perikanan yang mengatur 

hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air; dan (5) 

Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur Dalam Ruang Angkasa, 

mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan W1Sur-unsur dalam ruang angkasa. 

11 Blsmen (Basemen/) adalah ruangan di dalam bangunan gedung yang letak lantainya 
secara horisonta! berada di bawab permukaan tanah yang berada dl sekitar lingkup bangunan 
tcrsebuL !bid 

13 Eman, "Prlnsip Hukum Ruang Bawah Tanah Uotuk llangunan Geduns Da!am Sistem 
Hukum Agmria Nasional", <flttp:/Jwww.adln.li.unait.ac.id/go.pbp?id::gdlhub~edi·S3~2008·eman~ 
6855&PHPSESSID=696b204be3QJb286f6d82cc4b6cb92eb>, 25 NQvember2008, 

N Boedi Harsono, Hukum Agraria indonesia {Sejarah Pemhentukan Undang-undang _ 
Pokok Agraria. lsi dan Pelaksanoannya). cet.IX, (Jakarta: Djambatan, 2003}, hal.8. 
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Selama ini hak atas tanah lebih dikenal penggunaannya terhadap tanah 

yang ada di pennukaan tetapi keberadaan tanah dalam tubuh bumi, belurn jelas 

pengaturannya, Penggunaan roang yang dimaksud terutama adalah penggunaart 

ruang bawah tanah yang semakin hari semakin meluas dan menjamur 

keberadaannya, tidak mendapatkan kepastian yang jelas. Sampai saat ini, 

pembangunan ruang bawah tanah tidak diberikan pengaturan secara spesifik, 

tetapi hanya didukung oleh peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Talmn 

2002 tentang &ngunan Gedung (UU 2812002) dengan peraturan pelaksanaannya 

pada Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2005 (PP 36/2005) mernungkinkan 

pembangunan sebuah gedung atau bangunan d! bawah tanah, dengan ketentuan 

selama tidak mengganggu keseimhangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, 

dan/atau fung!lii prasarana clan sarana umum yang bersangk:utan. Kemudian 

berdasarkan Pasa12 Peratura.n Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 4711997), yang menyebutkan bahwa: 

"Ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang 
wilayah_ Nasional ini mencakup strategi dan araban kebijaksan:aan 
pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 (seratus) meter di 
bawah perrnukaan burni, 1 Km (satu kilometer) di atas permukaan bumi 
dan batas luar zonaekonomi eksklusif.1

' 

Perkembangan yang sangat cepat, menyebabkan hanynk karya-karya 

manusla sangat cepat menjadi ketinggalan zarnan, pada hal kita ketahui bahwa 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai hukum cnkup 

terhatas. Perubahan masyarakat yang menimbulkan perubahan dan berlambahnya 

berbagai kebutuhan itu menyebabkan timbulnya kebutuhan akan adanya kepastian 

hnkum dan keamanan hukum, yang tak menentu, sehingga apabila kebutuhan

kebutuhan ini tidak terpenuhi secepat mungkin, maka hal ini akan menimbulkan 

kegelisahan dan rasa tidak aman pada anggota-anggota masyarak:at kita. 15 

lS Sunarjati Hartono, MenC~Jri Bentuk dan Sfstim Hulwm PerjanjiWl Nasional Kito, 
(Bandung: Alumni, 1974), hal. 25. 
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Pengaturan yang masih berada dalam grey area tersebut mewajibkan 

pemerintah hendaknya melakukan tindakan lebih lanjul serta tegas dalam 

menghadapi penuasalahan pengaturan dan keberadaan hak atas tanab yang berada 

di dalam ruang hawah tanah. Oleh karena suatu keperluan yang mendesak 

tersebut, peranan hukum negara di bidang pertanahan yaitu sebagai sarana dalam 

kerangka memenuhi pemberian kepastian dan penjaminan hukum serta 

menunjang peningkatan pertumbuhan perkembangan ekonomi dan sosiai sangat 

diperlukan.16 Dengan latar belakang inilah penuiis ingin mengkaji lebih dalam 

terhadap keberadrum Ruang Bawah Tanah dalam kegiatan pertann.han di Indonesia 

dengan menuJis sebuah karya ilmiah dengan judul ''Penggunaan Ruang Bawah 

Tanah DihubW1gkan Dengan Hak Atas Tanah Menurut UUPA". 

1.2 POKOK PERMASALAHAN 

Dalam penuHsan ini akan membahas beberapa pokok permasafahan yang 

berkaitan dengan penulisan tesis ini o:.dalah sehagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan Ruang Bawah Tanah dalam sistem 

hukwn pertanahan di Indonesia? 

2. Apakah keberadaan Ruang Bawal1 Tanah dapat diselesaikan 

dengan diciptakannya suatu hak baru da]am sistem Hukwn Tanah 

Nasiona1 di Indonesia? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh penuJis, dewasa ini ditujukan untuk 

beberapa bel seperti disebutkan dibawah ini: 

L Penelitian ini bertujuan untuk mempe;roleh gambaran secara 

mendasar dan juga komprehensif tentunya mengenai aspek apa saja 

1 ~ I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan lndonesia, {Jakarta: Rineka Cipta, 1991 ), hat9, 

Universitas Indonesia 
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



g 

yang terlihat dan mendukung serta melatar belakangi 

pengembangan ruang bawah tanah yang menyangkut hukum tanah 

dan lingkungan yang terus berkembang dewasa ini. 

2. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang lebih detail mengenai hubungan hukum yang 

terjadi antara para pihak yang terkait dalam pengembangan dan 

pengeiolaan ruang bawah tanah di Indonesia umumnya dan di 

Jakarta khususnya. 

3. Kemudian mene1usuri dan menemukan hal-hal yang dapat 

mempetjelas pengaturan hukum rnengenai penggunaan ruang 

bawah tanah di Indonesia. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Melihat tujuan penelitian di atas, penuiis berharap bahwa hasil penelitian 

ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut: 

1. Segi Keilmuan 

Dengan penelit!an ini dibarapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalarn Hukum 

Pertanahan. 

2. Segi Praktis 

a. Sebagai informasi bagi lemhaga yang berwenang serta para 

pihak yang bersangkutan dalarn melakukart sebuah proses 

hukum yang berbubungan dengan ruang bawah tanah. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalarn penelitian selanjutnya 

yang borhubungan dengan penggnnaan kemaj uan dan 

perkembangan mengenai beradaan ruang bawah tanah. 
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1.5 METODE PENELITIAN 

Pengetahuan ilmiah atau ilmu, dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia 

dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Menurut V.A Tan 

ilmu bukan saja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis. tetapi 

juga merupakan suatu metodologi. Umu telah memberikan metode dan sistem, 

yang mana tanpa ilmu, semua itu banya mempakan suatu kebutuhan belaka.17 

Untuk mengungkapkan kebenaran daiam suatu penelitian ilmiah1 diperlukan 

metode penelitian suatu metode penelitian hukum. Dalarn peneHtian ini penutis 

mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. 18 

Tipologi peneiitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. 

Maksudnya adalah bahwa penelitian hukum nOimatif ini ditujukan untuk 

memperoieh garnbaran yang sejelas-jelasnya mengenai mekanisme pertanahan, 

dengan menganalisis Undang-undang Pokok Agraria~ Undang-undang tentang 

Penataan Ruang serta Peraturan Pernerintah tentang Penataan Tanah. 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai 

data yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Selain ilu, data yang 

dipergunakan dalam sebuah penelitian itu terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang bera.'!al!angsung dari sumbemya. Namun 

daiam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder, dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka, Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam 

(ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 19 

Pengumpulan data telah membantu penulis memperoleh data yang 

diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian terscbut. Dalam penulisan 

tesis ini, penuHs menggunakan daLa primer berupa wawancara dengan para pihak . 
yang barkaitan langsung dengan tesis, yaitu pihak pengembang dari pusat 

H Bambang Sunggono, Merodologi Penelilian Hulmm, (Jakarta: PT RajaOrafrndo 
Persada, 2005), hal.27. 

10 Soerjono Soekanto dan Sd Mamudji, Penelitian Hukum Normati[ Suotu Tinjauan 
Singlwt, (Jakarta: PT RajaGrafindo PeNada, 2006), hal.14. 

12 Ibid., hal 24, 
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perbelanjaan yang menjadi penelitian penulis. Darl sudut kekuatan mengikatnya 

data sekunder digolongkan ke dalam beberapa hal, yakni: 

1. Bahan hukum primer. yaitu berupa peraturan perundang~undangan. 

Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (UUPA); 

b. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatrum 

Tanah; 

d. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; dan 

e, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan tulisan yang menjeJaskan 

mengenai bahan hukum primer, antara lain adalah buku-buku 

karangan para pakar, artikel, berita dl berbagai med!a massa yang 

relevan dengan penelitian InL 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan sebagai penunjang mengenai 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa 

kamus. 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan rlari hasil pcnelitian yang sudah 

terkumpul, dipergunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu "terutama bertujuan 

untuk mengerti a tau memaha.rni gejala yang ditelitinya. "20 Sernentara itu yang 

diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utah. Penelitian ini bertitik 

tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma~nonna hukum positif. Data 

yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya 

menghasilkan data berbentuk evaluatif analisis, untuk mencapai kejelasan 

mengenai kepastian dari hak guna ruang bawah tanah yang dibahas. 

10 Burhan Bungin, Ana/isis Daw Penelilian Kuq[fiatif, (Jakarta; PT RajaGrafindo 
Persada, 2006), hal.l9. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB!: PENDAIIULUAN 

lsi dati bab ini merupakan gambaran isi darl bab~bab selanjutnya, yang 

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari tesis ini, yang 

dirangkum dalam latar belakang pennasalahan, pokok permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneHti~ serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini} Penulis membaginya menjadi 3 (tiga) sub bahasan yaitu 

Pertama, tinjaUlll1 pustaka Hak Atas Tanah serta Hak Guna Ruang yang 

diuraikan secara garis besar mengenai pengertian Hak Guna Ruang~ 

pengkla.-;ifikasian Hak Gun a Ruang menjadi Hak Guna Ruang Atas T anah 

(IIGRA 1) dan llak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT), kedudukan Hak 

Guna Ruang Bawal1 tanah ditinjau dari Aspek hukwn pertanahan yang 

bersumber pada Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

Nomor 5 tahun !960, Undang·undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penalaan twang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang 

Penataan Tanah, Undang·undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung, Peraturan Pernerintah Nomor 36 tahun 2005 tent.ang Bangunan 

Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang llak 

Guna Usaha, Hak Gnna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kedua, 

bahasan pokok pe!TlWSalahan dalarn f\llll1g bawah tanah di gedung-gedung 

yang memiliki pertokoan di ruang bawah tanah, beberapa diantaranya 

yaitu Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok City, dan Pasar Pagi Mangga 

Dua. Kemudian Ketiga adalah analisis mengenai penggWlaan dan 

pengaturan yang memberikan kepastian terhadap hak atas tanah yang 

keberadaannya berada di bawah tanah. 
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BAB III : PENUTUP 

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini, terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran, Mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasH 

penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab Ill dengan 

diserta oleh saran dari penulis. 
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PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DIHUBUNGKAN 

DENGAN HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Macam Hak Atas Tanah 

Hak alas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

seseorang danlatau badan hukum yang mempunyai hak Wltuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Perlu 

diketahui bahwa Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas 

tanah. 1 Pengertian tanah adalah permukaan bumi (l'asal I ayat 4 dan Pasal 

4 ayat I UUPA), pemakaiannya untuk keperluan apapun, selalu me!iputi 

penggunaan sebagian tubuh untuk keperluan apapun, selalu meHputi 

pcnggunaan sebagian tubuh bumi dibawahnya dan sebagian roang di 

atasnya, sesuai dengan tujuan: pemakaiannya. Maka untuk mempetjelas 

maksud dari hak atas tanah dalam tesis lni. penuHs membaginya dari sudut 

pandang Undang-undang Pokok Agraria dan dari sudut pandang Undang

undang Penataan Ruang. 

2.1.1.1 Mcnurut Pcraturan Dasar Pokok-pokokAgraria (UUPA) 

Konscp dari hak-hak atas tanah yang terdapat dalarn Hukum Agraria 

Nasional dibagi menjadi 2 ( dua) meliputi hak atas taaah yang bersifat 

primer dan bersifat sekunder. Hak atas tanah yang primer yaitu hak- hak 

1 Penggunaan Tanah adalah wujud kegiatan menggunakan tanah balk secara lingkungan 
buatan maupun dengan lingkungan alami. BiMtO Nadapdap, Kamw; lslilah Hukum Agroria 
Indonesia, {Jakarta; Jala. 2007), haL I 74. 

13 Univers:ltas Indonesia 
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alas tanah yang diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pacta Hak 

Bangs a Indonesia 1 at as tanah sedangkan hak alas tanah yang sekunder 

yaitu hak~hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan berswnber 

secara tidak langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak-hak 

atas tanah yang dimaksud ditentukan dalarn Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA, 

antara lain: (a) Hak Milik, (b) Hak Guna Usaha, (c) Hak GWJa Bangunan, 

(d) Hak pakai, (e) Hak Sewa, (!) Hak Membuka Tanah, (g) Hak 

Memungut Hasil Hutan,dan (h) Hak-hak lain yang tidak terrnrumk dalmn 

hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta 

hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam PasaJ 53 

UUPA. Dalarn Pasal !6 UUPA disebutkan adanya 2 (dua) hak yang 

sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah 

dan hak memungut basil hutan karena hak-hak itu tidak memberi 

wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. 

Kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalarn Pasal 16 UUPA 

sebagai hak ata~ tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan 

sistematika hukum adat. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan 

(manifestasi)2 dari hak ulayat.3 Selain hak-hak atl!ll tanah yang disebut 

dalam Pasal 16 UUPA, dijumpai juga lembaga-lembaga hak alas tanah 

yang keberadaan:;ra dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat 

"sementara». Hak-hak yang dimaksud anta:ra lain: (a)Hak gadai, (b) Hak 

usaha bagi basil, (c) Hak rnenumpang, dan (d) Hak sewa untuk usaha 

1 Hak Bangsa Indonesia merupakan rumusan dari Pasal I ayat 1 UUPA yang menyatakan 
hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dengan tanab diseluruh wilayah Indonesia, Boedi 
Harsono, op.cit., haL230, 

1 Manifestasi adaiah perwujuda.n scbagal suatu pemyataan perasaan atau pendapat 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op.cit., ha1.627, 

3 Hak UJayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yangdipunyai oleh 
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya 
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirlah dan balinlah 
turun temurun tidak terputus antara masyarakal: hukum adat tersebut dengan wUayah bersangkutan. 
Binoto Nadapdap, ap,cit., hnl.58. 
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pertanian.4 Hak-hak tersebut bersifat sementara knrena pada suatu saat 

nanti sifutnya akan dihapuskan. 

llak alas tanah yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok 

Agraria adalah seperti yang telah tercantum dalam Pasal4 ayat 1 UUPA 

dimana macam~macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah~ 

yang dapat diberikan kepada dan dijumpai oleh orang~orang, baik sendiri 

rnaupun b~rsama~sama dengan Ot1lllg~orang lain serta badan-badan 

hukum. Dengan dernikian berikut adalah macam-macam bak atas tanah 

yang dimaksud: 

A. HakMilik 

Pengaturan mengenai Hak Milik di dalam UUP A diatur dalam 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA Pendefinisian dari Hak Milik 

menurut Pasal 20 ayat 1 UUPA yaitu 

~'Hak turon temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6." 

• 

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah dan bersifat mutlak, 

yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan 

kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya 

tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Palmi).' Subjek yang 

dapat mempunyai tanah Hak: Milik menurut UUP A dan peraturan 

pelaksanaaunya, adalah: 

1. Perseorangan 

Yaitu Warga Negara lndonesia(WNI). 

2. Badan-badan hukum 

4 Ketiga hak alas tanah tersebut merupakan bagian dari Pa.;al 53 UUPA. 

s Kartini Muijadi dan Gunawan Wiq'jaja, Hak·Hak Atas TQllah, (Jakarta: Prenada Media. 
2004), hal.30. 
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Pada dasamya Hak Milik hanya diberikan kepada persoornngan 

tetapi untuk badan hukwn yang dimaksud dapat memiliki tanah 

Hak Milik dikecualikan pada bank-bank yang didirikan oleh 

negara (Bank Negara ), koperasi penanian, bad an keagamaan, dan 

badan sosial.6 

Dalarn hal kepemilikan tanah tersebut tidak rne:menuhl syaret yang 

berlaku sebagai subjek Hak Milik alas tanah, maka dalarn waktu I (satu) 

tahun harus melepaskan atau rnengalihkan kepada pihak lain yang 

memenuhi syarat Tidak terpcnuhinya syarat-syarat kepemilikan 

menyebabkan bak tersebut jatuh kepada negara. Ketentuan tersebut 

berlaku juga kepada WNI yang mempunyai kewarganegaraan lain selain 

indonesia, serta orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh 

Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau perca.mpuran harta karena 

perkawinan. Pasal 22 UUPA menyebutksn bahwa Hak Milik dapat te!jadi 

melalui 3 (tiga) eara yaitu 

1. Hak Milik atas tanah yang tetjadi menurut hukum ad at; 

2. Hak Milik atas tanah teJjadi karena penetapan pemerintah; 

3. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan lUldang-undang. 

Pada asasnya, pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau 

mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Namun demikian, UUPA 

rnengatur bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan 

oleh bukan pemiliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUPA, yaitu 

penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 

dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk penggunaan atau 

pengusahaan lanah Hak Milik oleh bukan perniliknya, yaitu: 

I) Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Gun a Bangunan; 

2) Hak Milik alas tanah dibebani dengan Hak Pakai; 

3) Hak Sewa untuk Bangunan; 

4) Hak Gadai (Gadai Tanah); 

6 Indonesia, Peroluran Pemerintuh Tentang Pemmjukan BadiXtl-budan Hukum Yang 
Dapat Mempunyai 1Iak MilikAlot Ttmah, PP No 3R Tahun1963,, LNNo.61 tahun 1963, ps.l. 
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5) Hak Usaha Bagi Hasil (PeJjanjian Bagi Hasil) 

6) Hak Menumpang; 

7) Hak Sewa Tanah Pertanian. 

Pengalihan Hak Milik at as T anah dapat terjadi karena peristiwa perdata, 

misalnya karena perkawinan atau kematian, maupun karena suatu 

peristiwa hukum yang bennaksud untuk mengalihk:an Hak Milik atas 

Tanah dengan pihak yang bennaksud untuk rnenerima pengalihan atas hak 

tersebut, misaln~a jual beli, hibah.., rnaupun tukar menukar. Kemudian 

setiap pengalihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain 

haruslah didaftarkan7 sepertinya telah diatur dalam Pasal 23 UUPA. 

Pendaftaran tersebut adalah sebagai bukti bahwa telah teJjadi pengalihan, 

penghapllsan dan pembebanan. Sehubungan dengan didaftarlrunnya 

pcngalihan terscbut, diperlukan sebagai bukti dengan akta yang dibuat 

oleh Pejahat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, kecuali untuk 

pemindahan hak me!altii Jelang. 

Hak milik dapat hapus dikarenakan oleh 2 (dua) hal yaitu tanahnya 

jatuh kepada negara dan tanahnya musnah. Salah salu penyebab hapus 

dikarenakan jatuh kepada negara, maka tanah Hak Milik dapat jatuh 

kepada negara, karena: 

1) peucahutan hak (yailu untuk kepentingan umum, kepenlingan 

bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dcngan 

memberi ganti rugi yang layak dan rnenurut cara yang diatur oleh 

perundang-undangan ); 

2) ditelantarkan8
; 

3) dikuasai alau dialihkan kepada subjek hokum yang tidal< herhak 

memangku kedudukan hak milik atas tanah. 

7 Mengenai pendaftaran tanah dapat dibaca lel;tih lengkap dalam Peraturan Pemerintah 
nomor 24 rabun 1997lentang Pendaftatan Tanah yang mengganiikan Peraturan Pemerintah nomor 
10 tahun l9Gl tentang: Peodafta.ran Tanah. 

6 Yang dimaksud dengan tanah yang terlantar adalah a) tanah yang tidak dimanfaatkan 
dan!atau dipelihara dengan baik, dan b) tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, 
sifal, atau tujuan dari pemberian haknya tersebut Kartini Mufjadi dan Gunawan Widjaja. op.cit., 
haL 137. 
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Hak Milik sebagai bak paling kuat, berbeda secara mendasar 

dengan hak alas tanah Jainnya yang telah diakui oleh undang-undang 

ataupun masyarakat secara yuridls. 9 Hak Milik waktunya tidak terbatas 

sedangkan untuk hak atas tanah lain ada batas waktu berlakunya. Selain 

itu Hak Milik untuk tujuan penggunaannya juga tidak tertentu dan sifat 

yang dimilik oleh Hak Milik bersifut turun tcmurun. 

B. Hak Guna Usaha (HGU) 

Mengenai HGU, pengaturannya terdapat di dalam Pasal 28 sampai 

dengan Pasal 34 UUPA. Di definisikan sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 28 UUPA yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 29 UUPA. guna perusahaan pertanian, perikanan atau petemakan. 

Subjek HGU menurut Pasal 30 UUPA jo Pasal 2 Peraturan Pernerintah 

Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, dan Hak l'akai alas Tanah (PP 40/96) adalah sebagai 

berikut: 

1. Warga Negara Indonesia (WN!); 

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Selain itu untuk jumlah luas minimum tanah yang dapat diberikan 

terhadap HGU yaitu 5 (lima) hektar dan maksimumnya 25 (dua puluh 

lima) hektar, Terjadinya HGU karena hukum atau karena pemberian hak 

oleh Negara. Untuk lebih spesifiknya peralihan dari HGU tedadi dengan 

cara: I) jual beli, 2) tukar menukar, 3) penyertaan dalam modal, 4) hibah, 

5) pewarisan. Peralihan tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan seperti 

yang tercantum dalarn Pasal6 dan Pasal 7 PP 40/1996. 

Jangka waktu untuk HGU untuk pertama kalinya paling lama 35 

(tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untukjangka waktu paling 

9 Effendi Perangin, 401 Pertanyaan dan Jmvabtm Tenlang Hukum Agroria, (Jakarta: 
Rajawali, 1986), ha1.4849, 
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lruno 25 (dua puluil lima) yang dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun 

sebelum berakbirnya masa HGU. Perbarui juga dapat dilakukan paling 

lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Untuk melakukan perpanjangan dan 

pembarui, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu: I) tanahnya 

masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan 

pernberlan hak tersebut; 2) syaratRsya.rat pemberian hak tersebut dipenuhi 

dengan baik oleh pemegang hak; dan 3) pemegang hak masih memenuhi 

syarat sebagai pemegang hak. 

Berakhirnya HGU sesuai dengan Pasal 17 PP 40i96 dikarenakan 

hal-hal sebagai berikut: 

I) Berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalrun 

keputusan pemberian atau perpanjangannya; 

2) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka 

waktunya berakhir karena: 

1. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggamya ketentuan~ketentuan tertentu; 

2. putusan pengadi1an yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelumjangka 

waktunya berakhir; 

4) Dicabut berdasarkan Undang-undang nomor 20 tabun 1961 

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda·benda yang 

Ada Di Atasnya; 

5) Ditelanlarkan; 

6) Tanahnya musnah; 

1) Ketentuan Pasal 3 ayat 2. 10 

10 Bunyi dari Pasal.3 ayat 2 PP 40/96 yaitu bi!a dalamjangka waktu I (saru) tahun HGU 
tidak dilepaskan ntau d!alihkan, HGU tersebut bapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah 
negara. 
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C. Hak Guna Bangwtan (HGB) 

Penjelasan dalam peraturan dapat dilihat dalam Pasal 35 sampai 

dengan Pasal40 UUPA. Definisi menurut Pasa135 UUPA berbunyi: 

11Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas 
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) tahun." 

Asal mula dari tanah HGB adalah tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara atau tanab milik orang Jain. Berdasarkan ketentuan dalam PP No 

40 Tahun 1996 yang dapat diberikan HGB adalah tanah negam, tanah, 

Hak Pengelolaan (HPL), atau tanah Hak Milik. Dalam HGB, bangunan

bangunan yang didirikan akan digunakan untuk kegiatan usaba, misalnya 

perkantoran, ruko, hotel dan atau kegiatan pariwisata. atau kegiatan 

industri di kawasan industri, pabrik~ pembangunan perumahan dan lain

lain. Yang dapat rnernegang atau meryadi subyek hak guna atas tanah di 

Indonesia menurut Pasal 36 ayat 1 UUP A adalah: 

L Warga Negara Indonesia (WN!); 

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

Dengan demikian, j ika diperbatikan pad a suhjek yang dapat 

diberikan HGB serupa dengan subjek yang dapat diberikan kepada tanah 

HGU. Beberapa hal yang menyebabkan tetjadinya peraliban HGB 

dikarenakan beherapa peristiwa bukum sebagal berikut: a) jual beli, b) 

tukar menukar, c) penyertaan dalarn modal, d) hibah, e) pewarisan. Selaln 

itu mengenai jangka waktu berlakunya BGB, hal tersebut tergantung dari 

asal tanah tersebut. Berdasarkan pada jangka waktu tersehut pengajuan 

pellllohonan perpanjangan atau pembaharuan harus diajukan selarnbat

lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnyajangka waktu HGB tersebut 

Universitas Indonesia 
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



21 

dicatatkan dalam buku tanah 11 pada Kantor Pertanahan. Perpanjangan atau 

pembaharuan terhadap HOB, dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 

sifat1 dan tujuan pemberian hak terse but; 

2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; dan 

3, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1912
; 

4. tanah tersehut masih sesuai dengan Rencana T ata Ruang Wilayah 

yang bersangkutan. 

HOB itu berasal dari Tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan (HPL) dan 

tanah Hak Milik. Jangka waktu keliga tanah tersebut berbeda-beda, 

pemberian HOB pertama kali yaitu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan 

perpenjangan untuk tanah Negara dan tanah HPL yaitu 20 (dua puluh) 

tahun dan dapat diperbaharui selarna 30 (tiga puluh) tahun. Terhadap 

tanah Hak Milik tidak ada perpanjangan tetapi dapet diperbami. 

Selain perpanjangan dan pembaharuan dari HGB tersebut, ada 

penghapusan dalam HOB. Penghapusnya HOB dikarenakan beberapa hal 

sebagai berikut: 

!. Berakhimya jangka waktu sehagaimana ditetapkan dalarn 

keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam petjanjian 

pemberiannya; 

2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak 

Pengelolaan alau pernegang Hak Milik sebelum jangka waktunya 

berakhir karena: 

11 Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat daia yurtdis dan data 
fisik suatu obyek pcndaftaran tanah yang sudah ada haknya. Da!a Fisik adalatt keterangan 
mengenai letak., batas, dan luas bidaug tanah dan saLuan rumah susun yang didaftar. termasuk 
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian hangunan di atasnya. Data Yurisdis adalah 
keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun :y<IDg didaftar, pemegang 
haknya dan hak plhak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Boedl Harsono, op,cir., 
hal.475. 

u Pasal 19 UUPA menjeJaskan mengenai syarat-syarat sebagai subyek pemegang HGB. 
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a. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

danlatau dilanggamya ketentuan-ketentuan tertentu; 

b. tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban 

yang tertuang dalarn perjanjian pemberian HGB antara 

pemegang HOB dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 

penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 

c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sehelum jangka 

waktunya berakhir; 

4. Dicabut berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1961 

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang 

Ada Di Atasnya; 

5. Ditelantarkan; 

6. Tanabnya musnah; 

7. Ketentuan Pasal20 ayat 2. 13 

D. HakPakai 

Pengaturannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. 

Sesuai dengan Pasal41 UUPA maka definisinya berbunyi: 

"Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasH dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemheriannya aleh pejabat yang herwenang 
memherikannya atau dalam pe!janjian dengan pemilik tanahnya, 
yang bukan perjanjian sewn menyevta atau perjanjian pengolahan 
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan~ketentuan undang~oodang ini." 

13 Pasal 20 ayat 2 menjelaskan ballWa jika dalam wakru J (satu) tabun baknya tidak 
dllepaskan atau dialihkan, maka hak tersebut hapus karena hukum. 
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Hak Pakai rlapat diberikan: 

t. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 

dlpergunakan untuk keperluan yang tertentu; 

2. Dengan cuma-cuma, dcngan pembayaran atau pemberian jasa 

berupa apapun; 

3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur pemerasan. 

Pemberian Hak Pakai alas tanab terhadap pernegang hak pakai tirlak soma 

dengan pemberian hak alas tanab bagi HGB dan HGU, karena subyek 

pada hak pakai lebih luas. Tanab yang dapat diberikan dengan Hak pakai 

adalab (a) tanah negara, (b) lanab Hak Pengelolaan, dan (c) tanab Hak 

Milik Pasal4! ayat I." 

Pemegang Hak Pakai atau juga dapat disebut dengan Subjek Hak 

Pakai menurut Pasal 42 UUPA menentukan babwa yang dapat memiliki 

tanab Hak Pakai, yaitu: 

L Warga Negara Indonesia (WNJ); 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

3. Bad an Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; dan 

4. Badan Hukurn Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Kemudian selain subjek-subjek tersebut diatas, didapatkan beberapa 

tambaban dari Pasal 39 PP Nomor 40 talmn 1996 rnengenai yang dapat 

menjadi pemilik dari Hak Pakai sebagai berikut: 

5. Departemen) Lembaga Pemerintah,. Non-Departemen, dan 

Pemerintah Daenab; 

6, Badan-badan keagamaan dan sosial; 

7 _ Perwakilan negara asing dan perwakilan badan intemasionaL 

u Suprladi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), haL 119 
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Hak pakai dapat bersumber dari: 

a. pe.janjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan pihak eaton 

pemegang hak pakai itu, bila tanabnya adalah tanah milik orang 

lain. 

b. Penetapan Pemerintab, bila tanahnya adalah tanah yang dikuasai 

langsung oleh negsra. 

Persamaan yang dapat dilihat dalarn Hak Pakai dengan HGB salab satunya 

yaitu dari asal tanah Hak Pakai serupa dengan Hak Guna Bangunan, yaim 

Tanah negara, Hak Pengeloiaan, dan Hak Milik. Selain itu permohonan 

perpanjangan jangka waktu Hak Pakai diajukan selarnbat-lambatnya 2 

(dua) tahun sebelum berakhimya jangka waktu Hak Pakai, yang dicatat 

dalarn buku tarulh pada Kantor Pertanaban. Pemberian pertama kali Hak 

Pakai yaitu selama 25 ( dua puluh lima) tahun. Perpanjangan alas tanab 

Negsra dan tanah HPL diberikan 20 (dua puluh) tahun kemudian dapat 

diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tabun. . 
Peralihan Hak Pakai dapat teijadi karena peristiwa-peristiwa yang 

serupa dengan peralihan yang terjadi pada HGB dan kedua-duanya sama

sama wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Selain itu, dapatjuga terjadi 

penghapusun Hak Pakai seperti yang terjadi pada hak atlls tanab lain, dan 

penghapusan tersebut tetjadi karena: 

1) Berakhimya jangka waktu sebagalmana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian 

pemberiannya; 

2) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak 

Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya 

berakhir karena: 

a. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggamya ketentuan-ketentuan tertentu; 

b. tidak terpenuhlnya syarat-syarat tatau kewajiban~kewajiban 

yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara 

pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 

penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 
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c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukun1 

tetap. 

3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir; 

4) Dicabut berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1961 

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda yang 

Ada Di Atasnya; 

5) Ditelantarkan; 

6) Tanahnya musnah; dan 

7) Ketentuan Pasal40 ayat 215
. 

E. Hak Sewa 

Hak sew a yang dimaksudkan dalarn UUP A, yaitu Hak sewa untuk 

bangunan yang diatur dalam Paso! 44 sarnpai dengan Pasal 45 UUPA. 

Berdasarkan Paso! 44 UUP A pengertian dari Hak Sewa yaitu 

41seseorang atau suatu badan hukum mernptu1yai hak sewa e.tas 
tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk 
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya 
sejumlah uang sewa. ') 

Dengan demikian jika diambil inti dari defmisi tersebut, terdapat 

unsur yuridis yang terkandung dalam suatu hak sewa untuk bangunan 

yang padadasarnya menurut pasal44 UUPA: 

1. merupakan hak yang memberikan wewenang untuk 

mempergunakan tanah hak milik orang Jain guna keperluan 

pembuatan bangunan. 

2. Tanah yang digunakan adalah tanah hak milik orang lain. 

3. Pemberian imbalan dilaksanankan dengan pembayaran uang sewa 

yang dapat dilakukan: 

15 Pasa! 40 ayar 2 UUP A ini menje!askan mengenai pellyebab hapusnya HGB, te!api hak 
tersebut juga berlaku pada penyebab hapusnya Hak Pakai, yaltu dihentikan sebelum jangka 
waktunya berakhir karena sesuatu syarnt tidak dipenuhi. 
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a. Satu kali atau pada tiap-tJap waktu tertentu; 

b. sebelum a tau sesudah penggunaan tanah terse but. 

Subyek pemegang Hak Sewa adalah a) Warga Negara Indonesia (WNI), b) 

orang asing yang berkedudukan di Indonesia. c) badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan 

d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

F.· Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Ha>il Hutan 

Sesuai dengan pasal 46 ayat 1 UUP A rnenjelaskan bahwa hak 

tersebut hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

G. Hak-bak lain yang tidak tennasuk dalam hak-hak lersebut di atas 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara. 

Hak-hak yang sifatnya sementara tersebut adalah (a) Hak gadai, (b) Hak 

Usaha Bagi Basil, (c) Hak Menumpang, dan (d) Hak Sewa Tanah 

Pertaniali. 

2.1.1.2 Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

l)enataan Ruang 

Penataan ruang merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang 

pelaksanaannya dilakukan sccara beJjenjang baik oleh pernerintah pusat 

maupun daerah. Pasal I ayat 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pena\aan 

Ruang (UU 24/2007) menyebutkan bahwa pengertian dari Pena\aan 

Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang~ pemanfuatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun ruang yang 

dimaksud terdapat kewenangan dalarn penggunaan \anahnya, dimana 

pemegang hak diperbolehkan menggunakan tanah dalam arti pennakaan 
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bumi berikut ruang di atas tanah dan sebagian tubuh bumi di bawalt tanah 

serta air sesuai dengan tujuan penggunaan tanahnya. 

Pasal l ayat I UU Penataan ruang menyebutkan bahwa Ruang 

adalah wadah yang meliputi ruang darat16
, ruang !aut17

, dan ruang udara18
• 

tcrmasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk 

mempergunakan tanab yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan 

air serta ruang yang ada diatasnya, juga diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhuhungan dengan penggunaan tanah. 

Pembangunan bangunan gedung di atas/di bawah prasarana 

dan/atau sarana umurn berdasar peraturan harus: 

I. sesuai dengan Reneana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

kahupatenlkota, RDTRKP, dan/atau RTBL; 

2. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yung berada di 

bawahnya dan/atau di sekitamya; 

3. tetap rnemperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap 

lingkungannya; dan 

4. mi!menuhi persyaratan kese!amatan dan kesehatan sesuai fungsi 

bangunan gedung. 

Sernakin marak.nya pendirian bangunan bertingkat maka persoalan hukum 

yang utama muncul adalah masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah 

dan hak atas bawah tanab gedung tersebul. Dengan demikian dalam 

panataan ruang dapat dibagi menjadi 2 (dna) pokok pembabasan singkat, 

berupa: 

1~ Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di a.tas dan di bawah pcmmkaan daratan 
termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dad garis laut terendah. Urlp Santoso, Hukum 
Agraria dan Hak~lfak Aras Tanah, (Jakarta: Kencana, 2006), haL4 

I? Ruang Lautan adalah ruang yang tertetak di .atas dan di bawah permukaan laut dimulai 
dar:i sisi !aut garis !aut terendah termasuk dasar !aut dan bagian bumi di bawahnya, di mana 
Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi,, ibid. 

11 Ruang Udara adalab ruan~ yang terletak di atas rumg darntan danlatau ruang lautan 
sekitar wilayab negara dan melekat pada bumi, di mana Rcpublik Indonesia mempunyai hak 
yurlsdiksi., ibid. 
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A. Hak Guna RuangAtas Tanah(HGRA11 

Penggunaan tanah yang terdapat di atas tanah, dapat dikategorikan 

menjadi penggunaan terhadap ruang udara dan ruang angkasa. Adapun 

keberadaan ruang atas tanah pada saat ini mulai dikembangkan ke dalam 

scbuah bangunan yang dikenal dengan Rumah Susun. Maka, singkatnya 

HGRA T dapat dibedakan menjadi ruang udara, ruang angkasa dan Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). lstilah ruang udara dan ruang 

angkasa, menunjukan kepada suatu wilayah yang tidak diketahui batasnya 

dengan bertitik tolak dari Bumi dan dinarnakan "angkasa". Hnkum 

Angkasa merupakan salah satu cabang ilmu hnkum (intemasional) yang 

masih sangat muda tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

pedarkembanganan teknolagi 19 Pengaturan hukum angkasa merupakan 

sumber hukum umum yang bertaraf intemasional, karena berlaku di 

negara-negara luar Indonesia.20 Hukwn Angkasa dalam hal ini 

berhubungan dengan transportasi udara yang semakin marak sehingga 

penerbangan hendak diatur sebuah ketentuan yang nantinya akan 

membantu dan demi kepentingan manusia. 

HGRAT di Indonesia mengacu pada Rwnah Susw1 yang 

merupakan pengoptimalan manfaat bidang tanah dalam bentuk bangunan 

gedung bertingkat. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun !985 tentang 

Rumah Susun (UU 16/1985), Pasal l ayat I menyebu!kan pangertian dari 

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalarn 

suatu lingkungan, yang terbagi dalarn bagian-bagian yang distrnkturnya 

secara fungsionai dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 

19 E Saefullah Wiradlpraja dan Mieke Komar Kataatrnadja. cd., Hukum Angkasa dan 
Perkembcmgannya, (Bandung: Remaja Karya, 1988), haL59. 

111 Priyatna Abdurrasyid, Penganrar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, 
{Bandung: Firma ekonomi, [977), hal.14. 
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bersama21
, benda bersarna22

, dan tanah bersama23
. Menurut Pasal 7 atau 1 

UU 16/1985, Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, 

HGB, Hak pakai atas tanah negara atau Hak Pengelolaan24
• Jenis hak atas 

umah yang dimiliki oleh pemilik dari satuan rumah susun yaitu Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). 

Sebagai suatu lembaga hukum yang baru, HMSRS dinyatakan 

Ielah terjadillahir sejak didaftarkannya Akta Pemisahan dengan dibuatnya 

Buku Tanah setiap satuan rumah susun yang bersangkutan. Pemilik satuan 

rumah susun yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian bak bagi pemilikan satuan 

rumah susun, Pemerintah memberikan alat pembuktian yang kuat herupa 

Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah susun yang diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten!Kota setempat. Sertipikat HMSRS terdlrl dari: 

L SaHnan Buku Tanah dan Surat Ukur Tanah Bersama menu-rut 

ketentuan PI' 1011961 jo PP 2411 997; 

2. Gambar Denah Tlngkat Rumah Susun yang bersangkutan, yang 

menunjukan satuan rumah susun yang dimiHki;dan 

3. Pertelaan mengenai besamya bag ian hak atas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama, Kesemuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dan dljilid dalam 1 (satu) sampul 

---------
21 Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiiiki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Indonesia,. 
Undang~undang Tentang Rumah Sll$un, UU No 16 'fahun 1985,, LN No.75 tah.un 1985,TLN No. 
33 I 8, ps. I ayat 4. 

12 Benda ber5ama adalah bcnda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang 
dimilikl bersama seeara tidak terpisah tmtuk pcmakaian bersama. Ibid., ps.l ayat 5. 

H Tanah bersama ada[ah sebldang tanah yang dlgunakan atas das:ar hak bersama secara 
tidak terpisah yang di atasnya berdiri nrmah susun dan dilctapkan batasnya dalam persyaratan izin 
ba.ngunan. Ibid., ps.layat 6. 

14 Hak Pengeloiaan {HPL) at:lalah hak mengoasai dari Negara yang kewenangan 
pelaksanaannya sebaglan dilimpahkan kepada pemegangnya. HPL bukan hak atas tanah melainkan 
hak yang menyediakan tanah (bagian-bagiannya) bagi keperluan pibak lain {investor) untuk 
menyelenggarakan perusahaan tanah (land enterprise). Sunaryo Basuki, "Pokok-pGkok Hukum 
Tanah N3$ional, Bagian Pertama" {Maknlah disampaikan pada perkuliahan Mata Kuliah Hukum 
Agraria Magister Fakultas Hukum Kenolariatan Universitas, Depok. September 2007), hat24. 

Universitas Indonesia 

' . 

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



30 

dokumen. Sertipikat HMSRS ini sudah ada sebelum satuan-satuan 

rumah susun yang bersangkutan dapat dijuatlS 

Berbeda dengan konsep yang dirniliki di negara Indonesia, pada negara 

lain dikenal istllah strata title, dalam hukum common law. Menurut sistern 

hukum tersebut seseorang yang mernilikl sebidang tanah hak, memiliki 

pula air space right atau hak atas ruang udara, yaitu hak untuk memifiki 

ruang di atas tanah. sehlngga apabila di atas sebidang tanah hak dibangun 

· apartemen di Singapura saiah satu contohnya ini .berarti bahwa pemi!ik 

tanah menjual kaveling-kaveling ruang udara (unit apartemenj yang 

disebut air space lot (bagian dari air space right)?6 Kemudian secara 

sederhana, Strata title adalah hak kepemilikan bersama atas suatu 

kompleks bangunan,yang tcrdiri drui hak ekslusif atas ruang plus hak 

bersama atas ruang bersama. strata title memberikan hak kepada 

pernegangnya, alas (i) ruang ekslusif; dan (ii) ruang bersama yang dipakai 

dan dinikmati bersama dengan pemilik unit lainnya. 21 

B. Hak Guna Ruang Bawah tanah (HGRBT) 

Secara umum, pengertian darl Hak Guna Ruang Bawah Tanah 

adalah hak alas tanah yang terdapat da!am pcnggunaan tanah/ruang yang 

bernda didalam tubuh bumi. Dalam hukum HGRBT mengacu pada Hukum 

Laut dan Bawah Tanah. Proses pengelolaan ruang bawah tanah di 

Indonesia mcngadopsi kelaziman bahwa gedung-gedung bertingkat 

membutuhkan basement sebagal satu kesatuan dari gedm\g. Sistem 

2~ Ahyar, .. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Sewa Menyewa 
Rumah Susun Di Indonesia", (Jakarta: Departemen Hulrum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999), hal.34 

16 Virly Yusrini, "Perbandingan Hak Milik Alas Satuan Rurnah Susun (HMSRS) Di 
Indonesia Dengan Lcmbaga Strata Title Negara Singapura Dalam Hubungannya Dengan 
Pe:mbangunan Hukum Tanah Nasional," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 
2005), hal.2. 

zr lming 'fesalonika, "Apa itu Strata 1'itle," <http~//www,maif: 
!!rchi:te.cQmlbisnis center@xahOON£Y~JI!lmsgOJ261 ,htm!>, 12 februari 2009. 
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kesatuan yang dianut oleh pengelola gedung seperti di Jakarta dalam 

pelaksanannya juga berbeda-beda. Ada prinsip pemanfaat ruang bawah 

sebagai salah satu aspek keterbatasan laban dan kehutuhan sebuah gedung 

bertingkat dan ada juga prinsip kepatuhan kepada aturan yang berlaku. 

Peran Pemda dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan 

(1MB) secara jelas mempengaruhi aspek pemanfaatan ruang bawah tanah. 

Ketidakjelasan perizinan dan peianggaran rencana tata ruang tersebut di 

DKI JAKARTA. Sasaran pertama yang ingin dicapai adalah identifikasi 

persoalan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta, dengan 

cara analisis dekskriptis. Kedua, identifikasi peluang lzin Mendirikan 

Bangunan dalam pengendalian pemanfaatan. 28 Dalam Laporan 

Perencanaan Ruang Bawah Tanah yang dibuat oleh Dinas Tata Kota DKI 

Jakarta menentukan ketentuan dasar konstruksi pada awalnya ruang bawah 

tanah hanya dlperuntukan untuk kategori gudang penyirnpanan (storage 

cavern), yang kemudian berkembang menjadi area ekonomis seperti 

lapangan parlcir, pertokoan, hunian dan kegiatan lain." 

Dihubungkan dengan pembangunan gedung yang berada di bawal1 

tanah maka sesuai Pasal30 PP No 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU 

No. 28 tabun 2002 tentang Bau~unan Gedung mempunyai beberapa 

ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan yaitu sebagai berikut: 

1. sesuai dengan RTRW kabupatenllrota, RDTRKP, dan/atau RTBL; 

2. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; 

3. tidak mengganggu fungsi sarana dan prnsarana yang berada di 

bav.'ah tanah; 

4. memenuhl persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung~ 

5. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan 

keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan 

::&: Abdul Wahab Syahid, "Building permit {IMB) for development control in DKI 
Jakarta," <http://www.google.com >, 09 February 2009. 

19 Anton Hutagalung, "Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Bawah Tanah Dalam 
Aspek Hukum tanah dan Lingkungan," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Dcpok. 
2007), hat.85. 
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6. mempertimbangkan daya dukung Iingkungan. 

2.1.2 Ruang dan Bangunan 

Ruang Iingkup UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi 

dibawahnya serta yang berada dibawah air, Kewenangan penggunaan 

tanah yang meliputi ruang di atas tanah dan di bawah tanah harus diatur 

melalui RTRW dan juga Reneana Umum Tata Ruang (RURW).30 Setiap 

pemegang hak atas tanah yang menggunakan ruang di atas tanah rnaupun 

sebagian tubuh bumi dalam rnngka menggunakan bidang tanah yang 

dikuasainya secara legal, sekedar yang berhubungan langsung dengan 

tujuan penggunaan tanahnya serta dalam batas-batas kewajaran, 

Pengertian Batas-bata.s. Kewajaran adalah penggunaan ruang di 

atas tanah dan sebagian tubuh bumi adalah berdasarkan persyaratan 

mendirikan bangunan~ yang disesuaikan dengan jenis bangunan yang 

didirfkan. sebagairnana diatur dalam Peraturan Bangunan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah setempat.31 Setiap bangunan gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan 

perundang~undangan~ yang meliputi: 

1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dnri pemegang 

hak atas tanah; 

2. Status kepemilikan bangunan gadung; dan 

3. Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalarn 

bentuk sertipikat sehagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, 

seperti hak milik, Hak Ouna Bangunan, Hak Ouna Usaha, hak 

pengelolaan, dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat harupa 

sertipikat, girik, pethuk, akta jual beli, dan aktalbukti kepemilikan lainnya. 

10 Rencana Umum Tata Ruang adalah reocana penmtukan, pengg.unaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa agar pemanfaatann;:ra optimal, lestad, seimbang, dan 
serasi bagi sebesar-besam;ya kemakmuran rakyat. Binoto Nadapdap, op.cit., haL220. 

)I Sunaryo Basuki, op.cit., hai.4S. 
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Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan 

dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemiJik 

tanah dan pemilik gedung. Jl 

2.1.2.1 Cam Mempcroleh dan Pcmindaban Haknya 

Hukum Tanah Nasionai menyediakan beberapa cara untuk 

memperoleh tanab yang diperlukan baik untuk keperluan pribadi maupun 

untuk keperluan kegiatan usaha dan pembangunan. Seperti yang telah 

penulis urailre.n daiam pembahasan pada poin-poin yang sebelumnya 

mengenai status tanah. diketahui bahwa status tanah yang tersedia adalah 

tanah negara, tanah HPL, tanah hak milik dan tanah hak lainnya (HGB, 

HGU, atau Hak Pakai). Keberadaan terhadap hak atas tanah tersebut 

didapatkan dengan cara-cara yang diketahui untuk memperoleh tanah. Ada 

3 (tiga) lata earn mempcroleh tanah. yaitu: 

1, Pcrmohonan dan Pemberian Hak Atas tanah; 

2 

3. 

Pemberian Hak Barn~ dan 

Pemindahan Hak. 33 

Pcnjelasan lebih lengkap mengenai 3 (tiga) tata cara memperoleh tanah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan dan Pemberi!lll Hak Alas Taoah 

Permohonan hak adalah cara yang harus digunakan bagi 

perorangan, yaitu orang sebagai individu atau 'bada.n huk:um untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah negara. Pemberian Hak Adalah 

penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, 

32 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangmwn Gedung Di Indonesia. (Jakarta: PT 
RajaGrafindQ Persada., 2008), hal 59. 

)) Sunaryo Basuki. ''Pokok-pokok l:-Iukum T anah Nasion a I, Bagian Ketiga." (Maka!ah 
disampaikan pada perkuliahan Mala Kuliah Huk.um Agmria Magister Fakultas Hukum 
Kenotariatan Universitas, Depok. September 2007), hal.l6 
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perpanjangan waktu hak, pembaharuan gak, perubahan hak tennasuk 

pemberian hak di atas (bagian-bagian dari tanah) HPL. Untuk permohonan 

hak maka pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan hak dan 

dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik. Kemudian permohonan hak 

tersebut dilakukan dcngan memberlkan surat permohonan kepada pejabat 

yang berwenang untuk Kantor Pertanahan. Yang pada akhimya 

permohonan tersebut akan melalui proses yang telah ditentukan untuk 

pemberian hak atas tanah yang akan diberikan kepada penerima hak. 

2. Pemberian Hak Baru 

Hak barn adalah hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah 

kepada pihak lain atau hak atas tanah yang sekunder. Menurut UUP A, 

yang dapat dibebani hak baru adalah Hak Milik dan diberikan oleh 

pemiliknya sendiri. Dalam UUPA, hak atas tanah yang diberikan di atas 

Hak Milik yaitu HGB, Hak Sewa, Hak Sewa atas Tanah, Hilk Usaha Bagi 

Hasil, Hak Gadai alas Tanah Pertanian dan Hak Menumpang. Sedangkan 

menurut PP 4011996 berupa HGB dan Hak Pakai yang wajib didaftarkan, 

ho! tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 44 PP 4011996. 

Pendaftaran dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas 

pembuktian. PPAT wajib mendaftarkan jual beli tersebut selarnbat

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah jual belinya dilaksanakan. 

3. Pemindahan Hak 

Pemindahan hak atau peralihan hak adalah perbuatan hukum yang 

bertujuan untuk memindahkan hak atao;; tanah kepada pihak lain (penerima 

hak). Pasal 20 ayat 2 UUPA menyebutkan peralihan hak dirumuskan 

bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan 

hak karena hukum yaitu salah satunya karena pewarisan sndangkan 

dialihkan berarti melakukan peralihan karena perbuatan hukum 

pemindahan hak. Cara memperoleh tanah melalui pemindahan hak atas 

tanah pada umumnya terjadi karena jual-beli, hlbah, ataupun pertukaran. 
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Jadi melalui pemindahan hak34 inilah si pemegang tanah yang baru 

memperoleh haknya atas tanah tersebut. 35 

Dalam proses jual beli, AJB merupakan bagian terpenting untuk 

didafulrkannya hak atas tanah. Karena AJB rnerupakan bukti hailwa 

pembeli telah menjadi pemegang hak baru. Kemudian setelah proses 

tersebut dilanjutkan dengan pendaftaran. PrQses pendaftaran kurang 

lebihnya sama dengan proses pendaftaran pada pemberian hak baru. 

Persamaan antara kedua tata cara perolehan tana.l-t tersebut yaitu: 

1. Perbuatan hukunmya bersifut tunai dan dibuktikan dengan 

akta PPAT; 

2. W,Yib didafulrkan di Kantor Pertanahan; 

3. Fungsi pendaftarannya memperkuat dan memperluas 

pembuktian;dan 

4. Perbuatan hukum tersebut rnengikat pihak ketiga sejak 

didaftarkan. 

34 Pemindahan Hak adalah jual bell- termasuk pelelangan dl muka umum- penukaran, 
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberlan mcnurut ada!: dan perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu kepada pihak lain. Dinoto Nadapdap., op.cit., hal.l60. 

35 A. RJdwan Halim, Hukum Agroria dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1988), ha1.99 
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Pemohoo 
Mengajukan Surat Permohonan dan Sural Tanah. 

kepada 

Pejabat melalui Kantor Pertanahan Diberikan hak sesuai 
f- dengan: sesuai dengan daerah kerjanya. 

• Jenis hak yang 
dimohon; 

• Peruntukan tanahnya; 
Panitia Kepala • Luasnya. 

Pemeriksa -- Kantor 
Tanah. Pertanahan 

' Surat Rekomendasi 
Memeriksa surat~surat I Mengenai dikabulkan atau 

+ 
ditolaknya permohonan hak 
yang bersangkutan kepada 

Dibuat BERrr A ACARA f-- -1 
pejabat yang berwenang 

PEMERJKSAAN TANAH memberi hak 

~ 
Penerbitan SURA T KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (SKPH) 

oleh Pejabat berwenang 

+ 
Penerima Hakj wajib untuk: J 

Penguasaan tanahnya 
• Memefihara tanda-tanda 

batas; 

• Menggunakan tanahnya -.-, secara optimal; 
Pemberian Hak • Mencegah kerusakan-

• Membayar Bea Perolehan kerusakan dan hilangnya 
Hak Atas Tanah (BPHTB) kesuburan tanah; 

• Membayar Uang Pemasukan • Menggunakan tanah sesuai 

• Mendaftarkan hak yang kondisi llngkungan hidup; 
bersangkutan di Kantor dan 
Pertanahan • Kewajiban yang tercantum 
(Kabupaten/Kotamadya) dalam sertipikatnya 

/ 

Kelalaian daJam melaksa.nakan kewajiban menyebabkan Menteri dapat 
membatalkan haknva 

Bagan.2.1. Proses Pennohonan Hak Atas Tanah 
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Pendaftaran 

Di 
Kantor Pertanahan 

Dibuktikan dengan 
AKT A PEMBERIAN HAK BARU (APHB) olch 

PPAT atau AKTA JUAL BELl (AJB) 

I Dibuatkan dan Dicatatkan l 
~ ~ 

[ BukuTanah [ Scrtipikat 

• 
Sagan.2.2. Proses Pendaftanm Pemb<:rian Hal< Baru 

l Jual Beli dihadapan PPA T l 
1 

Objeknya dapat berupa tanah hak kosong atau becikut dengan 
bangunan yang terdapat diatasnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. bangunan tersebut milik pemegang hak; 
b. bangunan 1ersebut permanen. yang menurut sifatnya menjadi 

satu kesatuan dengan tanahnya; 
c. dalam AJB disebut secara tegas bahwa objek jual beli meliputi 

' 
tauah hak dan bangunau diatasnya. 

/ 

! 
Didafuu:kan 

Bagan,2.3.Proses Jual Beli di hadapan PPAT 
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Ada 5 (lima) cara yang dapal diternpuh oleh seseorang, badan 

hukum, ataupun Instans:i Pemerintah untuk dapat menguasal tanah yang 

diperlukan, cara mana tergantung dari 3 (tiga) faktor pokok: 

1, Status tanah yang tersedia~ 

2. Status hukum pihak yang hendak menguasai tanah tersebut; 

3. Keinginan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk 

rnelepas tanahnya. 

Adapun keHma cara yang dimaksud di atas ad?]ah sebagai berikut: 

1 , Perrnohonan hak klmsus untuk 1anah negara dan 

pendaftarannya; 

2. Perjanjian dengan pemiHk tanahnya misalnya. sewa 

menyewa, atau Build Operate Transfer (BOT); 

3. Pemindahan hak yang dapat berupa jual beli, tukar menukar, 

maupun hibah yang diikuti dengan pendaftarannya; dan 

4. Pembebasanlpelepasan hak yang harus diikuti dengan 

~rmohonan hak dan pendaftarannya; 

5 _ Pencabutan hak apabila tanah digunakan untuk kepentingan 

umum yang juga harus diikuti dengan permohonan hak dan 

pendaftarannya.36 

Berdasarkan kelima cara memperoleh tanah yang telah penu1ls uraikan 

diatas, maka ruang bawah tanah yang menjadi pokok penelitian dalam 

tesis ini lebih rnengacu kepada pemindahan hak yang serupa dengan 

kegialan sewa menyewa. Perjanjian yang terjadi mengenai sewa menyewa 

tersebut mengacu pada apa yang diatur dalam hukum perdata. 

2.1.2.2 lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Terkait dengan pemanfaatan ruang di dalam bumi, maka substansi 

pemanfaatan ruang yang perlu diatur dalam rencana tata roang adalah: 

setiap pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk 

36 Arie S Hutagalung, Tebrmm Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: 
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal.l92. 
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mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubub bumi dan 

air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 

langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah, dan setiap 

pengguna Ruang Atas Tanah serta Ruang Bawah Tanah mernpunyai 

wewenang memanfaatkan ruang diatas/dibawah pennukaan bumi (tanah),. 

dalam hatas geometri tertentu yang dipergunakan untuk mendirikan 

bangunan yang diberikan dalam izin mendirikan bangunan (1MB). Adapun 

keberadaan bangunan gedung harus diiringi dengan status kepemilikan 

yang jelas atas tanabnya. Alat bukti kepemilikan bangunan tidak selalu 

jelas. 1MB dapat dianggap sebagai bukti pemilikan bangunan. Tetapi tidak 

selalu demikian, sebab siapa yang mendirikan bangunan belum tentu 

pemilik bangunan itu. Lagi pula tidak semua bangunan memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan. 

Dalarn hal tanah dimiliki oleh pihak lain, bangunan gedung hanya 

dapat didirikan.dengan izin pemanfaatan tana.h dari pemegang hak atas 

tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang 

hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik gedung. Perjanjian 

tertulis inl menjadi pegangan dan harus ditaati o1eh kedua belah plhak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum 

perjanjian. Perjanjian tertulis yang dimaksud memuat paling sedikit huk 

dan kewajihan para pihak. Pengajuan permohonan untuk !MB, status 

tanahnya harus dilengkapi dengan gambar jelas rnengenai lokasi tanah 

bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-hutas persil. IMB seharusnya 

tidak akan diberikan kepada orang J"<lllB bermaksud mendirikan hangunan 

di atas tanah orang lain, tanpa suatu hak. Adanya 1MB belum berarti orang 

yang memiliki izin itu bcrhak atas tanah di atas nama bangtman ltu berdiri. 

Hak atas tanah yang di beli tidak terganggu oleh masalah pemilikan 

bangunan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai siapa sebenamya 

pemilik bangunan itu. Tidak adanya 1MB, maka penegasan dari pemegang 

hak atas tanah diperlukan karena pembelian tanah yang sedemiklan dapat 

menciptakan sengketa.37 
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Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Bangunan Gedung mengatur tentang lzin Mendirikan Bangunan (PP 

36/2005). Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib 

memiliki izin mendirikan bangunan gedung, Pemberian IMB tersebut 

merupakan ke?.·ena.ngan dari Pemerintah Daerah. Surat Keterangan 

Rencana Kabupaten!kota38 untuk lokasi yang bersangkutan perlu diberikan 

oleh mereka yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan 

bangunan gedung. Selain Surat Rencana tersebut.; beberapa hal yailg wajib 

dipenuhi untuk mengajukan permohonan IMB yang secara yuridis 

menurut Pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung 

adalah sebagro berikut: 

I. t<mda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjia:n pemanfaatan tanah; 

2. data pemilik bangunan gedung; 

3. rencana teknis bangunan gedung; dan 

4. basil analisis mengenai dampak lingkungan hagi bangunan gedung 

yang menirnbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 

Jika secara yuridis permohonan 1MB yaitu dengan memenuhi syarat -syaral 

diatas, maka prosedur permohonan IMB secara teknis dan administmtif 

menurut Dlnas Tata Kota, Lingkungan dan Pertarnanan dan sesuai 

31 Effendi Perangln, op.cit., hal.20. 

15 Surat keterangan rencana kabupatenlkota merupakan ketentuan yang berlaku untuk 
lokasi yang bersangkutan dan berisi: 
a. rungsl bangunan gedung yang dapat dibangun pad a lokasi bersangkutan; 
b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 
c. jumlah lantait1apis bangunan gedung di bawah permukaan ianah dan KTB yang diizinkan; 
d. garis sempadan dan jarak be bas minimum bangunan gedung yang diizinkan; 
e. KDB maksimurn yang diizinkan; 
f. KLB maksimum yang diizinkan; 
g. KDH minimum yang diwajibkan; 
h. KTB maksimuro yan15 diizinkan; dan 
i. jaringan uti!itas kota. 
indonesia, Peraturan. Pemerintah Tentang Penataan Tanah, PP No. 16 Tahun 2004. LN No. 4S 
tahun 2004, TLN No.4385, ps.14 ayat 4. 
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Peraturan Daerah haruslah meme:nuhi persyaratan yang penu1is uraikan 

dalam !abel berikut dibawah:39 

.. 

Dasarhukum Perda Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. 

Prosedur 1. Mengisi Fonnulir Permohonan; 
2. Fotocopy KTP; 
3. Fotocopy Pelunasan PBB tahun terakhir; 
4. Fotocopy Sural K<pemilikan Atas Tanah; 
5. Gambar Rencana Bangunan~ 
6. Gambar Perhitungan Kontruksi Bangunan bertingkat lebih 
dari dua lantai; 
7. Surat Kuasa jika Pengurusan Izin dikuasakan. 

~ . ··-

W<lktu 14luui 

Biaya Tarif dasru: sebesar Rp. 700.000,-
Dengan rumus perhitungan: 
KLB X KTB X KGB X KKJ X TD. 
Keterangan : 
KLB : Koefisien Luas Bangunan 
KTB : Koefisien Tingkat Bangunan 
KGB : Koefisien Ouna Bangunan 
KKJ : Koefisien Kelas Bangunan 
TD : TarifDasar 

f-... 

Tarif · Pagar/ReliefRp. IO.OOO/m2 
Bangunan · Pemasangan Pap an Reklarne Rp. 30 .OOO/m2 
Tertentu · Sumur dalam yang dikomrsilkan Rp. 2.000.000/bh 

- Tempat Parkir/Pelataran Rp. 5.000/m2 
- Tangki Terbuka Rp. 50.000/m2 
- Tangki Dalam Tanah Rp. 75.000/m2 
- Kolam Renang Rp. 25.000/m2 
- Pemasangan Pengisian Bahan Rp. 5.000.000/m2 
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 
Rp.S.OOO.OOO/unil 

Thbel.2.1. PrQSedur Pennohonan IMB 

Diolah kembali dari "lzin Mendirikan Bangunan", 
<htnt:flwww.pang)q,ilpinang.go.ldlimb.VhP.>, 20 Apri12009. 
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Sehubungan dengan bangunan atau ruang yang bcrada di dalam tanah, 

IMB yang dimiliki akan mengikuti bangunan yang berada dipermukaan 

tanahnya. Bangunan gedung yang menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan 

gedung dan juga pertirnbangan publik. Pennohonan tersebut disahkan oleh 

Bupatilwalikota, khusus DKI JAKARTA oleh Gubernur setelah memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui. 

2.2 POSISI KASUS 

Dalam hal praktek hukum di Indonesia dan hubungannya dengan 

kemajuan serta perkembar.ga..rt di bidang pertanahan yang ada pada saat ini, 

penggunaan tanah yang semakin menyempit, rnenyebabkan beberapa pusat 

perbelanjaan menggunakan ruang di bawah tanah (basement) dibangun dan 

dipergunakan sebagai toko-toko. Tempet-tempet tersebut adalah: 

I. Pasar T anah A bang; 

2. Glodok City; dan 

3. Pasar Pagi Mangga Dua. 

Ketlga tempat tersebut akan penulis bahas lebih lanjut, yaitu: 

2.2.1 Pasar Tanah A bang 

Sekitar 300 (tiga ratus) tahun yang lalu pemerintah Kolonial 

Belanda membangun Pasar Tanah Abang (PTA) di sebuah kawasan yang 

diberi nama Welrevreden yang berarti benar~benar puas. Sejak saat itu~ 

PTA menjadi magnet bisnis yang besar di Jakarta. Bahkan, dalarn 

perkembungannya PTA menjadi pusat grosir tekstil terbesar di Indonesia 

dan Asia T enggara.. Para saudagar dan pembeli dari mancanegara pun 

bunyak yang bcrdatangan ke pasar ini. Para pedagang itu antara lain dari 

Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan negara-negara lain. 

Narnun, setelah tCJjedi kebakaran pada tahun 2002 para pembcli dari 

mancanegara itu banyak Jari ke negara Jain. Salah satu negara yang 

menjadi tujuannya adalah Cina. Kini, setelah PTA direnovasi menjadi 
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sebuah pusat perbelanjaan modern. ada semacam keinginan untuk 

mengundang kembaH para pembeli dari manca negara terse but. 

PD. Pasar Jaya yang berkantor pusat di JL Pramuka Lt. IV, 

Jakarta Pusal, dan berkerja sama dengan PT Priamanaya Djan 

lntemasional menjadi pengembang untuk PTA. Pada PTA~ toko-toko 

yang berada di basement terdapat di Blok A memang mengalami 

perubahan wajah yang cukup drastis jika dibandingkan dengan kondisi 

sebelumnya. Jika semula pasar ini adalah pasar tradisional yang kumuh~ 

sumpek, panas, dan tidak nyaman, kini Blok A menjadi sebuah bangunan 

megah yang berkonsep modem_ Fasiritas dan prasarana yang ada di 

dalamnya tidak kalah dengan pusat perbelanjaan maupun pusat 

perdagangan (trade center) modern. Di bangunan seluas 151.202 m2 

(seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua meter persegi) ini terdapat 149 

(seratus empat puluh sembilan) unit eskalator~ 4 (ernpat) unit passenger 

lift (capsule), dan 4 (empat) unit passenger lift bias:;. Di gedung 18 

(delapan belas) lantai inijuga tcrsedia 8 (delapan) unit lift barang dengan 

kapasitas 1.000 (seribu) dan 2.000 (dua ribu) kilogram, AC sentral, tiap 

kios memiliki I (satu) saluran telepon, serta sejumlah fasiltas lainnya.Soal 

parklr tidak lagi menjatii kendala, karerta Jahan packir yang tersedia 

mampu menampung 2.000 (dua ribu) mobiL 

Pasar Blok A sebagai pusat grosir tekstii dan gannen. Pasar Blok 

A terdiri dari 12 (dua belas) lantai pertokoan, 5 (lima) lantai parkir, dan I 

(satu) lantai food cowl. Selain pedagang lokal Jakarta (Betawi), para 

pedagang di Pasar Blok A juga berasal dari beragam etnis. Pemilik kios di 

blok A pada umumnya memiliki kios di Blok yang lain, yang diatas 

namakan jsteri atau anaknya. Dengan demikian, terdapat toko-toko yang 

sama dengan pemiHk toko yang sama pada setiap lantai. Jika di lantai atas 

terdapat toko A maka dapat diternu toko A di lantai dasar ataupun 

basement. 

Toko-toko di Basement PTA terdiri dari Basement I (Bl) dan 

Basement 2 (B2), yang pemilik toko-nya diberikan Hak Pakai selarna 20 

(dua puluh) tahun. Masing-masing tolro di berikan Ianda kepemilikan 
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berupa Sertifikat yang didapatkan setelah mengajukan Surat l'esanan serta 

menandatangani Perjanjian Pemakaian Tempat usaha (PPTU).40 

Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Developer dan Pembeli/Pemilik 

kios dibadapan Notaris. Sertifikat yang diberikan kepada pemilik toko 

yang terdapat dilantal atas a.taupun di basement sama bentuk dan 

formatnya hanya letaknya yang berbeda, berupa Sertifikat Hak Pemakaian 

Tempat Usaha (SHPTU). Beberapa hal-hal yang dicantumkan dalam 

sertifikat tersebut sebaga.i isi meliputi: 

1. Identitas tempat usaha~ 

2. Sarana atau Fasilitas Pasar dan Tempat Usaha~ 

3. Catalan Mutasi Pengalihan Hak Pemakaian Tempat Usaha; 

4. Catatan Perubahan; 

5. Petikan Peraturan Daerah DKI Jakarta; dan 

6. Gambar Denah. 

Selain sertifikat tersebut diberikan juga Surat ljin Pemakaian Tempat 

Usaha (SJPTU) kepada pemiiLlc ldos. 

Tanda bukti kepemilikan atas kios tersebut merupakan sertiflkat 

yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahan Daerah Pasar Jaya sedangkan 

sertifikat atas pemilikan bangunan (sertipikat indllk) berupa Hak Pakai 

dipegang oleh Developer. Hal tersebut dikarenakan yang diperjualbelikan 

oleh Developer adalah ldos/ruangan-nya tanpa tanah. Kepemilikan alas 

ldos tersebut diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) tabun, dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan Pasal 3 PPTU. Selain itu, kios tersebut dapat 

dialihkan atau disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan dari pihak 

pengembangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff kantor 

pemasaran di PD Pasar Jaya baglan Blok A, toko-toko yang berada di Bl 

dan B2 kurang lebih berjumlah 500 (lima ratus) tempat 

40 Informasi in1 di dapat dari wawancara dengan Kepala Kantor P.emasaran Pasar Tanah 
Abang Blok A yaitu Maurin pada pada tanggal16 April2009. 
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Berikut adalah beberapa toko yang bertempat di basement yang 

dapat dilihat dalam Tabel: 

Tabet2,2. Kios·kios di Pasar Tanah Abang lantai Basemen l 

BASEMENT I 

I. Batik Sutra 33. Daniel 
. 2. Bintang T erar1g 34. Cemerlang 

3. AbangAdek 35. DB 
4. Sumber Jaya 2 36. Exorttex 
5. Jaya Tex 37. Ranny 
6. Pandawa5 38. Syaringan 
7. Sahabat Jaya 39. Kita 
8. 3 Bersaudara 40. Rainbow 
9. lllahi Gordyn 41. Anyar 
10. PT. Bin tang Gemilang 42. Mina 

Utama 43. Aneka 
II. Terang Jaya 44. Fauzan 
12. Rn Collection 45. Iedha 
13. Sumber Makmur 46. Febry 
14. Toko Matahari 47. Sinamar 
15. Putri Bungsu 48. Taienta 
16. Rindang Jaya 49. Shereen 
17. TokoMaju 50. Erni 
18. CaJra Textille 51. My Baby 
19. Cahaya Jntan Pendawa 52. Kumiah 
20. UDMardatex 53. Asintexti1 
21. Erawan Jaya 54. Atikab 
22. PD Sarang Harger 55. 7 Bersaudara 
23. 7 Bersaudara 56. Nabila 
24. Winki 57. TanahMera 
25. TK Mentari 58. UDAninda 
26. Kencana Baro 59. Tunas Jaya 
27. Kencana Baru 60. Gwmng Sago 
28. Alf= 61. LaKonti 
29. Sinar Abadi 62. 88 
30. Subur Jaya 63. Istana Gordyn 
31. Sinar Sutra 
32. PT Agung Jaya Sahabat 

Sejati 
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Tabel2.3. Kios-kios di PasarTanah Abang lanlai Basement 2 

BASEMElNT2 

l. Azizah 20. JakaHong 
2. Ram a 21. YB Collection 
3. Dastex 22. MakmurJaya 
4. Anisa Jaya 23 Utamextil 
5. Chantique 24. Dannis 
6. Stant ex 25 .. Buditex 
7. House of Baby 26. Edelweis 
8. Tifa 27. Surnber Cahaya II 
9. Rifa 28. Jonni Tex 
10. Batavia Jaya 29. Pesona T ex til 
II. V anesa Mandiri 30. Kohinoor 
12. Putri Gumarang 31. Sumber Rejeki 
13. Krishna 32. Sumber Jaya Baru 
14. Rizky/Nahda 33. Bin tang 
15. De Plaza 34. RifZeky Text 
16. Abadi Jaya 35. Ai'Shah 
17. I vita Bordir 36. 5 saudara 
18. Jakarta 37. WD Sulaiman 
19. Mumbai 38. B'Tari 

2.2.2 Glodok City 

Pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Glodok City pada 

awaloya berrlagang dengan menggelar lapak di pedestrian, emperan toko, 

maupun trotoar serta badan jalan. Pengembang Pasar Glodok City yaitu 

PD. Pasar .Jaya, dalam hal ini merupakan pengembang yang sama dengan 

Pasar Tanah Abang, melakukan perubahan dengan memindabkan 

pedagang tersebut kedalarn gedung dengan menambah basement menjadi 

tempat perdagangan selain lantai atas. Pedagang tarnpak lebih nyaman 

jnalan di lantai basement di godung pasar yang mcgah, dibandingkan 

sebelumnya. Pedagang yang sudah menempati di Pasar Glodok sebanyak 

152 (seratus lima putah dua) orang dari 563 (lima rntus enarn pulnh tiga) 

yang mendaftar. Memang tidak semuanya pedagang eks-Pancoran, 

Universitas Indonesia 
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



47 

Pinangsia~ dan Petak scmbilan yang mau menempati lokasi pengganti 

yang tersebar di 5 (lima) pasar milik PD Pasar Jaya. Namun sebagian 

besar dari mereka, termasuk yang berusaha menggelar Japak di lokasi 

lama, sudah mendaftar untuk mendapatkan lapak pengganti. 

Berdasarkan data di Walikota Jakarta Barat pedagang yang sudah 

mendaftarkan diri ke lokasi baru, tercatat 563 (lima ratus enam puluh tiga) 

orang di Pasar Glodok, 124 (seratus dua puluh empat) pedagang di Pasar 

Mitra Jembatan Lima, 45 (empat puluh lima) pedagang di Pasar Petojo 

llir, dan 65 (enarn puluh lima) di Pasar Pluit. Selarna 6 (enarn) bulan ke 

depan mereka menempa!i lokasi pengganti secara grati~ kecuali di Pasar 

Glodok dikenakan 20% (dua puluh persen) dari biaya operasional karena 

dilengkapi AC (Air Conditioner) dan listrik, Menurut sejumlah pedagang, 

penertiban Kaki lima di lokasi setempat, yang dapat dikatakan sukses, 

seharusnya dapat mengikuti penertiban lain untuk menciptakan kawasan 

Glodok yang tertata, aman dan nyarnan, 

PD. Pasar Jaya41 mengelola 151 (seratus lima puluh satu) pasar 

yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dalarn straktur 

kepemimpinarmya. PD. Pasar Jaya dipimpin oleh 4 (empat) orang Direktur 

yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Administrasi, Direktur Operasi 

dan Direktur Perencanaan dan Hukum yang masing-masing bertanggung 

jawab kepada Gubemur Provinsi DK[ Jakarta melalui Badan Pengawas 

PD. Pasar Jaya. Daiam menjalankan tugasnya sehari~hari dibantu oleh 

Kepala Satuan Pengawasan Intern, 7 (tujuh) Manager Divisi dan 19 

(sembilan belas) Manager Area serta 1 (satu) Strategic Business Unit 

(SBU) yakni Unit Usaba Perparkiran. 

Terhadap para pedagang yang berada di Basement Pasar Glodok 

City, diberikan Hak Pakai yang dapat diperpanjang setelah 20 (dua puluh) 

tahun atas kios yang dijual. PeJjanjian yang diberikan juga berupa akta di 

.u Total nilai asset perusahaan lebih dati Rp. 3.000,000.000,- (tiga triliun Rupiah). Pa.sar 
pasar yang dikelola banyak berlokasi di tempat yang stratcgis anlara lain Pasar Tanah Abang. 
J:>asar Sencn, Pasar Jatinegara, Pasar Burung, Pasar Pramuka, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Pagi. 
Pasar Biok M. Pasar Cipulir, Pasar May<:sHk dan puluhan pasar milik PD. Pasar Jaya lainnya. 
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bawah tangan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Notaris 

bukan berupa Akta. Jual Beli. Yaitu Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha 

(PPTU) yang diberikan oleb developer kcpada pemilik kios dengan sebuah 

Sertifikat yang dikeluarkan oleh pengembang berupa Sertifikat Hak 

Pemakaian Tempat Usaha (PHPTU) bersarnaan dengan Surat ljin 

Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). Dimana sertipikat induk atas 

bangunan gedung berada ditangan developer bersamaan dengan IMB-nya. 

Pemilik kios dapat mengalibkan kepada pihak lain dalrun hal ini 

disewakan dengan ijin langsung dari pihak developer . 

Berikut adalah beberapa toko-toko yang ada di Pasar Glodok City lantai 

basement: 

TabeL2.4. Kios-kios di Pasar Glodok City tantai Basement 

L Aneka Karya 
2. Atung Sari Barn 
3. Anen (manisan) 
4. Berkah 
5. EkaDjaya 
6. Fajar Lestari 
7. Fortuna 
8. Glodok Diamond 
9. Gunung Kawi 
10. Gunung Mas 
II. Halindo 
12. Laksana 

2.2.3 Pasar Pagi Mangga Dua 

13. Podo Koro 
14. Sumber Gizi 
15. Sumber Alarn (sewa) 
16. Sbadam. R 
17. Surya Mas 
18. Surnber battery 
19. Sang Leong 
20. Toko Kawi 
21. Toko Lezat 
22. T oko Il<an A sin 
23.48 

Pusat perbelanjaan ini letaknya di Jakarta Utara, tepamya Jalan 

Mangga Dua Raya, 14430. Salah satu pusat grosir terbesar yang 

mengunggulkan barang-barang dagangan berupa fashion, souvenir dan 

stationaries yang ada di Jakarta ini mernilik.i toko-toko yang letaknya di 

lan!ai atas dan juga di basement gedung. Pengembang dari Pasar Pagi 
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Mangga Dua (PPMD) adalah PT Praja Puri lndah Real Estate (PPIRE) 

yang kantor pemasarannya terletak di !antai 7 blok D gedung ternebut. 

Keberadaan PPMD sangat berdekatan dengan salah satu pusat 

perbelanjaan lain yaitu !TC Mangga Dua, sahingga untuk itu pada tanggal 

8 Oktober !999, PT PP!RE, Robin, Adhi Hennanto (perwakilan dari 

Perhimpunan Penghuni lTC (Mangga Dua) dan PT Duta Pertiwi Tbk 

menandatangani perjanjian keJjasama untuk membangun jembatan 

penyeberangan orang beserta fasilitas pertokoan yang menghubungkan 

gedung Pasar Pagi Mangga Dua dan gedung lTC Mangga Dua. Hal 

tersebut dilakukau untuk mempermudah konsumen yang datang 

mengunjungi kedua tempat tersebut.42 

Semenjak tahun 1988, PPIRE sebagai pengembang PPMD yang 

mengurus jual beli kios, entah yang berada di lantai dasar~ atas maupun di 

basement (ruang bawab tanah). Kios-kios yang berada di PPMD lantai 

basement kurang lebilmya berldsar hampir 200 (dua ratus) kios. Diketahui 

babwa kios-kios tersebut dibeli untuk menjadi hak milik dari pembeli, 

yaitu dengan diberikannya Hak Sewa untuk di pakai terhadap kios. 

Pengalihan terhadap tanah tidak teljadi, karena perjanjian yang terjadi 

antara pejual (developer) dengan pembeli hanyalah berupe jual beli kios 

dan tidak termasuk tanah. Kios yang dibeli oleh pembeli, tidak meliputi 

tanab tetapi hanya ruang kios. 

41 PT Duta Pertiwi Thk ("Pcrnsahaan" a!au "Induk Perusabaan") dtdirikan dengan Akta 
No. 237 tanggal 29 Desember 1972 dari Mohamad Said Tadjoedin, S.H,, notads di Jakarta. 
Anggaran Dasar Perusahaan tersebu1 telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
mela!ui Surat Keputusan No. Y.A.S/1 16120 tangga! 4 Mei 1973 dan telah diurnumkan dalam 
Berita Negarn Republik Indonesia No. 94 Tambahan No, 1441 tanggal 25 November 1986. 
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan proyek real estatnya mellputi pusat perbelanjaan ITC 
Mangga Dua, Ruko Textil Mangga Dua, Dusit Arkade Belanja Mangga Dua, Mangga Dua Mall, 
Mangga Dua Court Apartment, Wlsma Eka Jiwa, Jembatan Niaga I, H dan III, perumaban Taman 
Duta Mas, Mega ITC Cempaka Mas, Pusat Niaga Duta Mas Falmawat!, Ruko Roxy Mas, rrc 
Fa!mawati, Harcomas Mangga Dua, Jembatan Harcomas Mangga Dua dan Terowongan Harcomas 
Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan Apartemen, dan Roxy IT, yang seluruhnya berlokasi dl Jakarta 
dan pusat perbelanjaan Mangga Dua Center di Surabaya. Kantor pusat Perusahaan beralamat: di 
Gedung ITC Lt. 8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, Sesuai dengan pasal3 Anggaran Dasar, ruang 
lingkup kegialan mama Perusahaan meliputi usaha konsi!Uksi dan pembangunan real estat serta 
perdagangan umum, Perusahaan mulal beropcrasi komersial pad a tanggal J Oldober t 988 dalam 
bidang real estat. .sebelumnya Perusahaan bergerak dalam bidang konttaktor. Data tersebut 
berdasarkan La:poran Leuangan Konsolidasi tertangga1 31 Maret 2007 dan 2006 PT Duta Pertiwi 
Tbk. 
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Dalam hal ini perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan Akta Jual 

Beli (AJB) selayaknya jual beli yang dilakukan melalui PPAT tetapi 

hanya dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan 

menggunakan jasa Notaris yang disebut dengan Perjanjian Jual Beli Kios. 

Transaksi dengan PeJjanjian Pengikatan Jua[ Beii dikarenaka.n, antara 

pembeli dan developer adalah perjanjian untuk membeli kios sehingga 

tanah yang ada tidak menjadi milik pembeli. Dan berdasarkan pada 

perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi 

hanyaJah sebuah perjanjian sewa menyewa. Karena tanah tersebut tidak 

menjadi milik dari pemilik kios, yang dimiliki hanyalah kios yang harus 

diperpanjang kepemilikannya dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 (dua 

puluh) tahun. 

Bukti kepemilikan yang diberikan kepada para pemilik toko 

hanyalah sebuah perjanjian yang ditandatangani antara kedua belah pihak 

(deve!oper-pembeli) yang kemudian dapat dimintakan sa!inar/fotokopian 

sertifikat~nya ya."lg dibuat oleh developer. Fotokopian dari Sertipikat induk 

tersebut didapatkan dengan syarat memberikan surat perrnohonan untuk 

mendapatkan sertifikat pemilikan kepada developer. Sertipikat Hak Guna 

Jlangunan (HGB) da.~ IMB induk dipegang oleh PPIRE sedangkan para 

pemlHk toko hanya mendapatkan salinan/fotokopi-an.'n Sehingga bukti 

kepemilikan berupa sertifikat tidak ada, yang adu banyalah sebuah 

perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu 

perjanjian tersebut oleh pemilik kios dapat dijadikan jaminan utang 

kepadaBank 

43 Infonnasi ini di dapat dari wa.wanaua dengan Dlvisi Legal PT Praja Pnrl Jndah real 
Estate yaitu Titin Pu.spawardhan1 pada pada tanggal3 Marel2009. 
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Berikut adalah nama-nama toko di PPMD yang berada bertempat 

di Basement. yaitu: 

Tabel2.5. Kios~k!os d! Pasar Pagi Mangga Dua di lantai basement 

1. Abadi 15. Out Doi Chicago Fun 
2. Berdikari 16 PD. Golden Bell 
3. Blue Sky 17. Salsa 
4. Christmas Fashion !8. Sumber Jaya 
5. DoaBunda 19. Shoes Centre 
6. lndah (sepatu) 20. ss 
7. Intimas (kacamata) 21. Trendy House 
8. Jesswin 22. Toko Bagus Fortuna 
9. Kurnia (Tuti) 23. Toko Mustika 

L'" 
Kiki Suvenir 24. UD. Salut 

11. Ladies a 125 Venus 
12. Ladosa 26. Wisting 
13. Marietta (cd) 27. Yunani (syal) 
!4. NedisifShoe 

Seperti yang penu1ls telah uraikan sebelumnya. maka toko-toko 

tersebut dalam tabel diberikan Hak Sewa Pakai yang dapat diperpanjang 

setelah 20 ( dua pu1uh) !ahun j ika jangka wakttmya telah berakhlr. 

2.3 ANALISIS PERMASALAHAN 

Dalam penuJisan tesis ini, penulis bermaksud melakukan analisa terhadap 

ruang bawili tanah sehubungan dengan hak atas tanah tersebut dengan 

menggunakan 2 (dua) hipotesis sebagai kerdllgka acuan dasar pembahasan, 

diantaranya yaitu : 

1) Analisis Kedudukan Dari Penggunaan Ruang Bawah Tanah 

Dalam Sistem Hukum Tanah di Indonesia 

2) Analisis Penyelesaian Masalah Kebemdaan Ruang Bawah Tanah 

Dalam Sistem Hukum Tanah Di Indonesia 
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2.3.1 Analisis Kedudukan Dari Penggunaan Ruang Bawah Tanab 

Dalam Sistem Hukum Tanah di Indonesia 

Sistem hukum tanah di Indonesia berupa Hukum Tanab Nasional 

(HTN) mengatur bak-bak penguasaan atas tanah yang disusun bardasarkan 

konsepsi Hukum Tanah Adat dan terdiri atas satu perangkat peraluran 

perundang-undangan yang dilengkapi dengan ketemuan-ketentuan hukum 

adat setempat mengenai hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam 

hukum yang tertulis. Wa[aupun demlkian HlN dalam perkembangan yang 

semakin modem terbagi menjadi hukum tanah positif tertulis dan hukum 

tanah yang tidak tertulis. Hukurn yang tertulis tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan, sedangkan yang tidak tertulis ben.tpa Hokum Adat 

dan Hukum Kebiasaan Baru yang bukan Hukum Adat. Adapun slruktur 

hierarkhl bak atas tanah dalam HTN yaitu: 

I. Hak Bangsa lndonesia(Pasall UUI'A); 

2. Hak Menguasai dari Negara(Pasal2 UUPA); 

3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA); 

4. Hak-bak Individual: 

a. Hak-hak atas tanah (Pasa14 UUPA), terdiri dari 

1. Primer, yaitu Hak Milik, HGU, HGB, yang diberikan oleh 

Negara, dan Hak Pukai yang diberikan oleh Negara (Pasal 

16UUPA); 

ii. Sekunder, yaltu HGB dan Hak Pakai, yang dibarikan oleh 

pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak 

Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal37, 41 dan 

53 UUPA). 

b. Wakaf (Pasal49 UUPA);44 

4
"- Budi Harsono, op.cit, haL267. 
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Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta faktor penting 

dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan 

kehidupannya pada tanah. Tanah memiliki hubungan yang bersifut abadi 

dengan Negara dan rakyat. Pasal 4 ayat I UUPA disebut hak alas 

pennukaan tanah sedangkan dalarn Pasal 4 ayat 2 itu tentang penggunaan 

tanah dalam arti ruang, dimana pemegang halmya dalam menggunakan 

atau memakai bidang ta.'1ah tertentu berwenang pula menggunakan 

sebagian tubuh bumi dibawah tanah dan ruang diatas 1anah, sepanjang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Dalam tubuh bumi 

dibawah pennukaan bumiltanah dan dibawah air dimana terdapat 

kekayaan alam yang barupa bahan-bahan galian. 

Hak alas tanah dalam hukum tanah adalah hak yang memberi 

wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang dan badan 

htc'<um. Dalam Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah terdiri dari hak atas 

tanah yang primer dan yang sekunder. Memakai tanah dalarn hal ini 

didasari oleh kebutuban, maka kebutuban yang dimakaud adalah sebagai 

berikut: 

a) Untuk diusahakan, misalnya usaha pertanian, perkebunan, 

perikanan (tambak), atau peternakan. 

b) Untuk tempet membangun sesuatu (wadah), misalnya untuk 

mendirikan bangunan, perumahan~ rumah susun {gedung 

bangunan bertingkat), hotel, proyek pariwisata, pabrik, pelabuhan, 

dan lain-lainnya:H 

Mengikuti perkembangan masyarakat maka tidak dapat dipungkiri bahwa 

kebutuban akan tanah dari waktu ke waktu meningkat. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam kehidupan pembangunan saat ini yang telah penulis uraikan 

pada bab sebelum-nya mengenai beberapa bangunan yang telah 

rnenggunakan ruang bawah tanah, dimana sebelumnya bangunan 

pertokoan yang mempunyai ruang bav;ah tanah digunakan hanya untuk 

laban parkir, kini digunakan sebagai kios-kios, 

45 Sunaryo Basuki, loc.dt., hal.t 7. 
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Berdasarkan pada kenyataan yang demikian sehingga kecanggihan 

pola berpikir manusia dalam penataan tanah itu sendiri tidak dapat 

dibendung. Pengaruhnya besar terhadap kedudukan bak alas tanah dalam 

HTN di Indonesia. Bagaimanapun juga keberadaan pembangunan toko di 

dalam ruang bawah ll!nah tersebut adalah sebuah proses yang dapat 

mempennudah aktivitas dan produktivitas dari atau dalam penyelesaian 

masalah rnasyarakat yang kekurangan ruang. Keberadaan kios~kios yang 

dibangun di ruang bawah tanah harus diperhatikan mengenai batas-batas 

kewenangan dari kepemilikan tanahnya agar tidak merugikan pihak lain 

seperti yang diuraikan dalarn Pasal 4 ayat 2 UUP A. Secara singkat, pasal 

tersebut menguraikan bahwa hak-hak atas tanah yang diberikan kepada 

pemilik tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tuuah (tubuh 

bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya) sesuai dengan keperluannya 

yang dibatasi oleh peraturan. Pada dasamya, masalah tata ruang di bawab 

tanah merupakan kewenangan sepenuhnya pemegang hak a.tas taf\ah 

dimana ruang bawah tanah itu berada. 

Peraturan HTN di Indonesia belwn mengatur mengenai 

penggunaan ruang bawah tanah. Lebih lanjut, dapat diteliti bahwa 

kedudukan penggunaan ruang bawah tanab dalarn prakteknya dilibat 

dalam prosedur hukum yang terjadi secara nyata antara pangembang 

(developer) dan pemilik kios. Mengacu pada kasus-kasus yang telah 

penulis uraikan sebelumnya pada sub-bab diatas, maka keberadaan ruang 

bawah tanah dalam bidang pertanahan di Indonesia terjadi dengan 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang dan 

pemilik kios sebagai berikut: 

A. Bentuk Perjanjian Ruang Bawab Tanah 

Dalam proses pemilikan kios, dilakukan sebuah kesepalratan yang 

ak:himya tertuang dalam sebuah perjanjian antara pibak developer dan 

pembeli (pemilik kios). Dalam kru,-us yang penulis teliti, peljanjian yang 

d!lakukan antara para pibak (pembeli dan developer) yaitu berupe Akta 

bawah Tangan, yang di waarmerkingldilegalisir oleh Notaris. Hal terse but 
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dikarenakan, perjanjian tersebul tidak rnenyertakan obyek perjanjian 

berupa tanah daJam transaksi jual beli46 melainkan hanya sebuah 

kios/ruangan. 

Masih berada dalam konteks perjanjian tersebut, diketahui baln\.'a 

pihak developer hanyalah membuat Perjanjian Sewa Menyewa atau lebih 

dikenal dengan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU). Perjanjian 

sewa menyewa ruangan pertokoan ini dalam KUHPerdata termasuk dalam 

pengertian mengenai sewa menyewa dengan asas k~bebasan 

berkontrak41nya, setiap orang mempunya1 kebebasan unluk membual 

perjanjian yang berbeda-beda isi dan macamnya asalkan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Petjanjian sewa 

menyewa ruang pertokoan ini adalah sah dan mengikat para plhak seperti 

halnya undang-undang bagi yang membuatnya. 

Oleh sebab itu, asas lex specia/is derogat legi generali dapat 

betlaku, sehingga apabila para pihak tidak mengaturnya secara tegas di 

da[am petjanjian sewa meyewa ruang pertokoan tersebut, maka yang 

berlaku ia.lah ketentuan mengenai hukum perjanjian sewa menyewa yang 

terdapat dalam KUHPerdata. Namun demikian, ada keanehan dalam 

kegunaan PPTU Jimana perjanjian tersebut rlapat dijadikan jaminan 

hutang48 ke Bank." 

4~ PeljaGjian jual beli (mengenai tanah) ada!ab suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu mcngikatkan dirinya untuk menjual ranab tertentu kcpada pibak lainnya dengan harga tertentu 
kepada pihak lainnya dengan barga tertentum dan pibak lain itu mcngika1kan diri untuk membcti 
tanah tersebut 

~ 7 Pasal 1338 KUHPerdata betbunyi: "semoa petjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 
kcmbali selain dengan sepakat kedua belah pibak, a!au knrena atasan~alasan yang oleh undang~ 
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanj ian dilaksanakan dengan itikad baik". 

48 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanji(Jfl, (Bandung: Alumni, 1986), hal.220. 

49 Inforinasi ini di dapat dari wnwancara dengan Divis! Legal PT Praja Purl lndah real 
Estate yaitu T!tin Puspawardhani pada pada tanggal3 Maret 2009. 
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B. .Jangka Waktu Pemilikan 

Seluruh perjanjian akan memuat klausa-klausa yang harus 

disepakati/disetujui oleh para pihak yang terkait didalamnya. Dari 

perjanjian yang dibuat) maka salah satu ketentuan yang harus diatur 

adaiah mengenai jangka waktu sewa yang diberikan. Dilihat dari sisi 

peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasaf 1570 KUHPerdata 

berbunyi: ''Jika perjanjian sewa menyewa dibuat dengan tulisan, maka 

sewa menye,.va itu berakhir demi hukum apabila waktU yang ditentukan 

telah lampau, tanpa diperlukan adanya suatu pemberitahuan untuk itu" 

Berkaitan dengan pasal dalam KUHPerdata tersebut, maim 

Perjanjian Sewa Menyewa antara pihak pengembang dengan pemilik kios 

disebutkan dalam perjanjiannya jangka waktu yang ditentukan dalam 

Pasal 3 ayat I PPTU, menyebutkan bahwa Para Pihak (Pihak Developer 

dan Pemilik Kios) menyetujui mengenai jangka waktu pemakaian tempat 

usaha yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) talmn. Kemudiau 

jangka waktu pemakaian tempat usaha tersebut juga mengatur mengenai 

perpanjangan sewa yang diatur dalarn Pasal 3 ayat 1 PPTU. Selain 

daripada itu, perpanjangan jangka waktu sewa harus dilakukan dengan 

memberitahuka:l. kepada pihak developer I (satu) tahun sebelurn jangka 

waktu berakhir dengan sebuah permohonan tertulis. 

C. Jenis bak 

Obyek perjanjian dalam hal ini adalah ruang pertokoan. 

Betpatokan pada perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak developer dan 

pemilik kios, maka dapatlah disimpulkan bahwa hak yang digunakan 

adalah Hak Sewa untuk dipakaL Hal tersebut dikarenakan, oleh 

kepemilikan terhadap kioslruang tanpa tanah, jenis perjanjian, dan jaugka 

waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian. 

D. Bukti Kepemilikan 

Tanda bukti yang didapatkan oleh pamilik kios hanya-lah sebuah 

parjanjian dibawah tangan (PPTU) dan sebuah sirrtifikat yang dikeluarkan 
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oleh pihak developer atau diberikan berupa fotocopi sertipikat induk. 

Sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak developer itu ada adalah Sertifikat 

Hak Pemakaian Tempat Usaha (PHPTU) bersamaan dengan Sura! Ijin 

Pemakaian Tempat Usaha (SlPTU). Sementara itu, sertipikat induk atau 

asH dipegang oleh pihak developer beserta dengan IMBnya. 

Bertitik toiak pada pembahasan yang teiah penulis uraikan diatas, maka 

dapat dianalisis bahwa selama ini kedudukan dari penggunaan ruang 

bawah tanah dalarn bidang pertanahan di Indonesia, masih berada dalam 

konteks Hak Sewa, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebab warga negarn atau masyarakat tidalk 

diperkenankan untuk dapat menguasai atau memiliki ruang di bawah tanah 

tersebut. Disebutkan dalam Pasal57l KUHPerdata, bahwa: 

l. Hak Milik atas sebidang tanah rnengandWJg di dalamnya, 

kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam 

tanah. 

2. Di atas tanah bolehlah si pernilik mengusahakan segala tanarnan 

dan mendirikan setiap bangunan yang disukai dengan tidak 

mengurangi beberapa pengecualian tersebut dalam bab keempat 

dan bab keeuam buku ini. 

3. Di bawah ini bolehlah ia. membuat dan menggali sesuka bati dan 

memHiki segafa hasH yang diperoleh karena pengga1ian itu, 

dengan tidak mengurangi perubahan-perubahan yang kiranya 

hams diadakan berbubungan dengan perundang-undangan, 

peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan bar~ 

sarnpah terpendarn dan sebagainya. 

Pada dasamya, Hak Sewa yang dimaksud dalam ruang bawah 

tanah tersebut mengacu pada KUHPerdata, Hak tersebut ada karena 

sebuah petjanjian. Ketidakjelasan jenis hak yang dimiliki oleh pemilik 

kios juga terjadi berdasarkan pada perb<daan pendapat antara pemilik kios 

dengan pihak developer. Di satu slsi, pihak developer mengatakan bahwa 
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hak yang diberikan kepada pemilik toko hanya-lah Hak Sewa (tempat 

usaha) sedangkan menurut pemilik kios telah diberikan Hak Palmi atas 

kios tersebut 

Dalam UUPA, Hak Pakai itu pengaturannya dapat ditemui dalam 4 

(empat) pasal yaitu Pasal 16, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. yang 

menyatakan bahwa hak pakai merupakan hak untuk menggunakan 

dan!atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

atau tanah milik orang lain~ yang 1nemberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam petjanjian dengan 

pemilik tanahnya yang bukan peijanjian sewa menyewa atau penjanjian 

pengolahan tanah. Belum ada ketentuan yang memungldnkun hak pakai 

dijadikan sebagai obyek hipotik. Dikeluarkannya PP nomor 40 tahun 1996 

tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Alas Tanah, yang mewajibkan semua 

bak pakai didafurrkan pada baku tanah kantor pertanahan, ini semakin 

membuka peiuang unttik digunakannya hak pakai sebagai jaminan kredit. 

Dengan dikeluarkannya Secara otomatis obyek hak tanggungan tidak lagi 

dibedakan alas hak pakai dari tanah pemerintah, hak pengelolaan maupun 

bak milik yang penting hak pakai tersebut didaftar maka dapat digunakan 

sebagai jaminan kredit. 

Penjeiasan mengenai kegunaan Hak Pakai dapat dijadikan jaminan 

hutang, semakin mempersulit keberadaan dari hak yang ditniliki oleh 

pernilik kios. Sebagai, sebuah pedanjian yang masuk kedalam lingkup Hak 

Sewa yang pada dasamya tidak dapat dijadikan jarninan hutang, tentunya 

bartolak belakang dengan PPTU dalarn kasus penulis dimana PPTU 

tersebut dapat dijadikan jarninan hutang. Faktor perhedaan pemikiran ini 

yang menjadi salah satu akibat dari kurangjelas-nya keberadaan kios yang 

dibangun di dalam ruang bawah tanah. Pada dasarnya manusia itu bersifat 

ingin didahului kepentingannya. Manusia senantiasa berusaha 

memperbesar serta mengedepankan kepentingan-kepentingannya, dengan 

pada umumnya merugikan kepentingan sesama manusia lainnya Masing-
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masing seiamanya berusaha, supaya kebutuhan-kebutuhannya dapat 

dipenuhi sebanyak-banyaknya.50 

Kedudukan penggunaan ruang bawah tanah dalam Hak At as T anah 

di Indonesia masih abstrak karena ketidakjelasan pengaturan. Lebih lanjut, 

jika dilihat dart kasus yang penulis teliti maka keberadaan penggunaan 

ruang bawah tanah yaitu berada diantara Hak Sewa dan Hak Pakai yang 

merupakan hak derivatif dalam sistem HTN. Kedua hak atas tanah terse but 

menjadi tameng atau sarana yang digunakan bagi keberadaan ruang di 

bawah tanah yang memang belum ada kejelasan status baknya dalam 

hukum pertanahan di Indonesia. 

2.3.2 Analisis Pcnyelesaian Masalah Keberadaan Ruang Bawah 

Tanah Dalam Sistem Hukum Tanab di Indonesia 

Kenyataan bahwa perkembangan dalam masyarakat selalu lebih 

cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan adanya kondisi yang 

1idak dapat dihindarkan. Hat ini seringkaii menyebabkan aturnn 

perundang~undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu 

peoyimpangan norma dalarn pandangan masyarakal (law made by 

disorder). Padahal seharusnya perundang-undangan dibuat sebagai 

panduan bersikap tindak masyarakat sehingga masyarakal dapat 

menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang 

(law made as an order). Permasalahan ini sebenamya telah menjadi suatu 

realita hukum sejak puluhan tahun yang lalu bahkan Roscoe Pound 

mengakui bahwa "Law must be stable and yet it cannot stand slilf'" yang 

pada inlinya hukum harus tetap berada dalam strata-strata" yang stabil 

tetapi juga harus tetap dinamis dan mengikuti perkemhangan jaman. 

w Simon Petrus Tjahjadi, Perualangan lnielcktua!_·Konfrantasi Dengan Para Filsu[Dari 
Zaman Yunani Hingga Zaman Modern, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hal. IS. 

j,J Roscoe Pound, Tugas Hukum, (Jakarta: Bhratara, 1965), hal.35. 

52 stf.ata adalah lapisan; stratum; tingkat masyarnkat. Departcmen Pendidikan dan 
kebudayaan, op.cit., haL%4. 
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Perkembangan dalam masyarakat memang menjadi titik tolak dari 

keberadaan suatu peraturan. Hukum yang stabil akan dapat menjadi 

ukuran yang pasti pada rnasyarakat akan perbuatan mana yang boleh dan 

tidak. Namun demikian hukum yang beljalan ditempat seperti itu dalam 

kenyataannya akan menjadi hukum yang usang yang tertinggal jauh oleh 

kemajuan masyarakat. Diperlukan suatu hukum yang stabH dan fleksibe[ 

hingga mampu rnengikuti perkernbangan tersebut. Bilamana kita meneliti 

struktur hukum pertanahan dimaksud pasti dialllllii banyak kesulitan 

mengingat masih rancu nya peraturan~peraturan yang berlaku di bidang 

pertanahan ini. 

UUPA sebagai suatu ketentuan pokok hanya memuat dasar-dasar 

tentang hukum pertanahan di negara. kita, atau seperti yang dikatakan di 

dalam penjelasan wnum hanya memuat azas-azas serta soal dalam garis 

besarnya saja. Penjabaran lebih lanjut daripada ketentuan tersebut akan 

diatur dalam berbagai undang-undang. peratll!"an pemerintah, peraturan 

menteri, dan peraturan-peraturan lainnya.. Sebagai akibat dari pada teknik 

perundang-undangan yang dipakai oleh pembuat UUPA tersebut Ielah 

dikeluarkan ratusan peraturan pe1aksanaan yang kurang mencerminkan 

suatu sistimatika kebulatan dan malah ada yang bersifat koniradihi antara 

yang satu dengan yang lain. 

Untuk dapat mempeijelas unsur ketidak jelasan tersebut dapat 

dilihat kondisinya berbeda dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burger/ijk Wetboek''). 

Adanya kejelasan terhadap setiap pihak yang berkehendak membuat 

peijanjian, dengan berpegangan kepada ketentuan Pasal 1320 BW, maka 

analogi54 tersebut memberikan suatu pandangan hahwa dalam setiap 

» Burgerlijk Wetboek voor lndonesfe, disingkat B.W (Kltab Undang-Undang Hukum 
Perdata) dalam Buku ke-empat dan Reglemen Catatan Sipil memuat pula peraturan peT'dturan· 
peraturan hukum acara perdata. Lebih lanjut bar.a buku Retnowutan Sutantio, Hukum Acara 
Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung : CV Mandar Maju., 1997), hal.5 

:H Analogi adalah kesamaan. Analogi dan a contrario sebagai metode ponerapan undang~ 
undang scsungguhnya adalah sama scbcgitu jauh kedua mctudc itu berkisar sekitar pengambilan 
alasan (beredeneering) semata-mata. Perbedaan tidaklah terletak dalam metode yang 
diteiapkannya, rnelainkan dalam pcnllaian hukum yang merupakan bagian dart metode itu. Dalam 
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tindakan yang bersentuhan dengan aspek hukum memerlukan suatu 

peraturan atau ketentuan yang sah, yaitu kepastian hukum. Hal tersebut 

untuk mencegah terjadinya misjudge dan mislead dalam menjalankan 

sesuatu tindakan yang berhubungan dengan segi hukum. 

Sebagai dasar analogi perbandingan peraturan dalam literatur 

Hukum Perdata sesuai Pasal !320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

suatu perjanjian dikatakan sahjika mernenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 55 

1, Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3. Suatu hal tertentu yang dipeijanjikan; dan 

4. Suatu sebab (oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang. 

Syarat pertarna, menjelaskan bahwa dalam suatu peljaqjian tidak 

diperbalehkan adanya paksaan (dwang)". kekhilafan (dwalfng)" atau 

penipuan (bedrog)58• Kemudian syarat kedua, kedua balah pihak harus 

cukup. cakap bukum untuk bectindak sendlri dimana yang merupakan 

orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum yaitu:59 

hal penilaian hukum merberi alasan untuk mencrapkan undang-undang pada penst1wa ltu 
berdasarkan kesamaarmya dan kedati perbedaannya dengan tipe peristiwa, maka lerjadilalt suatu 
penerapan berdasarkan analogi. Jika sementara itu peni1aian hukum membenKan alasan untuk 
tidak menerapkan Uildang-undang pada peristiwa tersebut berdasarl<au perbedaannya dan kedati 
kesamaanya dengan tipe peristiwa, maka tcrjadilah suatu penerapan a contrario, R.Subekii dan 
Tji.trosoedibio, Komus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), haL9 

~s Subekti, PokaJ.:~Polwk Hukum Perdata, (Jakarta: PT lntennassa, 200 !), hal.l )4 

% Paksaan teJjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takul pada suatu 
ancaman, Misal.nya ia dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu 
perjanjian. Yang diancamkannya harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang
undang. Jikalau yang diancam itu suatu perbualan yang memang dlizinkan oleh undang-undang, 
m(salnya ancarrnm akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, 
itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan. 

~1 Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan 
pihakwpitwk yang mengadakan perjanjian. I<ekhilafao rnengenai orang, terjadi misalnya jika 
soorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikirnnya seorang penyanyi yang 
tersobnr, ter.api kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya yang kebelulan 
sama. 

58 Penipuan terjadi, apabila satu plhak dengan sengaJa memberikan keterangan
ketenmgan yang tidak benar disertai dengan kelicikan·keliciakan, sehingga pibak lain terbujuk 
karenanya untuk memberikan perizinan, 

59 Pasal I 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 
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L Orang di bawah umur; 

2. Orang di bawah pengawasan ( curalele ); 

3. Perempuan yang telah kawin. 

Selain itu, yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah 

s:esuatu hal atau suatu bara.ng yang cukup jelas atau tertentu. Sya.rat ketiga, 

ini diperlukan untuk menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi 

perselisihan. Disamping syarat tersebut, syarat selanjutnya yaitu suatu 

perjanjian harus ada suatu oorzaak (causa) berarti sebah yaitu apa yang 

dikehendaki oleh kedua betah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.60 

Peo,jelasan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu petjanjian jeias 

memberikan pandangan tersendiri bahwa suatu kegiatan atau tindakan 

hukum menjadi sah jika terdapat suatu pengaturan yang jelas dan tidak 

simpang siur serta tidak ada debatetabhl1
• 

Penjefasan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu perjanjian 

jelas rnemberikan pandangan tersendiri bahwa suatu kegiatan atau 

tindakan hukum menj.adi sah jika terdapat suatu pengaturan yangjelas dan 

tidak simpang siur serta tidak ada debatetable. Di sisi lain, adanya 

preseden62 tetapi tidak ada hukum yang mengatur membuka adanya 

interpretasi pengertian penggunaan ruang bawah tanah dari pihak 

Pemerintah. Intervensi tersebut muncul setelah ada banyak penggunaan 

ruang bawah tanah dalam bidang pertanahan. Pada akhimya menjadi suatu 

hal }"dllg patut untuk dipertanyakan kepada pihak pemerintah untuk dapat 

bertindak lebih respon terhadap perkembangan pemanfaatan penggunaan 

ruang bawah tanah tersebut dan diharapkan para wakil rakyat tersebut 

61! M.isalnya dalam suatu peijanjian jual be!i : satu pihak akan menerima sejumlah uang 
tunai dan pihak lain alam menerima bunga (rente}. Causa ilu merupakan isi perjanjian iru sendirL 

"
1 Debatable ada!ah dapat dibantah, John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus lnggris 

indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pus:taka Utama, 1993), hal.t67 

"
1 Preseden adalah hal yang telah terjadi lebih dalwlu dan dapat dipakai sebagai contoh. 

Departemen Pendidikan dan k:ebudayaan, Op.cil., hal.787. 
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tidak mengantungkan masalah ini mengingat urgensi63 kepastian hukum 

yang tidak dapat ditunda. 

Latar belakang pernerintah mengintervensi hal tersebut agar dapat 

menyeirnbangkan antara kepastian hukum. Untuk mencapai keseimbangan 

dan keseras:ian antara kepastian hukum diperlukan beberapa persyaratan~ 

d' " 1 antaranya: 

!. Kaidah-kaidah hukum65
, serta penernpannya sebanyak-banyak 

mungkin mendekati citra dan kehendak rnasyarakat; 

2. Pelaksana penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan 

dan keinginan hukum; 

3. Masyarakat di mana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan 

pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta 

:rnenghayati akan keinginan hukum demi keadilan. 

Pemikiran-pemikiran diatas diperlukannya kepastian hukum untuk 

mempermudah dan memperjelas kedudukan penggunaan ruang bawah 

tanah di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya perkembangan tanah 

berlangsung dengan sangat cepat dan sulit diprediksikan1 namun 

nampaknya UJidya pengembangan dan pcnyesuaian prinsip-prlnsip hukum 

yang sudah ada rnerupakan salah satu cara yang dapat di1empuh dalam 

mngka untuk merespon revolusi yang terjadi di hidang pcrtanahan tersebut 

di Indonesia, 

Kenyataan pada umumnya bahwa pemerintah cenderung 

mernbatasi diri untuk hanya berspekulasi tentang perangkat-perangkat 

hukum apa yang lebih baik untuk digunakan di masa-masa yang akan 

63 Urgensl adalah keharusan yang mendesak; hal snngat penting. Departemen Pendidikan 
dan kebudayaan, op.cit ., haL II 0 

64 SocdjotlO Dirjoslsworo, Penganlar limu Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafmdo Persada, 
200 1), haLlS 

45 Kaidah-kaidah hukum adalah pertlmbangan~pertimbangan ni!ai yakni pertimbangan
pertimbangan tentang sesuatu yang seharusnya kita lakukan dan tidak kita lalrukan dalam 
pergaulan dengan sesama manusia - yang menghendaki agar diikuti sebagai otoritel dan dengan 
demikian ffiempunyai sifat perintah, suruhan dan larangan. Untuk lebih lengkapnya baca buku LJ 
van Apcldoom, Pt!ngan1ar llmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Pa.ramita, 2001), hal.429 
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datang telah semaidn mempersulit diwujudkannya terobosan-terobosan 

baru dan penting: di bidang hukum pertanahan. Adapun basic problem 

(masalah dasar) dari keberadaan penggunaan ruang bawah tanah dalam 

kehidupan hukum di Indonesia itu datang dari pola herpikir dan wawasan 

pemerintah serta masyarakatnya sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang 

iidak mempunyai pemikiran yang luas menjadi salah satu penghambat 

utarna dalam penyelesaian masalah penggunaan ruang bawah tanah dalarn 

kehidupan bertanah. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat pada 

umumnya hanya akan terpaku pada suatu paradigma66 yang statis67 

sedangkan perkembanganjaman terus maju dan semakin dinamis.68 

Dengan kata lain, diperlukannya suatu perubahan pola pikir yang 

lebih luas dari masyarakat terutamanya Pemerintah untuk mengatur 

penggunaan ruang bawah tanah dalam sebuah peraturan yang lebih jelas 

dan pasti. Berdasarkan penjelasan penulis tersebut diatas dapat 

disimpulkan sesungguhnya penggunaan ruang bawah ta.t'lah telah diterima 

sebagai bagian dari proses pertanahan di Indonesia. Kenyataannya, 

penggunaan ruang bawah tanah masih terdapat titik taut perbedaan dalam 

implementasinya, Pada asumsi ini maka kejeiasan status hukum 

penggunaan ruang bawah tanah menjadi suatu hal yang Conditio Sine 

Quanon.69 

Diperlukan suatu struktur berpikir yang antisipatif dari para pihak 

terutama pemerintah dalam menghadapi kemajuan dibidang pertanahan 

sehubungan dengan pcrtggunaan ruang bawah tanah. Hal tersebut agar 

66 Paradigma adalah daflar semua beolukan dari scbuah kata yang memperlihatkan 
konjngsi dan dekl[nasi kata tersebut; model dulu teori ilmu pengctahun; kerangka bctpikir, 
Departemen Pendidikan dan kebudayaan., ap.cit: 729 

67 Statts adalah keadaan diam {tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya); 
tetap., ibid: 962 

611 Oliver Wendell Holmes dalam bukunya yang berjudu! Speeche.r (1934) mcnulis: "It 
cannot he helped, it as if should be, that the law is behind the times." Adagium yang 
menggambarkan bahwa hukum senantiasa bertatih~tatih bahkan tertinggal jauh dari lajunya 
pertembangan man usia. Demikianlah digambarkan bahwa hukum seharusnya dinamis, 

69 "Teori Conditio Sine Quanon", <http;//setia~ceritahati.blogspot.(\Om/2009/05/te:ori~ 
teori-kausalitns.btml>, 08 Juni 2009. 
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kehadiran dan keberadaan penggunaan ruang hawah tanah dapat diterima 

dan di·sah-kan pengaturan mengenai keberadaannya, \Valaupun secara 

implisit70 dapat dikatakan bahwa penggunaan ruang bawah tanah telah 

diterima tetapi perlu suatu kepastian hukum yang jelas agar tidak lagi 

terjadi suatu perdebatan dalam keharlirannya pada dunia hukum di 

Indonesia. Bagaimanapun juga HGBRT, untuk kedepannya akan menjadi 

sesuatu yang tidak asing lagi, dan pengaturan terhadap penggunaan ruang 

bawah tanah menjadi indispensable. 11 

Adanya sebuah keje!osan dalam pengaturan penggunaan ruang 

bawah tanah, tentunya pengakuan serta keberadaannya tidak akan menjadi 

sesuatu yang diperdebatkan. Pengaturan shttus tanah denga11 penggunaan 

ruang bawah tanah nantinya diatur dal:m~ berbagai peraturan perundangan 

diharapkan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam 

upaya penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum itu sendid yaitu 

keadilan, kemanfuatan dan kepastian hukum. Namun masih harus dilihat 

dalam perkembangannya agar penggunaan ruang baw<ili tanah itu dapat 

digunakan sesuai dengan peruntuk.kannya sekaligus dijadikan sebagai 

usaha untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Kemajuan pembangunan 

dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka 

menuju masyarakat adil dan rnakmur. Masalah pertanahan harus mendapat 

pengatunm tersendiri untuk mencegah timbulnya pembenturan berbagai 

kepentingan yang dapat menghambat pembangunan. Hukum tertulis itu 

menjamin kepastian hukum. 

Berikut adalah contoh darl isi dari undang-undang penggW1aan 

ruang bawah tanah yang dikemukakan oleh Budi Harsono, antara lain 

meliputi:12 

10 Impllsir adalah termasuk (terkandung) di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara 
jelas ainu terang-ternngan); tersimpul di dalamnya; terkandung halus; ters:itat; mutlak tanpa ragu
rngu; secara tulus (lt kepercayaan, dukungan, kepatuhan. dsb). Depart£men Pendidikan dan 
kebudayaan, op.cit., hal.374 

11 1ndispensable adalah sangat diperlukan. Departernen Pendldikan dan kebudayaan, 
op.cit.,3l9 

12 Budi Harsono,op.cit., haL469. 
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1. Nama haknya: Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT); 

2. HGRBT memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk 

membangun dan memi11ki bangunan di dalam tubuh bumi tertentu, 

berupa ruang berdimensi tiga serta menggunakan bagian-bagian 

pemlUkaan bumi tertentu di atasnya sebagai jalan masuk dan 

keluar bangunan yang bersangkutan; 

3. Bangunan yang dibangun bisa terdiri atas bagian-bagian tertentu 

yang dapat digunakan secara terpisah satu dengan yang lain serta 

bagian-bagjan Jain, seperti lorong, tangga dan lain-lainnya 

digunakan secara bersarna. Bagian-bagian yang dapat digunakan 

secara terpisah tersebut dapat disewakan kepada pihak lain oleh 

pemegang HGRBT. Dirnungkinkan juga untuk dimiHki secara 

individual, seperti satuan-satuan rumah susun da1am bangunan 

Rumah Susun, sedang bagian-bagian yang digunakan bersama 

merupakan milik hersama. Bagian-bagian yang dapat dimUiki 

secara individual itu dapat disebut Satuan Ruang Bawah Tanah, 

sedang hak pemilikannya Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah 

Tanah, seperti dalarn proyek Rumah Susun. Dengan tetap adanya 

HGRBT sebagai landasannya yang umum, maka jangka waktu 

Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah itu ditentukan oleb 

jangka wakm HGRBT bersangkutan. Pemilikan Satuan-satuan 

Ruang Bawah Tanahjuga dapat diatur seperti dalam pembangunan 

proyek real-estate~ yang masing-masing dilandasi HGRBT sebagai 

basil pemisahan/pemecahan HGRBT-induk yang bersangkutan. 

Dalam hal ini perlu ada pengaturan mengenai penguasaan dan 

penggunaan bagian-bagian bangunan yang digunakan berSama; 

4. HGRBT diberikan oleh Negara dengan jangka waktu selarna

lamanya sekian tahun, dengan kemungkinan diperpanjang dengan 

jangka waktu selama-lamanya seldan tahun; 

5. HGRBT dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah dapat 

bernlih melalui pewarisan dan pemindahan hak; 
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6. HGRBT dan Hak Milik Alas Satuan Ruang Bawah Tanah dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan; 

menurut ketentuan-ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996; 

7. HGRBT dan Hak Milik Alas Satuan Ruang Bawah Tanah dapat 

dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum 

yang didirlkan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

8. HGRBT dan Hak Milik Alas Satuan Ruang Bawah Tanah didaftar 

· dalam Buku Tanah yang dilengkapi dengan Sertipikat sebagai 

surat bukti haknya, rnenurut peraturan tentang pendaftaran hak 

atas tanah. yang dilengkapi dengan ketentuan identifikasi letak, 

ukuran, dan luas bangunan dan bagian-bagiannya; 

9. Pembangunan dan penggunaan ruang yang bersangkutan oleh 

pemegang HGRBT dan pemegang Hak Milik Atas Satuan Ruang 

Bawah T<mah tidak boleh mengakibatkan kerusakan pada tubuh 

bumi dan ta:nah diatasnya serta tidak boleh menimbulkan 

gangguao pada pemegang hak alas tanah diatasnya; 

10. Penggunaan tanah di atasnya oleh pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan juga tidak holeh mengakibatkan kerusakan atau 

gangguan dalam penggunaan ruang bawah tanah tersebut; 

II. Tanpa mempunyai HGRBT pemegang hak atas tanah dilarang 

membangun atau memberi izin pihak lain untuk rnembangun di 

dalam tubuh bumi di bawah tanah yang dibaki, jika bangunan 

yang dibangun di atas tanah yang bersargkutan. 

Hak guna ruang diklasifrkasikan menjadi hak guna ruang atas 

tanah (HGRAT) dan hak guna ruang bawah larulh (HGRBT). Hak untuk 

menggunakan permukaan bumi (tanah) antara lain Hak Milik, Hak Pakai, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, sedangkan hak untuk 

menggunakan ruang di alas permukaan bumi dan di dalarn tubuh bumi 

dan hak mempunyai bangunan yang terdapat dalam ruang di atas 

pennukaan bumi dan dalam tubuh bumi. Pemilik ruang bawah tanah akan 
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memiliki hak yang serupa dengan HMSRS, yaitu berupa Hak Milik Alas 

Ruang Bawah T anah (HMRBT). 

Hak atas ruang bawah tanah yang merupakan bagian dari hak atas 

tanah dari bangunan yang terdapat diatasnya, akan mendapat hak atas 

satu ruang bawah tanah yang dimiliki secara terpisah dan berdiri sendiri 

tetapi juga memiliki unsur~unsur yang dimiki secara bersama sehingga 

unsur kepemilikannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Urituk penggunaan ruang bawah tanah ini dipedukan u:.~dang

undang baru yang mengatur tuntas dan tidak hanya meliputi hak atas 

tanah sebagai pemmkaan bumi. 
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BAB3 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis membagi bab 

penutup menjadi kesimpulan dan saran mengenai pennasalahan dari tesis yang 

penuhs bahas. 

3.1 KESIMPULAN 

Dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Hukum Tanah Nasional rli Indonesia tidak mengenal Ruang Bawah Tanah 

karena belum ada pengatutan yang mengatur mengenai Ruang Bawah 

Tanah. Kedudukan Ruang Bawah Tanah sampai saat ini masih berada 

dalam koridor Hukum Perdata, hal tersebut dikarenakan adanya praktek 

penggunaan ruang bawah tanah yang didasarkan dengan perjanjian sewa 

menyewa sesuai dengan KUHPerdata; dan Pemilik Kios diberikan hak 

berupa hak sewa untuk di pakai dalaro jangka waktu 20 (dua puluh) lahun. 

2) Salah satu penyelesaian rnasalah keberarlaan Ruang Bawah Tam!h dalarn 

sistem hukum tanah di Indonesia yaitu dcngan adanya suatu kepastian 

hukum yaitu dengan dibuatnya scbuah undang~undang baru dengan 

konsepsi yang serupa dengan Undang-Undang Rumah Susun. Pemilik 

ruang bawah tanah dapat diberikan hak berupa Hak Milik atas Ruang 

Bawah Taaal1 (HMRBT), seperti konsep dari Boedi Harsono mengenai 

penggunaan ruang bawah tanah~ 
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3.2 SARAN 

Pada intinya. kebcradaan Ruang Bawah Tanah di Indonesia tidak dapat 

dipungkiri kcberarlaannya. Hal ini dikarenakan olch suatu kenyataan dimana 

Ruang Bawah Tanah dalam kehidupan di indonesia sudah semakin marak dengan 

adanya kios-klos di ruang bawah tanah.. Dalam menghadapi situasi ketidakjelasan 

keberadaan Ruang Bawah Tanah di dalam hukum Indonesia. maka jawaban 

terhadap permasalahan yang ada menurut saran penulis yaitu dengan dibuatnya 

atau di-sah-kan suatu peraturan yang mengatur mengenai keberadaan Ruang 

Bawah Tanah di Indonesia. Jika rnelihat pada peraturan yang telah ada. maka 

pengaturan mengenai Ruang Bawah Tanah dapat dibual serupa dengan konsep 

pengaturan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Kepemilikan rumah susun yang 

berada di atas permukaan tanah sedangkan kepemilikan ruang bawah tanah yang 

berada di bawah pennukaan tanah sehingga pemberian HMSRS dapat dilakukan 

juga dalam pemberian hak untuk ruang bawah tanah borupa Hak Milik Atas 

Ruang Bawah Tanah (HMRBT). seperti yang telah dikonsepkan oleh Boedi 

Harsono. Bagaimanapun juga masyarakat terutama pemerintah tidak boleh 

menulup mata terhadap perkembangan dalam bidang pertanahan. Oleh karena itu. 

untuk mengesahkan keberadaan Ruang Bawah Tanah dalam bidang hukum di 

Indonesia sudah scharusnya menjadi agenda utama untuk pemerintah dalam 

pengaturannya, 
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h!O. REG\STRJ\SI TE/v1PAT USP..H!, 

KL__.A.SJF!KASI PASAR 

TYPE TEMPP.T U~AH?. 

NOMO-~ TEf•APAT i.JSAHA 

LANTAI 

LUAS TEMPAT USAf;A· 

ATAP' 

TIA!:'G 

···- -L--
.,:-: 

., 
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! - c:. .:,; . 

01,01.8605 
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PAKAJAN JADf 
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SARANAIFASILITAS TEMPAT USAHA 
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HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DIBER!KAN KEPADA 

TEMPAT! TGL LAHIR 

RT. 

KELVRAHAt..• 

KOOE POS 

KOTAMADYNKABUPPJEN 

PROPINSI DKI JAKARTA 

~ </-.' ' 
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NOMOR: 6 TAHUN 1992 
TENlANG 

PENGURUSAN PASAR 01 DAERAH KHUSUS 
IBUKOTAJAJ<ARTA 

Pasal G 
Ke:cnhJ3fl perombakan. per.an;!x~han, perubaha~ bc:!~k \crnpal ~..:sa:\3, pr!r1uasan dan 
pcrub?J18n pere:~tukkan ~emp;i c~;:;ha d1 pasar ditelaplc:l'l oico:. Di~e:O:.si PD. PaS<Jr Jay<t 

Pasa18 
Syarai·syara\ pemakaian temp a~ us aha di pasar ac'a:ah: 
a. tdern:Hkl Sural lzin Pomakaia1 Te11pc\ Usaha, den Sura~ lzin Uooha Pe;deganga.n. 
b. ~.'i€~u'Ka: serdiri temjX'il usaha lersebut sesuai dengan Lin yang dil.e~itk.;;'). · 
c. Pengal~'"'lan hak permkaian •.cm;:mt usaha t'an perubahan je;'is jt.akm han..s m.;;'ml!i:ci izin 

tedebJo dahulu dati Oite:.:Si. 
d. lzir; seba2aimana Cir:;aksv:l pada h;.uuf a dan b ha;;..~s lertcbih dat'u1u d:ajusan kepada 

Direks:. ·.\·,,·. 

·. .· . ~~· · ... 
{2/ Hak pSmi1keian tempat usaha di pc.~r dileiapkan Oleh Dircksi, un-lt.JI\jat1£Jkil vtak!U selwna-

larnanya 20 (dua pulwh) tahu'i. · · 
,' ·/,:·· ' . - ·-. 

: ;:- !' ; PaSat 11 . . ' 
Jen.is P!Jllgutan_d: pasai dilete;::kari oleh GubemUr KePaia Oaerilh> · 

- ' ' ' '• ' ' . . - ' ·,, '- -' . ' ' -/ - . 
·;~ ... ·. 

. ·'·' 

Pasa112 . .. , :. 
Pemakal :empat usaha di\N',liljibka'1; ·. ·: · _. . · . 
a. Menj3ga keamanon Gan ketertiOOrc lcmpal usaha, rnenempalkan da~ menyt..Suri barang 

dagcngan besc.ia L'"'lvenlarisas: denga:< terai\Jr sehingga tida1< menggangfj:J lalu !ir,!zs 
orang d::m barang. 

b. 10.emekhara ke::Jersihan t£rr;pa! Ca:-~ barang dagangan, serta menyecfia.l<an lenip9~ sa,mpah 
yang-dttetap!<En. · -

c, Memem.:hi pomCaya~"'~"~ pungvl.a.n pad a vJa!.::tunya be::Uasakar1 kelenii.Ja'"'l yanQ t'>Crlai<u. ·_. 
d. Menyedi;,;kan.alat pemadaf:l k~bakaran, Can mencegah timbu1nyil bahi:!Y,B_kob~.:.' 

karan ditempat usaha masing-rnasing_ . . . · ·, ,: 
e Mernbuka dao mef!ulup tempat ~saha pada. waktt.: yang' d:te.ntukan. 
f_ ·M,elaksanekan kelentuan pemakafan: leffipat yang ·bor!aku. dan k!ii-wajiban:lain · 

"ya~9 d),:et7kan,pl~h Direksi. < . .•· ... · ~.z~i .. ··. ,':·;·~, 'i~J 
' ,. ' . . Pasal13 

(1) P~p1aJ<aj tempat usaha dilaJ<lrul ta:1f)3 il.in Di~Y.si; 
-.. a. -Me.-omba.'<., dan 

b. . . 

c. 
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d. Mcnmsuki p8S8r bagi omng-ore~ng ycmg mc:mpunyai lukCJ y<Jng mGnjijrkan alau mc:ndmila 
penyakit menu tar: 

e. Melakukan perbualan asuslla di dalam pasar: 
f. Mcnyalahgunakan narkoUka dan minuman kcrus, n r...:I<Jkukan perjudian alau sejenis, usaha 

kegiatan yang dapat menagc~nggu dan membahayakan f;eamanan dan ketcirtiban umum 
dalam P.asar. 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 16 
1. Pel.anggaran terhad<ip ketentuan pasat, 6,8, 12, 13, ayal (1) dan 

·f·., · f,:; ~n ·oaerah 'ini diancam dengan pid-a"r1a kurur1gan selama-lamanya 
alau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 {lima puluf! ribu ruroranJ. 

2., Terhadap Pelanggaran sebagaim"ana dimciksud pada a:fB.t · (1) -dan .r:21 pir,ad.ini ... 
.. dapat djbebankan biaye paksaCJn penegakan hukum. · 

"""Pasal 17 

' 
.tempat·usaha.· 

I 

' I ., ' 
r! ·--.:-:,-: 

·.-:. 

,. ... 

. __ ,.I.··· .,..,. 

• i 
' !, 
' ' 
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PAS~JAYA 
SURAT IJIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (SIPTU) 

;PER!)A 6 TAHUI~ 1'1'121 

[,;,., . ANAHABA!-lli----------~l!A I IANAI~G ] 
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAVA 

No. Ol.QL8605 
Memberikan ljln k.epada : 

!iillfhil 

Alaml!t 

Thmpat!Tgi. lahir 
No. KTP 
Kew11rgan'""gara~n 
Nanu• B<ldlfi Usa'la 
A\amat Badan l!.-;.aha 

i'NDONESlA 
PI!.RORA..'W;AN 
h\SAR TANAH P..BA.NO 

Untuk memaMi tempat usaha n;U!k Perusahaan Cl.t.:nfl Pa~ar Jaya tl1 : 
Pasar TA.l'AH ABAKG 

Tempat usan<~. 
K:asif!ka$1 Patar 
Luas 
Hak pakal 

'.1-

Dll'ngan bangunan! 
-·a. Ala;t. 

_ , .f:! •. _Tiahg · 
· i:: ·. Dlr.-'.fl.n~ 
d. ~ Lanta! 

. . -'· -····. -':.,:-.<·:·· .-• . :: ' 
._1/\[.Je,n!s ;~r.an·-~. :. ·:_ 

Macam dagangan . 
. :Ju.rn.!ah yang harus dlbayar~·-· · 

. ,. ' 

I.· .. 

£wX.; F-1 lantal:un Lo;: DKS KtL 006 
hlCS 
I'On:NS[ A 
$,00 M> 
15 lUU 'l'.CQ.{ SID 16 rt..U "lOlA 

BEroN 
'"'· 'BErON-' 

': : 'I'E.M8QK 
-~ 

.. TSKST!t ... > :-. 
l'AK.AI.A.N JADl 
116,000.0\l . 

<'. l . ·, I 
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PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMP AT USAHA 
Dl PASAR REGIONAL TAtiAH ABANG BLOK A 

Nomor ~ PPTU/B2/0248E 

Pe~anjian Pamakaian Tempai Usaha di Pasa.r Regional Tanah Abang Blok A {selanjutnya 
disebul ~Perjanjian") dlbual dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal dua puluh 
sembilan, bulan Mtue!, lahun dua ribu tujuh {29-03-2007), oleh dan antara; 

L Tuan _ ., Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan 
Pluit Kencana Raya no., . Rukun Tefangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, 
Kecamatan Penjaringan , pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus !bukota 

IL 

Jakarta, Nomor: · , yang dalam hal inl bertindak selaku: 

a. Kuasa Substitusf berdasarkan Surat Kuasa Pe!impahan (Substitusl), yang 
dibuat d1bawah tangan, berrneterai cukup, tertangga128 Pebruari 2007, dan dan 
oleh karenanya sah mewaitili unlok dan atas nama PERUSAHMN DAERAH 
PASAR JAYA, berkedudukan dl Jakarta, yang anggaran dasamya telah 
ditelapkan berdasarkan Peratoran Daerah Propinsl Daerah Khusus lbukota 
Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 (seribu sembifan ratus sembilao puluh sembflan) 
dan telah diumumkan dalam Lembaran Oaerah Prop!nsi Oaerah Khusus lbukota 
Jakarta Nomor 35 Tahuo 1999 (selibu sembilan ratus sembilan puluh 
serobilan); (selanjutnya disebut ~PIHAK PERTAMA "). 

b, Kuasa berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan. berme:terai 
cukup, tertanggal 28 Pebruari 2007. dari dan oleh karenanya sah mewaki!i 
untuk dan atas nama PT. PRIAMANAYA OJAN INTERNATIONAL. 
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasamya tefa.h diumvmkan dalam 
Benta Negara Republik Indonesia tert~nggal sembilan belas Oesember seribu 
sembilan ratus delapan puluh (19~12-1980) Nomor 102, Tambahan Nomor 
983/1980 dan mengenal susunan anggota Oireksi dan anggota Komisaris 
terakhir berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang saham Loar Biasa 
tertanggal delapan Juli doa ribu empat (OS-()7-2004) Nomor 2, yang dibuat 
dihadapan ATl MULYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta: {selanjutnya 
disebut ~PIHAK KEDUA-). 

Tuan • 
pemegang Kartu Tanda Pendudok Nomor 
Beralamat diJI.Palmerah Utara 

{selanjutnya dlsebut "PIHAK KETIGN) 

.. ~" ?almerah , Jak£~rta Barat 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama 
disebut sebagai ~PARA PlHAK•. 

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terleblh dahulu dalarn 
Perjanjian ln1: 

A. f3ahwa PlHAK KEDUA sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA UfltUk 
membangon seboah gedung pusal perbelanjaan tradisional bergaya modern dan bertlngkat 
yang mempunyal bentuk design efislensl lata lahan, yang a'Kan dlnamakan/rnemakai nama 
•pasar Regional Tanah Abang Blok A• (selanjutnya disebut •Gedung'), yang terletak di 
Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Aba.ng, Kelurahan Kampung Bali, yang 
setempat dikenal dengan nama ja:lan KH. Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan 
bahwa bangunan bertlngkat dengan sarana pendukungnya tersebut beradafdidirikan d! atas 
tanah Negara (selanjutnya disebul "Pasar Regional Tanah Abang Blok A"); 
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B. Bahwa berdasarkan akta Pe1anjian Kerjasa.ma .~la_n!l~~~~~ 
(2()-10~2003), dengan nomor .Akla: 1. yang dibuat 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dibual,, ;,',;j~.,ji;;~~ 
PIHAK.,.KEDUA (selanjulnya Perjanjian disebut , 
telah memperoleh dan <Hberikan hak dan kewenangan penuh untuk 
melakukan pemasaran tempat usaha, menerima uang pembayaran atas tempat usaha, dan 
mcngelola serta memelihara gedung dan lempat usaha; 

C. Bahwa PIHAK PERTAMA selanjutnya berkehendak untuk nantinya memberikan hak 
pemakalan tempat usaha yang ada pada Pasar Regional Tanah Abang Blok A kepada 
PIHAK KET!GA dan PHiAK KETIGA selanjutnya berkehendal< pula unluk nantinya mener!ma 
hak pemaka!an tempat usaha yang ada pada Pasar Regional Tanah Abang Blok A dart 
P<HAK PERT AMA; 

0. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Tempal yang dlkefuarkan oleh PIHAK PERTAMA 
dengan menunjuk PIHAK KETIGA atau Surat Penvnjukan Tempat Usaha yang 
dltandatangani oleh PIHAK KETIGA dengan PIHAK KEDUA, tertanggal 14 Juni 2004 
Nomor : 5653, PIHAK KETIGA memperoleh penunjukkan tempat usaha ataupun PIHAK 
KEirGA memesan tempat usaha, sebagaimana diurai!<an da1am Pasal i Perjanjian tni, yang 
letak, nomor, luas dari tempat usaha tersebultelah diketahui dengan balk dan benar oleh 
PARA PtHAK, sehingga se!anjutnya PARA PIHAK sepakal tidak diperlukan uraian febih 
lanjut dalam Perjanjian ini; 

E. Bahwa PARA P!HAK oleh karenanya berkehendak membuat suatu Perjanjian Pemakaian 
Tempat Usaha yang dilegalisir/didafta¥ oleh notarts. 

Untuk selanjutnya, bethubung dengan apa yang diuralkan di atas. sekarang PARA PIHAK telah 
saling sepakat membuat da·n dengan ini mengatur perjanjfan pemakaian tempat usaha dengan 
memakai S}-arat-syaral dan ketentuan-kelentuan sebagai berlkut: 

Pasal1 
HAK PEMAKAIAN TEMP AT USAHA 

1. a. P!HAK PERTAMA ~berikart hak pemakaian atas tempat usaha kepada PIHAK 
KETIGA, untuk nanti pada waktunya memakai, dan PIHAK KET!GA dengan !ni setuju 
dan mengil<atkan diii untuk menerima hak dari PfHAK PERT AMA untuk nanti pad a 
waktunya memakai tempat usaha milik PIHAK PERTAMA, sesual dengan seluruh 
kelentuao dan persyaralan sebagaimana diatur dalam Pe~an~an !ni, yaitu bentpa: 

1 (satu) unit tempat usaha pada Pasar RegiOnal Tanah Abang Blok A yang terlelak di 
Daerah Khusus lbukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatao Tomah Aba.ng 
Kelurahan Kampung Bali, yang setempat dikenal dengan nama Jatan KH. Fachrudln, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, yaitu pada: 

Lantai i.ANTAI TIGA 
- Tempat Usaha Nomor : L3/G/· 
• Luas 4.99 M2 

Untuk s:elanjutnya tempat usafta mana beserta dengan batas-batasnya tersebut 
dilekatkan pada Perjanjfan inl {se!anjutnya disebut ~Tempat Usaha•}, dan se!anjulnya 
menjadi Lamplran ! dalam Perjanjian in!. 

b. Dengan tetap memperha!ikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 3.1 Pe~anjian ini, 
sehubungan dengan hak pemakaian atas T empat Usaha sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 1, 1.a di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa tJmbulnya h:ak pemakaian 
atas Tempat Usaha bagi PIHAK KETIGA hanya terjadi pada saat PIHAK KET!GA te!ah 
melunasi se!uruh pembayaran atas harga pemakaian Tempat Usa.ha beserta biaya-b1aya 
lainnya yang berkaitan dengan harga pemakaian Tempat Usaha sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Larnpiran II Perjanjlan ini, yar'lg dibuktikan dengan telah efektifnya 
dana sebagai pe!unasan tersebul ke dalam rekening PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut 
~Harga Pemakalan Tempat Usaha"). 

2 
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2. a. PARA PIHAK sepakat bahwa ltlas Tempat Usaha adalah didasarkan pada Luas·$rt:tkllf 
Tempat Usaha sebagatmana akan temyata dari hasil pengukuran secata fisik di lokasi 
rempat Usaha dengan cara pengukuran Tempat Usaha dari as ke as dari sis! dalam 
dindJ!ig pembatas, yang akan dilakukan bersama oleh PARA P!HAK yang kemudian 
atas hasil pengukuran lersebut akan dituangkan dalam suatu berita acara pengukuran 
Tempat Usaha yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK (se!anjutnya disenut 
~aorita Acara Pengukuran"}, Untuk se!anjutnya, Bllrlta Acara Pengukuran tersebut 
merupakan satu kesatuan yang lidak terpisahkan dengan Perjanjian inL Hasil 
pengukuran atau Luas Efektif Tempat Usaha tersebut merupakan luas yang menjadi 
dasar dari setlap pengenaan blaya-biaya kepada PIHAK KETfGA atas Tempat Usaha 
termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran Harga Pemakaian Tcmpat Usaha. 
pembayaran f3iaya Penge!Qiaan Pssar (Service Charge}, b!aya Pajak Bumi dan 
Sangunan dan pembayaran premi asuransi. 

b. Apabila terdapat se!isih !uas Tempat Usaha, maka selisih tersebut tetap diperhitungkan 
o!eh PARA PIHAK. sehingga apabila terjadr Luas Efektlf Tempat Usaha temyata tebih 
besar dari luas yang tercarrtum dalam Surat Penunjukkan Tempat alau Surat Pesanan 
Tempat Usaha, maka PJHAK KETIGA berk.ewajiban untuk menambah pembayaran 
uang Harga Pemakaian Tempat Usaha kepada PIHAK KEDUA. 

c. Dalam hal Luas Efektif Tempat Usaha temyata leblh keci! d<\rl tuas yang tercantum 
dalam Surat Penunjukkan Tempat atau Sural Pesanan Tempat Usaha. maka PIHAK 
KEOUA akan mengembalikan uang pembayafan Harga Pemakaian Tempat Usaha yang 
merupakan perhilungan dari sellsih ke!ebihan tersebut kepada PIHAK KETIGA. 

3. a. PlHAK KETlGA hanya diperbolehkan untuk menggunakan Tempat Usaha tersebut 
sebagai tempat usaha berjualan dengan jenis jualan adalah .. : FASHION sesual 
dengan zoningfperuntukan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEOUA. 

b. Perubahanlpenggantlan jenis jua.lan ataupun melakukan usaha tain selain jenis jualan 
yang diperbolehkan berdasark:an Perjanjian ini, hanya dapat dllakukan oleh PlHAK 
KETIGA dengan meoyampail<an perm9honan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK 
KEDUA, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA apabila sesuai dengan zoninglperuntukan 
yang ada, mak,a akan melanju!kan permohonan terturis tersebut kepada PfHAl\ 
PERTAMA untuk mendapatk.an persetujuan dari PIHAK PERTAMA. 

c. Perubahan daolalau penggantian jenis jualan berlaku setelah; 

i. mendapatkan persetujuan tertufis dari PlHAK PERTAMA: dan 

ii. memenuh1 s:etiap dan segala pe~yan;~tan dan Ketentuart yailg ffitentukan oleh 
PIHAK PE~TAMA berkaitan def1$!an perubahan/penggantian jenis jualan. 

d. P!HAK KETIGA dllarang untuk berdagang danlatau berjualan makanan dan minuman 
dalam bentuk apapun Juga, 1-;ecuati Tempat Usaha tersebut perunlukkannya telah 
ditetapkan sebagai tempat usaha untok berdagang dan/atau berjualan makanan dan 
mlnuman. 

Pasal2 
PEIISYARATAN TEKNIS 

Kcodisl dari Tempat Usaha berdasarkan Perjanjian lni adalah Tempat Usaha kosong, dengan 
lanlai belon berkeramlk, langl!·langit beton. ducting Air Conditioning (sistem Air Conditioning 
sentral}, pcnyekat kirl, kanan dan belakang terbuat dari double gypsum, pintu rolling door, 
instalasi Ustrik sebesar 1 .300 Watt serta dilengkapi dengan pemasangan 1 (satu) instalasi untuk 
saluran !elepon. 

J 
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Pasal 3 
JANGKA WAKTU PEMAKAIAN TEMP AT USAHA 

.. ::.. -·· ~--. 

1. Dengan tetap memperhatlkan ketentuan Pasal1.b dan Pasal 6.1.c Perjanjian ini: 2-~-.·. 
PlHAK sepakal bahwa pemakalan Tempat Usaha berdasarkan Perjanjian ini oliliU19i 
pada taoggal 31 Desember 2005 dan berakhir pada langgal 30 Oesember 2G25 
(se1anfutnya disebul ~Jangka Waktu Pemakaian Tempat Usaha''). 

2. a. Pada akhir Jangka Waktu Pemakaian Tempat Usaha, PIHAK PERiAMA berhak dan 
betwenang untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang Jangka Waktu 
Pemakaian Tempat Usaha tersebut 

b. Apabila P!HAK KETIGA berkehendak me.rnperpanjang Jangka Waktu Pemakaian 
Tempat Usaha lersebut, ~aka dalam waldu 1 (satu) tahun sebelom Jangka Waktu 
Pemakaian Tempat Vsaha !ersebut bera!dllr, PIHAK KETIGA wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. yang atas pefi1l0honan 
tersebut akM d!pertimbangkan o!eh PIHAK PERTAMA aesuai dengan ketentuan 
d!maksud dalam Pasal 3.2.a di atas. 

3. Dalam hal PIHAK KEnGA berkehendak mernperpanjang Jangka Waktu Pemal<aian 
Tempat Usaha, maka PIHAK KET!GA setuju dan sepakat dengan syarat dan kelentuan 
perpanjangan Jangka Waktu Pemakaian Tempat Usaha, berikut harga pemakaian 
Tempat Usaha yang akan ditetapk.an dikemudian hari oleh PIHAK PERT AMA. 

4. Dengan ttdak mengurangi t;etentuan dalam Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 di atas, apabUa 
Jangka Wal<tu Pemakaian Tempat Vsaha dimaksud daliun Pasal 3.1 di atas telah 
berakhir dan dalam hal Gedung Tempat Usaha menurut penilaian PIHAK PE.RTAMA 
maslh tayak untuk dipakal, maka PlHAK KE11GA al<an diberikao priorttas untuk 
mernperpanjang hak pemakaian atas Tempat Usaha. 

5. Pada saat berakhlmya Jangka Wakl:u Pemakalan T empat Usaha sebagaimana dlmaksud 
dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, PfHAK KETIGA wajib menyerahkan l<embah Tempal 
Usaha kepada P!HAK PERT.A.MA dalam keadaan kosong sesuai dengan k,etentuan Pasal 
13 Perjanjian ini. 

Pasal4 
HARGA PEMAKAIAN TEMP AT USAHA 

1. PARA PIHAK sepak.at menetapkan bahwa Harga Pemakaian Tempat Usaha yang harus 
dibayar oleh PIHAK KETiGA adalah sebagafmana disebutl<ian dalam perfncian harga 
pada Lampiran !I Perjanjian inl. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan Pe~anjtan inL 

2. Harga Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian 
ini termasuk bfaya pemasangan tnstalasi llstrik sebessr 1.300 Watt, dan pemasangan 
untuk instala.si 1 (satu} saluran lelepon, namun tldak termasuk biaya (a} pembuatan 
Perjanjian inl, (b) biaya penefbitan Sertffikat Hak Pemakaian Tempat Usaha {SHPTU) 
yaito suatu sertifikat dengan status hak pl!maka!an yang dikeluarkan oleh PIHAK 
PERTAMA dan diterbUkan 1 (satu} kalf untuk jangka waktu sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini yang merupakan buktl bagl PIHAK KETIGA ontok memakai 
danfatau menggunakan tempat usaha. dan (c) biaya~blaya lainnya sebagaimana. 
diuraikan dalam Pasal5 Petjanjian ilii. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nifai (PPN), 
besarnya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ber!aku dari 
waktu ke waktu. 

4 
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l 
3. Apabifa PIHAK KETIGA karena alasao apapun, selain dikarenakan adanya Keadaan 

Memaksa (Force Majeur') sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9.1 Perianjian ini, melakuf<.an 
keter!ambatan pembayaral'\ Harga Pemakaian Tempat Usaha pada waktu yang ditenlukan 
ataupun giro~cek yang telah diserahkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KE.DUA tidal< 
dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan giro/cek dimaksud, maka: 
terhadap PIHAK KETIGA dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 %a (satu 
per mil) per hari ketertamba!an dari jumlah yang harus dibayar, denda mana waj\b dibayar 
ofeh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA, segera dan seketika serta lunas pada saat 
diminla oleh PlHAK KEDUA. 

4. Apab!la keterlambatan sebagaimana disebutka.n Pasaf 4.3 di alas, teiah berlangsung selama 
50 {lima puluh) harl kalender terhiluog sejak saat sel'larusnya kewapban pembayaran 
dilaksanakan, m.aka PIHAK KETIGA telah da!am keadaan lalai, dimana lewatnya waldu saja 
sudah meru!)akan bukti yang eukup akan kelalalan PIHAK KETIGA tanpa diperlukan suatu 
surat peringatan secara resmi atau sural lain yang serupa dengan itu, maka saat ini dan 
untuk nanlf pada waktunya, dengan ini PlHAK KETIGA menyatakan bahwa pemaka1an 
Tempat Usaha berdasarkan Perjanjlan ini disepakati menjadi batal, dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum lagi, sehingg:a karenanya seluruh pembayaran yang telah diterima oleh 
PtHAK KEOUA dari PIHAK KET!GA ~ldak dapal dikembalikan. 

5. Sehubungan dengan Pasal 4.4 di atas, maka PIHAK KETIGA wajib mengosongkan dan 
menyerahkan kembali Tempat Usaha kepada PlHAK PERTAMA dalam keadaan terawat dan 
terpe!ihara sesuai dengan ketentuao Pasal 13 Perjanjlao inl. 

Pasat5 
BUIYA-BIAYA 

1. Dengan tetap memperhatikan t<etentuan dimaksud dalam Pasal 6.1.c Perjanjian ini, sejak 
dllakukannya serah terima frslk Tempat Usaha dari P!HAK PERTAMA dan PH-W< KEDUA 
kepada PIHAK KETIGA sebagaimana dibuktikan dengan dltandatanganinya Berila Acara 
Penyerat'lan Fislk oleh PAM P!HAK (se!anjutnya disebut dengan "Serita Acara Penyera.han 
Fisik Tempat Usahaft), maka segala biaya dengan nama danlatau dasar apapun atas Tempat 
Usaha menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA sepenuhnya yang harvs dibayarM.n kepada 
PIHAK KEDUA sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, blaya-biaya mana 
termasuk namun tidak terbaias pada: 

a.. Blaya Pengek>!aan Pasar {Service Charge); 
b. Biaya pemakaian listrik, air dan te!epon ; 
c. Bfaya Pajak Bumi dan Bangunan; 
d. Biaya preml asurans! atas Ge<tung dan Tempat Usaha; 
e. Biaya perpanjangan Sur at ljin Pemakaian T empat (S!PT}. 

2. Biaya Penge!o!aan Pasar (Service Charge) wajib dibayar~an secara bulanan o!eh PIHAK 
KETIGA kepada PIHAK KEDUA. sebagai pihak yang ditunjuk o!eh PfHAK PERTAMA pada 
setiap tang gal 1 {.satu) atau se!ambat-!ambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Besamya Biaya Penge!olaan Pasar (Service Charge} disesuaikan dari waktu ke waktu, 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan o!eh PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; 

b. Apabifa jangka waktu sebagafmana disebutkan dalam Pasal !ni telah lewat, maka PlHAK 
KETIGA dikenakan denda sebesar 1%o (satu per mil) per l'lari dari jumlah yang harus 
d\bayarkan terhiturig sejak tangga! jatuh tempo pembayaran tersebut dengan tetap 
memperhatikan ketentuan Pasal5.12 dan 5.13 Perjanjlan ini. 
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~ 
:t Biaya penyambungao dan pemakaian teiepon serta biaya pemakaian listrik mi~!~,di~~~ban 

dan tanggung jawab serta waiib dlbayarkan oleh P!HAK KETIGA kepada Pl~~·:~!;llJA 
dengan sistem ktmsus. yang teknis pe!a\<:sanaaMya akan diatur dan diberitahukan~k~tiii.ld}an 
oleh PIHAK KEDUA. · ,, •. 

. 
' 
\ 

4. Apabila P!HAK KETIGA me!anggar ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga l 
mengakibatkan diblokir atau diputus!<annya fasihtas listrik dan/atau telepon, maka b!aya j 
akti'iasl maupun denda-denda yang llmbul menjadl tanggungjawab PIHA.K KETIGA ,\·. 
sepenutmya dan wajib dibayarl<an kepada PIHAK KEOUA. 

5. Apabita PIHAK KETIGA berkeinginan untuk menambah daya listlik dan/atau rnenambah 
fasi1ltas sambuOgan telepon, ma~a pena:rnbahan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK 
KEOUA dan b!ayawblaya yang timbu1 sehubungan dengan hal tersebut dltanggung dan wajib 
dibayar oleh P!AAK KETIGA kepada P~HAK KEDUA 

6. PIHAK KETIGA tidal< diperkenankan mengadakan perubahan, penambahan danfatau 
penyambungan aliran listrik dan telepon termasuk namun tidak terbatas pada penggantian 
a!at~alat listrik dan s:ambungan telepon, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEOUA 
dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasai5.S Pe~anjian ini. 

7. PIHAK KETlGA tidak dlperkenankan untuk merubah atau merusak alat k'#h meter danlatau 
pesawat telepon dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal5.8 Perjanjian lni. 

8. Terhadap pelanggatan keterotuan d'i:ilam Pasa! 5.6 dan 5.7 dl atas, maka PlHAK PERTAMA 
atas pennlnlaan/usulan dari PlHAK KEDUA, berhak untuk membatalkan pemaka!an Tempat 
Usaha se<::ara seplhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan PIHAK KtmGA wajib 
mengosongkan dan menyerahkan kemba!i Tempat Usaha kepada PIHAK PERTAMA dalam 
keadaan terawat dan terpelihara sesuai dengan ketenttlan Pasal13 Perjaojlan lnL 

9. PIHAK KEOUA diwajibkan untuk menutup asuransi f,'ltas Gedung termasvl< Tempat Usah:a 
kepada suatu perusahaan asuransi. Pembayaran biaya premi asur:ansi a:tas Gedung dan 
Tempat Usaha merupakan langgung jawab dari PIHAK KET!GA, dengan besaran biaya 
pretni akao ditentukan kemudian. Penutupan asuransi dtmaksud tidak termasuk lerhadap 
barang-barang di da!am Tempa:t Usaha PIHAK KEl"IGA, dikarenakan penutupan asuransi 
atas barang-barang yang tertetak di dalam Tempat Usaha PIHAK KETIGA tersebut 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari PIHAK KETIGA sepenuhnya. 

10 PIHAK KETlGA diwajibkan untuk membayar Pajak Burnt dan Bangunan {PBB) atas Tempat 
Usaha yang pembayarannya dikoordlnasikan o1eh PIHAK KEOUA dan besamya d!sesuaikan 
dengan luas Tempat Usaha. Besamya biaya Pajak Bumi dan Sangunan {PBS} atas Gedung 
dan Tempat Usaha akan d!tentukan kemudian oleh instansi yang be!Wenang. 

11. a. Biaya perpanjangan Surat ljin Pemakaian Tempat (SIPl) wajib dlbayarkan oleh PIHAK 
KETIGA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahunnya sesuai deng:an ketentuan dan 
peraturan yang ber1ak.u. Biaya perpanjangan Surat ljin Pemakaian Tempat (SlPT) dapat 
dibayarkan secara langsung kepada PIHAK PERTAMA atao melalui bank yang ditunjuk 
oleh PIHAK PERTAMA Besar dan jadwal pembayarannya, akan ditetapkan kemudian 
dari waktu ke waldu oleh PIHAK PERTAMA 

b. Dalam hal PIHAK KETIGA belum atau tidak tne!akukan pembayaran biaya perpanjangan 
Suralljin Pemakaian Tempat (SIPT) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal5.11.a cfi atas, 
maka PIHAK KET1GA dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ber1aku. 
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l 
12. Apablla pembayaran-pembayaran s.ebaga1mana dlsebulkan pada Pasal 5.2 dan Pasal 5.3 

Perjanjian inl belum dilaksanakan oleh PIHAK KETlGA dan/atau belum diterima PIHAK 
KEOUA da!am waktu 30 {tiga puluh) had kalender, dengan tidak mengurangi kewajiban 
PIHAK KET\GA untuk membayar denda yang diwajibkan, maka atas Tempat Usaha tersebut, 
PIHAK PERTAMA atas permintaan PlHAK KEDUA berhak untuK memutuskanfmematikan 
seluruh fasilitas yang ada pada Tempal Usaha dan me!almkan penutupan sementara etas 
Tempat Usaha, dengan ketentuan didahului 3 (Uga) kalf surat peringatan dan PIHAK 
PERTAMAkepada P!HAK KET!GA, dengan tenggang waktu maslng-masing surat pe~ingatan 
tersebut adalah 7 (tujuh) hari kalender, yang jangka waktu dari seluruh surat peringatan 
tersebut ada!ah telap merupakan bagian atau tennasuk dalam waldu 30 (1iga puluh) hari 
kalender tersebut. 

13. a. Apabila PIHAK KETIGA Ieiah melakukan tunggakan atas kewajiban dimaksuct dalam 
Pasal 5.12 Perjanjian ini se!ama 3 (Uga) kall pembayaran dengan tidak mengurangi 
kewajiban PlHAK KETIGA untuk membayar biaya-biaya yang terhutang maupun denda
denda yang wajib dibayarkal"l, maka dengan inl PIHAK KETIGA menyalakan bahwa 
pemakafan Tempat Usaha berdasarkan Perjanjian ini disepakatf menjadi batal dan tidal< 
mempunyai kekuatan huk:um lagl dan oleh karenanya seluruh pembayaran yang telah 
dilakukan o!eh P!HAK KETIGA kepada P!HAK KEDUA sebagai pihak yang dltuniuk oleh 
PlHAK PERTAMA, tidak dapat dikemba!ikan lagL 

b. oaram hal terjadinya pembatafa.n atas hak pemakaian "Ternpat Usaha dirt'laksud dalam 
Pasal 5.13.a di atas, maka PIHAK KETIGA wajib mengosongkan dan menyerahkan 
kemba!t T em pat Us aha kepada PIHAK PERT AMA dalam keadaan terawat dan 
terpelihara sesuai dengan ketentuan Pasal13 Perj"anjlan ini. 

14. Untuk setiap penerimaan pembayaran biaya-.b!aya dari PIHAK KEtlGA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5.2, Pasal 5.3, Pasal 5.9 dan/atau Pasal 5.10 Perjanjian ini, maka 
PtHAK KEDUA wajib membedkan tanda penerimaan (kultansi) yang sah. Sedangkan, untuk 
setiap penerimaan pembayaran biaya dari PlHAK KETIGA. dlmaksud dalam Pasal 5.11 
Perjanpan lni, ma.ka P!HAK PERTAMA wajib memberikan tanda penetimaan (kuitansi) yang 
sah apabila pemt>ayaran dilakukan secara langsung kepada PIHAK PERTAMA a.tau apabila 
pembayaran dilakukan me.lalui bank yang dftunjuk: oleh PlHAK PERTAMA maka bukti 
pembayaran yang dike!uarkan oleh bank tersebut berlaku sebaga.i tanda penerimaan 
{kuitansi) yang sah. 

15. PARA PIHAK t>epakat bahwa keamanan di dalam masing-masing Tempat Usaha yang 
dlpakai PiHAK KETIGA menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK KET!GA tersebut 
sepenuhnya, dan mengenai keamanan tersebut PlHAK KETIGA harus tetap berkoordinasi 
dengan pihak keamanan dari PlHAK PERTAMA atau PIHAK KEOUA sebagai plhak yang 
dltunjuk ofeh PIHAK PERTAMA. 

Pasal6 
PENYERAHAN FISIK TEMP AT USAHA DAN DEKORASI 

1. a. Oengao tetap memperhatikan syatat dan ketenluan mengenai penyerahan fislk Ternpat 
Usaha sebagaimana dimaksud da!am Pasal6.1.b dan Pasal6. 1.c Perjanjian lni, ?IHAK 
KEOUA akan menyerahkan fisik Tempat Usaha kepada PU·IAK KETIGA se\ambat~ 
tambatnya pada tanggal 31 Desember 2005 {tiga puluh satu desember dua ribu lima). 
Daiam h~al PHiAK KEDUA ofeh ka.rena sebab apapun tidak dapat menyeraltkan fislk 
T empat Us aha pat1a waktu yang disebutkan dl atas, maka PIHAK KEOUA diberikan 
tambahan masa tenggang waklu selama 90 {semb!!a.n puluh) hari kalender untuk 
menyerahkan fisik i empat Usaha. 
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b. Penyerahan fisik Ternpat Usaha bagi PIHAK KETIGA yang telah meluri~$1\seWJUO 
pembayaran yang diwajibkan sebagaimana dltentuk:an dalam Pasaf 4 dan I~J"pf>ir:an II 
Per}anjian ini adalah dengan memperhalikan ketentuan·ketentuan sebagai berikUt:.· -

l 
i. Atas penyeaa:han C1sik Tempat Usaha , PARA PIHAK akan menandatangani suatu 

Berila Acara Penyerahan Flsik Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 
5.1 Perjanjian 1ni 

11. Untuk melakukan penyerahan fisik atas Tempat Usaha tersebut. maka PfHAK 
KEDUA akan melakukan pemanggi!an secara tertulis kepada PIHAK KETIGA, 
sehiogga apabi!a PtHAK KETIGA dalam jangka waktu 1 (satu) bUlan sejal< tanggal 
yang telah ditentu~an dalarn surat pemanggilan. tanpa a!asan yang sah dan dapat 
diterima oleh PIHAK KSDUA. temyata belum juga melakukan dan memenuhi 
penerimaan atas penyerahan fisik Tempat Usaha, maka untuk saat ini dan. nanti 
pada waktunya PIHAK KETIGA bersama dengan Perjanjian 1ni memberikan kuasa 
kepada PIHAK KEDUA untuk melakubn penerimaan Tempat Usaha untuk dan alas 
nama PlHAK KETIGA, sehingga sejak dlterimanya pen.yerahan fisik atas Tempat 
Usaha tersebut, maka segala beban biaya yang timbul dari Tempat Usaha 
sepenuhnya menjad! tanggungan dan wajib dibayar oleh PlHAK KET!GA . 

c. Apabila P!HAK KET!GA belum rnelunasi seluruh pembayaran yang diwa)ibkan 
sebagaimana ditentukan da!am Pasal 4 dan lampiran II Perjanjian in!, maka PIHAK 
KETIGA sepakat untuk tldak menandatangani Serita Acara Sera!\ Terima Flsik Tempat 
Usaha sampai dengan diluoaslnya pembayaran tersebut: 

Meskipun FIHAK KETIGA belum melunasi seluruh pembayaran yang diwajibk.an 
sebaga!maoa ditentukan dalam Pasal 4 dan Lampira.o II Perjanjian ini, kewajiban
kewajiban PIHAK KETIGA tennasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya-biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S Perjanjian ini tetap berlaku bagi PIHAK KETIGA 
yang bersangkutan, yaitu: 

i. dalam hal masih terdapat kewajlban P!HAK·KETIGA kepada PIH.AK KEOUA yang 
belum dipenuhl oleh PIHAK KETlGA terrnasuk namun tidak terbatas pada petunasan 
seluruh Harga Pemal<aian Tempat Usaha dan biaya~blaya lainnya yang berkaitan 
dengan Harga Pemakaian Tempat Usaha, maka PIHAK PERTAMA bertlak untuk 
menunda penyerahan Sertiflkat Hak. Pemakaian T empat Us aha (SHPTU) sam pal 
dengan te!ah d\penuhinya seluruh kewajibao PIHAK KETIGA kepa.da. PIHAK KEDUA. 

iL dalam haf PIHAK KET!GA menggunakan fasilitas kredit bank maka PIHAK KETIGA 
memberikan kewenan.gan kepada PIHAK KEDUA untok menyerahkan Sertifikat Hak 
Pemakaian Tempat Usaha {SHPTU} kepada bank. 

d, Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan flsik Tempat Usaha sesual dengan 
ketentuan yang ada dalam Peljanjian ini, yaitu telah terfewatinya langgal batas 
penyerahan fisik dan batas tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 6.1.a 
Perjanjian ini, maka atas keterlambatan penyerahan fisik Tempat Usaha tersebut, PIHAK 
KEDUA dikenakan denda sebesat 1 °/00 (salu per mil) setiap hart ketertambatan dali 
jumlah yang telah dlterima PIHAK KEDUA dari PIHAK KETIGA, terhltung sejak hari 
pertama keter!ambatan sampai dengan dapat dilaksanakannya penyerahan fislk T empat 
Usaha oleh PIHA.K PERTAMA, dengan total keseluruhan maksimal denda ada!ah 5 % 
(lima persen). 

2. Terhitung sejak serah terima fisik atas Tempat Usaha, maka: 

a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak lagl bertanggung jawab atas masing-maslng 
kondisi Tempat Usaha PlHAK KETIGA; 
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b. Segala reslko yang berka1tan dengan Tempat Usaha menjadi beralih kepada PIHAK 
KEnGA: 

c. Segala beban yang limbul berkenaan dangan pemakaian dan penggunaan Tempal 
Usaha, .termasuk namun tidak terbatas pada pajak.pajak ataupun blaya-biaya 
pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian lnl me.njadi tanggungao 
dan wajib dibayar ofeh PtHAK KETIGA sepenuhnya 

3, Terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyetaha.n Fisik Tempat Usaha, maka PIHAK KETIGA 
diberi waktu sampai dengan 3Q (tiga puluh) hari kalender untuk melakukan fitting out atau 
peke~aan Interior, frnishing/perbaikan dan peningkatan kwaHtas Tempat Usaha {selanjulnya 
dlsebut dengan ~oekorasl}, dengan ketentuan: 

a, Dekoras\ tidak termasuk pekerjaan untuk merubah, mengganti dan atau semaeam ltu 
terhadap dan a tau dalam stf'uktur bangunan dan T empat Us aha termasuk namun tldak 
terbatas kepada perubahan setiap instalasllistrik, tell"!pon dan instalasllafnnya. 

b. PIHAK KETIGA berhak dan be!"oMi!nang untuk rnelakukan Oekorasi dengan blaya sendiri 
tanpa pungutan apapun . PIHAK KET!GA berhak menunjuk pihak lain untuk melakul<an 
Dekorasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal6.3.c di bawah inL 

c. Untuk me!akukan Dekorasi, PlHAK KETlGA wajib untuk: 

i. mengajukan permohonan dan rencana kerja Oekorasi kepada PIHAK KEDUA 
termasuk menyerahl<;an idtmtitas dari pihak yang al<an melakukao Dekorasi; 

iL menyemhkan sejumlah uang jaminan kepada PtHAK KEOUA yang besamya akan 
ditetapkan kemudian oleh PIHAK KEOUA Uang jarninan lersebul akan dikembalikan 
apabila tidak terjadi suatu kerusakan terhadap Tempat Usaha danfetau Gedung, den 
setelah PIHAJ< KETIGA menyedlakan minima! 1 {satu) perangka1 a!at pemadam 
kebakaran. · 

d. PIHAK KEDUA berhak untuk meoghenl!kan pekerjaan Oekorasi apabila PIHAK KETIGA 
atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan Dekorasl tidak memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

e. Apabila PJHAK KETIGA bermaksud untuk menggabungkan antara dua tempat usaha 
atau lebih, maka PIHAK KETIGA wajib mengajukan perrnohonan pembongkaran dindlng 
pemisah kepada PIHAK KEDUA sebagai plhak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan 
membuat surat pemyataan kesanggupan tmtllk mengemhalikan tempat usaha sesuai 
dengan keadaan tempat usaha pada saat penyerahan fisik tempat usaha. 

4. Masa pemeliharaan atas Tiempat Usaha {selanjutnya disebut •Masa Pemeliharaan"} 
berfangsung selama 14 {empat be\as) hari ka!ender sejak tanggal BerUa Acam Penyerahan 
Flsik Tem:pat Usaha. Dalam Masa Pemeftharaan, PIHAK KETIGA dapat mengajukan 
pefbaikan kepada PlHAK KEOUA da!am hal terdapat kerusakan fasllitas dari Tempat Usaha. 
lewa!nya Masa Pemellharaan atau setelah dilakukannya Dek.orasi atas Tempat Usaha 
rnenyebabkan hllangnya hal< PIHAK KETIGA unttlk mengajukan pefbaii<an alas kerusakan 
kepada PIHAK KEDUA, sehingga selurub blaya perbaikan atas kerusakan menjadi 
tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEOUA. 

Pasar 7 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERT AMA DAN PIHAK KEOUA 

1_ PIHAK PERTAMA berhak antara lain termasuk namun tidak terbatas yang diatur dalam pasal 
ini: 

a. memberlkan saran kepada PIHAK KETIGA demi kebalkan bersama antara sesama 
pemakai tempat usaha; 
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b. menetapkan besarnya biaya perpanjangan danlalau penggantian Sural !]in ~emakai1 
Tempat(SIPT), dariwaktukewaktu; '··. '- . · ,. 

c. mengadakan perneri~saan tentang keadaan Tempat Usaha apabila diperlul<qn S'eij~!?. 
saat pada jam-jam buka Tempat Usaha PIHAK KET!GA, dengan pembelitahuan·tettWi!i" 
sebe!umnya dan tldak mengganggu operasional usaha PIHAK KETIGA; 

d. dibeba:skan Oari tang:Jung jawab kerugian oleh PIHAK KETtGAjika menemukan hal-hal 
yang perh..1 ditanganl didalam Tempat Usaha dan sekltarnya {misalnya: kebakaran, dan 
lain-lain) dan terpaksa membobot atau mernecahkan kaca atau pintu milik. PIHAK 
KETIGA; 

e. atas segala hasil perubahan dan/atau pekerjaan perbaikan dan/atau Dekorasi pada 
Tempat Usaha yang telah dilakukan berupa perubahan dan/atau pe!baikan pekerjaan 
termasuk namun tidak terbatas pada keramik, ducting. plumbing dan lnsta!asi yang 
nantinya akan menjadi milik PIHAK PERIAMA pa.da waktu berakhirnya perjanjian di 
antara PARA PlHAK berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
Perjanjlan ini; 

f. menetapkan segala k.etentuan dan peraluran yang berlaku di area Pasar Regional T anah 
Abang B!ok A, tennasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan dan member!akukan 
ketentuan dan peraturan yang baru, atau merubah, menambah dengan ketentuan dan 
paraturan lainnya; 

g, menetapkan dan me!aksanakan sega!a sanksi k~pada PIHAK KETIGA. termasuk namun 
tidak terbatas pada pemberitahuan, peringaten, tegoran, penghentianlpemutusan at.as 
fasilitas--fasiUtas di dalam T empat Usaha, maupu., peoyegelan dania tau penutupan 
Tempat Usaha, apabila terjadi pelanggarao kelentuan ?erjanjlan ln! oleh PIHAK KETIGA. 

2. PIHAK PERTAI~A berkewajiban antara lain termasuk i1amun tidak terbalas yang d!atur 
da!am pasal ini: 

a. mengurus semtJa Wn usaha dari instansi pemerlntah tertu'lit untuk k.epentingan PlHAK 
PERTAMA atas penggunaan atilu peruntukan Gedung tersebut; 

b, wajib memperhatikan, mentaaii psraturan perut1dang~l.mdangan yang berlaku yang 
bertlubung:;m dengan kegiatan usah<::. PIHAK PER.TAMA. Pelanggaran terhadap 
peraturan yang bertaku menjadi tanggung jawab PIHAK PERT AMA sepenuhnya; 

c. wajib menerbitkan Sertifik.al Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) dan Surat ljin 
Pemakaian Tempat {StPT), serta wajib memberikan iPn perpanjangan atas Surat ljin 
Pemakaiao Tempat {SlP1) ataupun memberikan penggantian Surat ljin Pemakaian 
Tempat (SIPT) apabila teljadl kehllangan (yang d1terbltkan setelah PIHAK KETIGA 
membayar seluiuh biaya perpanjangan atau blaya penggantian Surat ljin Pemakalan 
iempat (SIPT) dimaksud dan melengkapi dokumen yang d!perluk.an o1eh PIHAK 
PERT AMA dan PIHAK KETIGA telah memenuhi segala kewajiban yang ditetapkan 
dalam Perjanjian ini, tanpa terkecuali). Besaroya biaya perpanjangan atau pecnggantlan 
Sural ljin Pemakaian T empat {SIPT) ditetapkan o!eh PlHAK PERT AMA dari waktu ke 
waktu. 

3. PIHAK KEDUA berhak antara lain termasuk namun Hdak terbatas yang diatur dalam pasal 
lni: 

a. menerima pembayaran Harga Pemakalan Tempat Usaha dari PIHAK KETIGA, berikut 
mengeluarkan tanda penerimaan (kuitan:si) yang sah, dan dokumen lainnya yang 
berkattan dengan pemasaran Tempat Usaha kepada PIHAK KETIGA; 

b. berdasarkan surat penunjukkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEOUA. 
menerima pembayaran Blaya Pengffiolaa11 Pasar {Service Charge), asuranst, Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), biaya pemakalan listrik, telepon, air, dari PIHAK KETIGA sesuai 
dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditelapkan dalam Perjanjian ini.; 
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c. membQrikan ijin kepada PIHAK KETIGA uotuk me!akukan pekerjaao Dekorasi atas 
Tempat Usaha atau pihak lain yang ditunjuk oleh P!HAK KETIGA. 

4. PIHAK KEDUA berkewajibao antara lain termasuk namun tidak terbatas yang diatur da!am 
pasallni: 

a. rnerr.berika.n tanda penerimaan (kuitansi) yang sah atas seliap dan segala pembayaran~ 
pembayaran kepada PJHAK KETIGA; 

b. menjaga dan memelihara agar fasililas pada Gedun_g berfungsi sebagalmana mestfnya; 

c. memperbaiki kerusakan atau gangguan pada fasilitas dalam Ternpat Usaha yang bukan 
disebabkan o!eh ke!a!aian dari P!HAK KET!GA; 

d. meme!ihara penampilan Gedung sehingga Gedung senantiasa da!am keadaan baik. 

Pasal 8 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA 

1. PJHAK KET!GA berhak antara lain lermasuk namun tidak terbatas yang diatur pada pasal ini: 

a. menerima Tempat Osaha untuk keg!atan usaha sesuai dengar: ketentuan yang berlaku dl 
Pasar Regional Tanah Abang Blok A, sesual dengan Sertlfikat Hak Pemakalan Tempat 
Usaha(SHPTU) dan Surat ljin Pem.akaian Tempat- (SlPT) dalam jangka waktu 
sebagaimana dltentukan dalam Perjanjian int. serta sesuai dengan Pe~anjlan ini. 

b. melakukan pekerjaan Oekora$i; 

c" menambah fasilttas-fasililas )>ang ada dalam Tempat Usaha termasuk namun tidak 
terttatas pada peoambahan saluran telepon_ penambahan daya Hstn"k, dengan seluruh 
biaya akibat adanya penambahan fasilitas tersebut menjadi beban dan harus dibayar 
oleh PIHAK KETIGA sepenuhnya ~epada PIHAK KEOUA; 

d. memasang papan nama/reklame/s!gn board mi!lk PIHAK KETlGA pada tempat yang 
le!afl disediakan pada Tempat Usaha datam ukuran yang diperbolehkan atau dHentukan 
oleh PIHAK KEOUA. 

2. PIHAK KET!GA berkewajlban antara lain termasuk namun tidak terbatas yang dlatur dalam 
pasal in!: 

a. menjaga tenggang rasa antara sesama pemakai Tempat Usaha da!am Gedung; 

b. tidak memakai dan/atau menggunakan tempat-tempat atau bagian-bagian ruangan dUuar 
batas Tetnpat Usaha &esuai dengan Berfta Acai'a Pengukuran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal1.2,a Per]anjian:ini; 

c. rnenjaga kebers!han dan meme!ihara Tempat Useha dengan sebai~-bail<nya seperti 
seorang pem11ik yang bijaksana, atas biaya dari PIHAK KETtGA sendiri, serta menjaga 
kelestarian lingkungan sekitarnya; 

d. rnembayar dengan tertib dan lunas seluruh pembayaran Harga Pemakaian Tempat 
Usaha dan biaya-biaya sebagaimana disyaralkan dalam Pasal 4 dan lamplran U 
PeJjanjtan in!, serta membayar setiap dan se1uruh biaya fainnya, antafa lain tennasuk 
namun tidak terbatas pada Biaya Pengelo!aan Pasar (Service Charge), blaya 
perpanjangan Surat tjin Pemakaian Tempat (SIPT}, biaya pernakaian telepon, listrik, air, 
Pajak Bumi dan Bangunan, premi asuransi atas Gedung dan Tempat Usaha, dengan 
jangka waktu pembayaran sesuai yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sebagal 
plhak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; 

e, memohon ij\n secara tertul1s kepada PIHAK KEOUA apabi!a hendak melakukan Oekorasi 
atas Tempat Usaha dengan tetap mempel'hatikan ketentuan Pasal6.3 Pe~anjian inl; 
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\ 
f. menyediakan minimal 1 (satu} buah pc:rangl<at a!at pemadam kebakat.pn 'yang layaK: 

pakaf dan/atau sesuai dengan standar pemadam kebakaran yang bertaku, atas biaya 
P!HAK KETIGA sendiri dan se!anjutnya akan menjadi milik P!HAK KET!GA; 

g. memakai dan/atau mempergunakan Tempat Usaha dengan sebaik-baiknya -d~t1gan 
·ketentuan bahwa berat beban total barang dagangan (furniture dan orang) yang dapat 
diletakkan di da!am Tempat Usaha tidak metebihi 250 (dua ratus lima puluh} kg/m2. 
Kerusakan atas Tempat Usaha danlalau bagian dari bangunan Tempat Usaha akibat 
pe!anggaran hal ini akan menjadi beban dao tanggung jawab PIHAK KETIGA 
sepenuhnya; 

h. mengikuti dan tunduk kepada semua ketentuan danlatau peraturan yang diberlakukan 
dad waktu ke waidu oleh PIHAK PERT AMA a tau PlHAK KEOUA sebagai pihal<: yang 
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola Geduog termasuk Tempat Usaha 
tersebut; 

L men.gurus semua perijinao yang diperlukan oleh PIHAK KETIGA untuk dapat 
menjalankan usaha pada Tempat Usaha dengan blaya ditanggung oleh PIHAK KETIGA 
sepenuhnya; 

j. memperpanjang Surat ljin Pemakaian Teil'lpat (SlPT) setiap tahuo dan memilikl Sertifikat 
Hak. Pemakaian T empat Usaha (SHPTU) selama mas a. hak pemakaian T empat Usaha 
berlangsung; 

k. memperbaiki segata kerusakan dari Tempat Usaba yang dfakibatkan karena pemakalan, 
kesalahan dan/atau ke!alaian oleh PIHAK Kl!'fiGA dengan beban biaya PIHAK KETIGA 
sendifi; 

I. Udak menjadlkan Tempat Usaha sebagal tempat hunian ataupun membiarklin Tempat 
Usaha untuk dihuni atau dijadikan tempat bermala.m oleh PIHAK KETIGA, karyawan 
PIHAK KETIGA, atau piha.k lain manapun juga; 

m. menjaga kesopanan, kesusilaan, tidak melakukan perjudian, meminum mlnuman keras, 
mem:akai rtarkotrka dan obal-obatan terlarang (psikotroplka}, atau mela:kukan tlndakan~ 
tindakan lain sejenlsnya, ataupun melakukan tindakan~tindakan -lainnya yang dapat 
memb=lhayakan keselamatan jiwa seseorang dtlcikasi Gedung; 

n. membuka usaha di Tempat Usaha sesuai dengan peruntukkaonya dan mengisl barang 
dagangan sesuai dengan jenis juslan yang sudah dilentukan dalam Sertlfikat Hak 
Pemaka1an Tempat Usaha (SHPTU) dan Sumt ljin Pemakalan T em pat (SIPn. · 

Pasa19 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) 

1. Yang dimal<sud dengan keadaan memaksa {force majeur) dalam Perjanjian ini adalah 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAI< untuk memperkirakan dan 
mencegahnya, termasuk namun trdak terbatas pada kejadian perang, pemberontakan, 
gangguan sipil, beocana a1am, huru~hara, kebakaran, perubahan peraturan perundang~ 
undangao, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang mengakibatkan terjacfinya 
penundaan atau kegagalan dalam pe!aksanaan sebaglan atau seluruh pelaksanaan 
berdasarkan Perjanjian ini ataupun .menyebabkan PARA PiHAK tidak dapat melaksanakan 
kewajlbannya sesuai dengan PeJ]anjian ini, ataupun Tempaf Usaha berada dalam keadaan 
tldak dapat ditempati atau d!gunakan (selanjutnya disebut ~Keadaan Memak&a~). 

2. Oalam hal te~adl Keadaan Memaksa , maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajlb 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lalnnya_ mengenal adanya Keadaan 
Memaksa. Pemberitahuan tersebut dilakukan setambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa. Oalam hal demlkian, PARA P1HAK akan 
mengadakan pertemuan untuk mendapatkan pemecaban masalah dan jafan keluar terbaik 
bagi PARA PIHAK 
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3" a. Oa!am hal Gadur.g tcrmasuk Tempat Usaha :usak atau musnah bail< sebagi&n atau 
seluruhoya sebagal a!dbat Keadaan Memal<sa dan jenis~Jenis Keadaan Mamaksa 
ters~bul di!indungi o!eh suatu perusahaan asuran.si sebagaimana tertuang dalam polis 
asuransi, maka PIHAK KEDUA, dengan itikad baik han.~s segera mengusahakan 
mengurus pencairan l<laim asuransi ter.sebut dan segera setelah itu PIHAK PERTAMA 
diwajibkafl uotuk membangun Gedung dan Tempat Usaha dengan mempergunakan 
uang klaim asuraosi yang diperoleh. Apabila klairn asuransi yang diperoleh ternyata tidak 
mencukupi keseluruhan biay.a yang diperlukan untuk pembangunan danfatau perbaikan 
kembali Gedung dan Tempat Usaha, maka kekurangan blaya tersebut akan ditanggung 
bersama~sama oleh PIHAK KETJGA dan para pemakai tempat usaha !ainnya secara 
proporsiona!. Dalam hal PIHAK KETIGA tidak bersedfa untuk menanggung kekurangan 
biaya dimaksud. maka hak pemakaian Tempat Usaha menjadi batal. 

b. Waktu yang diperlukan untuk membangun danJatau memperbaik! Gedung dan Tempat 
Usaha apablla tertadi Keadaan Memaksa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9.3.a di 
atas tidak at.an diperhitungkan ke dalam Jangka Waktu Pemakaian Tempat Usaha, dan 
apablla Gedung dan Tempat Usaha tersebut sudah: selesai dlbangun dan/atau diperbail<i, 
maka PIHAK KETIGA berliak untuk meneruskan sisa Jangka Waktu Pemakaian Tempat 
Usaha yang belum dipakainya. 

4. Apabila temyata jenis kejadian Keadaan Memaksa tersebut tldak di!indungi o!ch sualu 
perusahaan asurenst sebag;;imana tertuang dalam polis asuransi, maka masing~rr.asing 
PIHAK dibebaskafl dari tanggung jenvab berdasarkan Perjanjian ioL 

5. Selama masa pembangunan dan/atau perbaikan sebagaimana. dirnaksud da!am Pasa! 9.3 di 
atas, maka PlHAK KETIGA setuju dan berjanji untuk bersedia ditempatkan di tempat 
penampungan sementara ya_ng akan dlsediakan oleh PIHAK PERTAMA. dan lldak aka:n 
menunlut PIHAK PERTAf..1A danlatau PIHAK KEDUA atas segala k:erugian yang limbul dan 
diderlta cteh PIHAK KETIGA oleh kerena terjadlnya Keadaan Memaksa tersebut 

Pasai10 
PENGALIHAN DANiA TAU PENJAMJNAN HAK PE:MAKAIAN ATAS TEMPAT USAHA 

KEPAOA PIHAK KETIGA 

1. PIHAK KETIGA t1dak diperboleht;an untuk menga!ihkan dan/atau menjaminkan hak 
pemakalan atas Tempat Usaha balk sebagian maupt.m se!uruhnya kepada plhak fain 
sebelum seluruh kewajiban pembayaran Harga Pemakaian T empat Usaha dan biaya..biaya 
lainnya yang befkaitan dengan Harga Pemakaian Tempat Usaha dilunasi ofeh P1HAK 
KETIGA t<epada PlHAK KEDUA. -

2. PIHAK KETIGA yang hendak mengafihkan hak pemakaian atas Tempat Usaha waj!b untuk 
memenuhl kefentuan-ketentuan sebagai berikut 

a. mengaJukan permohona.n tertulis terlebill dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk 
memperoleh persetujuan tertulis dart PlHAK PERTAMA; 

b. rnembayar biaya actminlslrasi atas pengalihan hak pemakaian atas T empat Us aha sesuai 
dengan ketentuan mengenai pengenaan biaya pengalihan atas hak pemakaian Tempat 
Usaha yang berlaku dl PIHAK PERTAMA: 

c. melunasl seluruh kewajiban da!'!/atau biaya~biaya yang masih terhutang, tarmcwuk 
namun tidak terbatas anlara lain kewajiban pembayaran Blaya Pe,gelolaan Pasar 
(Service Charge), biaya pemakalan llstrik, telepon dan air, biaya perpanjangan ataupuo 
pengganlian, SIPT {Surat ljin Pemakaian Tempat), pembayaran preml asuraosl, pajak~ 
pajak, dan b1aya~biaya lainnya yang ada; 
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~ 
d. menanggung pajak yang tlmbul sehubungan dengan pengalihan hal< pelh,ak'altio atas j 

Tempat Usaha dari PIHAK KETIGA-kepada pihak lain. ·.:.: \ ;._ ., ., ' 

"'~:. __ - -~-~ __ --
3. Pengalihan hak pemakaian Tempat Usaha sah apabila se!uruh ketentuan dimaksrn:t:tQ..aiGfrtt _ 

Pasal 10.2 di atas dipenuhi oleh PIHAK KETIGA doo PlHAK PERTAMA memberikSrl'" 
persetujuan t9rtulis atas pengalihan tersebut 

4. Ketentuan Pasal 10.4 inl berlaku khusus bagi PIHAK KETIGA yang (l) merupakan pedagang 
e'ks kebakaran dan pedagang ekslsting dan (li} memperoleh Tempat Usaha yang merupakan 
tempat usaha ke-1 sebagaimana disebutkan dalam Sura.t Penunjukkan Tempat: 

a. PIHAK KETlGA tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak pemakaian atas Tempat 
Usaha ke-1 {kesatu) tersebut dalam kurun waktu 5 (lima} tahun tefhitung sejak tanggal 
Berita Acara Penyerahan Fisik Tempat Usaha, kecuali pemegang Surat. Penunjukkan 
Tempat untuk Tempat Usaha ke-1 {kesatll) telah meninggal dun!a sebelum Surat 
Penunjukkan Tempat itu diambil oleh ahli waris yang dibuldikan dengan surat keterangan 
dari !nstansl yang berwenang; 

b. da\am hal PIHAK KETlGA tldak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas Harga 
Pemakaian Tempat Usaha untuk Tempat Usaha ke~1 {kesatu} sebelum berakhimya 
kewajiban PrHAK KETIGA untuk melakul<an pembayaran angsuran, maka PARA PIHAK 
sepakat bahwa PIHAK KETiGA akan mengembalikan hak pemakaian alas Tempat 
Usaha ke-1 {kesatu) tersebut kepada PIHAK KEOUA, dan o\eh karenanya PIHAK 
KEOUA akan mengemballkan seluruh pembayaran yang telah ditedma oleh PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK KETIGA setelah dipotong dengan pajak-pajak dan biaya-biaya 
lainnya; 

c. dafam hal pembayaran alas Harga Pemakaian Tempat Usaha untuk Tempat Usaha ke-1 
{ke$atu) tersebut mempergunakan fasilitas kredit bank dan tetjadi kemacetan 
pembayafan sebe!um bera.khiroya kewajlban PIHAK KETIGA untuk l:netakukan 
pembayaran angsuran kepada bank, maka PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KETIGA 
wajib rnengalihkan hak pemakalan alas Tempat Usaha untuk Tempat Usaha' ke-1 
(kesatu) ter.sebut kepada PIHAK KEDUA dengan harga penga!lhan sebesar Harga 
Pernakaian T empat Us aha sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan lampiran II 
i'erjanjian ini setelah dipotong dengan pajak dan biaya~biaya lainnya; 

d. apablla P!HAK KETlGA melanggar ketenluan dimaksud dalam Pasal 10.4.a di a1as. 
dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam Pasa110.4.b dan Pasaf 10.4.c W 
atas maka PARA P!HAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA atas permohonan PIHAK 
KEDUA dapat membatalkan hak dad PIHAK KE'riGA atau pihak yang menerima 
pengallhan atas hak pemakaian Tempat Usaha; 

e. dalam hal terjadinya pembatalan atas hak pemakaian Tempat Usaha dimak$ud dalam 
Pasal 10.4.d dl atas, maka PIHAK KETIGA wajib mengosongkan dan menyerahkan 
kembali Tempat Usaha kepada PJHAK ?ERTAMA da!am keadean terawat dan 
terpelihara sesuai dengan ketentuan Pasal13 Pe~anjian in( 

5. PIHAK KETIGA bi:fl5ewajiban menjamin bahwa plhak lain yang menetima pengallhan hak 
pemakaian alas Tempat Usaha tunduk dan terikat pada persyaratan dan ketentuan yang 
tercantum dalam Perjanjlan fnl serta wajib menglkut! semua ketentuan, peraturan, 
pemyaratan, dan prosedur yang berlaku sebagai pemakal Tempat Usaha pada Pasar 
Regional Tanah Abang Blok A. 

6. · Masa hak pemakalan atas Tempa.t Usaha yang merupakan hak dari pihak penerima 
pengalihan adalah TERBATAS pada sisa mesa hak pemakaian Tempat Usaha dari PIHAK 
KETJGA, dengan tetap memperhatikan setiap dan segala ketentuan dalam Perjanjian int 
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7. Selama se!uruh ketenluan dan persyaratan sebagalrnana dilentukan dalam Pasal 10 
Pe~anjlan inl belum terpenuhi, maka P!HAK PERTAMAdan PIHAK KEOUA hanya mengakui 
bahwa hak pemakaian Tempat Usaha adalah hak darl PIHAK KETIGA, sehlngga segala 
kewajiban yang timbul dari Tempat Usaha tersebut adalah letap masih merupakan tanggung 
jawab dan ke.wajiban dari P\HAK KETIGA sepenuhnya. 

Pasal 11 
PERJANJIAN INI BERLAKU BAGI PIHAK LAIN ATAU PENERIMA HAK 

OARI MASING-MASING PIHAK 

1. Ketentuan dalam Perjanjlan ini tidak berakhir bilamana PlHAK PERTAMA 
diliku1dasi/dibubarkan dan/atau tanah dan!atau GWung dimana Tempat Usaha tersebut 
berada dijua!ldipindahkanfdialihkan/disita haknya baik secara bersama~sama atau \idak 
bersama-sama kepad.a pihak lair., dengan demikian maka sega!a ketentuan dan syarat 
pemakaian Tempat Usaha berdasarkan Perjanjlan ini tetap berlak.u bagl para peoerima 
pengalihan hak tersebut atau pihak la!n sebagai penerima pengalihan hak terakhir dari 
PIHAK PERTAMA atau pemilik sebelumnya, dan harus tunduk dan mentaati selutuh 
ketentuan-ketentuan dar. syaral-syarat dalam Perjanjian int 

2. Ketentuan dalam Perjanjian lni tidak berakh!r bilamana PIHAK KETIGA mengalihkan Tempat 
Usaha kepada pihak lain, dan oleh karenanya segala ketenluan dan syarat dalam Perjanjian 
ini tetap ber!aku bagl pihak lain selaku penerima pengalihan hak tersebut . 

Pasal12 
BERAKHIRNYA PERJANJ!AN 

1. Perjanjian ini berakhir da!am hal: 

a. hablsnya masa berlaku Sertifikat Hak Pemaka!an Tempat Usaha (SHPTU) dan Sura! ljin 
Pemakaian Tempat (SJP1) sebagaimana dlmaksud dafam Pasal 3 Perjanjiao in I; alau 

b, dibatalkannya Perjanjla:n ini dan/atau <iicabutnya Sertlfikat Hak Pemakaian Tempat 
Usaha (SHPTU) dan Surat ljin Pemakaian Tempat {SIPT) oleh PIHAK PERTAMA dalam 
hal terjadinyJ;~ peristiwa-perlstiwa dlmaksud da!am Pasal 4.4 atau Pasal 5.8 ata.u Pasal 
5.13.a alau Pasal 10.4.d Perjanjian ini; a't<.m 

c. terjadlnya suatu Keadaan Mernaksa dlmaksud da!am Pasal 9.4 Perjaojlan ini; atau 

d. sebelum berakhimya Jangka Waktu Pema!<alan Tempat Usaha, PIHAK KETIGA 
memutusMn Perjanjian in! secare sepihak. Oar-am hal demikian, maka PIHAK KETIGA 
tidak dapat menunM apapun termasuk menuntut pengemba!ian pembayaran yang telah 
dibayarkan oleh PIHAK KETI~A kepada P.IHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEOUA dan 
PtHAK KETIGA wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempat Usaha kepada 
PIHAK PERTAMA dalam keadaan terawat dan lerpelihara sesual dengan ketentuan 
Pasal13 Pe~annan ini. 

2. Da!am hal pengakhlran Pe:rjanjian berdasarkan ketentuan pasal 12.1.b, Pasal 12. 1.c, dan 
Pasal 12.1.d, maka Perjanjian ini berakhir pada tanggal yang tercantum dalem surat 
pemberitahuan lertulis dart PIHAK PERTAt..tA mengenai pembatalanlpengakhiran Perjanjian 
lnt 

3. PARA PIHAK sepakat untuK mengesarnpingkan berlakunya ketentuan d~dam Pasal 1266 
Kitab Undang·undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran petjanJian berdasarkan 
Perjanjlan ini, sehingga pengakhiran perjanjian berdasark.an Perjanjian ini dapat dl!akukan 
secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secar~ tertulis darl PIHAK PERTAMA kepada 
PIHAK KET!GA tanpa perlu memperoleh keputusao HakU'n. 
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Pasal13 
PENGOSONGAN DAN PENGEMBAL!AN TEMP AT USAHA 

1. Oalam hal Perjanjian ini berakhir sebagafmana dimaksud dalam Pasai 3.1 juncto~.~~-~1 
12.1.a Perjanjtan iol, mak.a PIHAK KETIGA wajib mengosongkan Tempat Usaha untok 
selanjutnya mengembalikan Tempal Usaha kepada PJHAK PERTAMA selambat-lambat 14 
(em pat belas} hari kalender sejak tanggal 30 Desember 202.5. 

2. a. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimaoa dimaksud dalam Pasat 12.1.b atau Pasal 
12.1,d Perjanjian ini, maka PIHAK KETIGA wajib mengosongkan Tempat Usaha dan 
mengemba!ikan Tempat Usaha dalam keadaan terawet dan terpellhara kepada PIHAK 
PERTAMA selambat-!ambat 7 {tujuh) hari kalender sefak tangga! yang tercantum datam 
surat pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai pembatah:~n/pengakhlran 
Perjanjian lni 

b. Apabila pada saat pengemballan. Tempat Usaha tidaK dalam keadaan terawat dan 
terpetJhara a tau pun terdapat kerusakan pada T empat Usaha termasuk perubahan 
terhadap partisi yang menempel pada Tempat Usaha. maka PIHAK KETlGA wajib 
memperbalkinya dalam waktu 10 {sepuluh) hari ka!ender terhitung sejak tanggaC 
berakhirnya Perjanfian ini. dan apablla PIHAK KETIGA tidak juga memperbaikinya dalam 
jangka waktu yang te!ah dilentukan tersebut, maka PIHAK PERTAMA atau PlHAK 
KEDUA be:rhak untuk memperbaikinya sendiri dengan beban biaya yang sepenuhnya 
ditanggung oleh PIHAK KETIGA 

3. Perihal pengosongan tersebut, PIHAK KET!GA. dengan Perjanjlan lni. memberi kuasa 
kepad'a PlHAK PERTAMA untuk 

a. mengosongkan dan menge!uarkan setiap dan semua baraog milik PIHAK KETIGA. 
maupun milik pihak lain yang berada di dalam Tempat Usaha dengan ketentuan bahwa 
setlap dan sega!a resiko k.erusakan, cac.at danla~u kehi!angan dari barang-barang yang 
terdapat di dalam Tempat Usaha adatah menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA 
sepenuhnya; 

b. menjalankan seliap dan segala tindakan yang dlperiukan agar dapat menerima kembali 
Tempat Usaha da!am ke<laan kosong; 

c. meminla bantuao kepada pihak yang berwajib. 

4. Pengosongan dan pengembalian Tempat Usaha dilakukan dengan tetap tunduk dan 
memperhatikan ketentuan dan peraturan yang bcriaku, 

5. PUiAK KETIGA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari setiap 
dan segala tuntutan, keberatan, gugatan sebagai akibat dari tindakan pengosongan tersetmt. 

Pasat 14 
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

1. Perjanjlan ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hulwm negara Republik IndOnesia. 

2. Apabila tlrnbul perselisihan di antara PARA PIHAK mengenai Perjanjian ini berikut 
perubahannya (jika ada), maka perse!lsihan itu akan dlselesaikan oleh PARA PIHAK dengan 
jalan musyawarah berdasarkan itikad baik untuk mencapai mufakat, tetapi bilamana 
perse!isihan tersebut tidak • dapat dise!esaikan dengan ja!an musyawarah maka 
penyelesaiannya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

Pasal15 
DOM!Sill 

Mengenai Perjanjian fni dan segala akibatnya PARA PIHAK memllih tempat kedudukan hukum 
yang umum dan tkiak dapat berubah di kantor Kepaniteraan Pengadllan Negeri Jakarta Timur. 
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Pasa! 18 
LAIN -LAIN 

' . 
1. Setlap pemberitahuan, tuntotan, permintaan, tawaran dan surat menyurat sehubung~h 

dengan Perjanjlan ini dan komunJkasi laln yang relevan wajib di!ak.okan secara tertulis.·dBO· 
dikirlm rnelalul surat tercatat, facsimile, teleks, kabel atau diantar oleh kurir ke alamat 
korespondeO yang tertulis dl b-awah ini atau k:e alamat yang sewaktu~waktu diberitahukan 
o!eh salah satu pihak l<epada pihak lainnya: 

PIHAK PERTAMA 
PD. PASAR JAYA 
Alamat J!. Pramuka Ps. Pramuka lt IV Jakarta 13140 
Telepon 021 - 8580564, 8580421,86806427-29 
Faksimili 021 - 8580629 
Up. Oirektur Utama 

PIHAK KEDUA 
PT PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL 

Afamat Gedung Pasar Tanah Abang Blok A, Lt. 12 

Telepon 
Faksimili 
Up. 

JL KH. Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 
021-
021 -
Dlv1si Hukum 

PIHAK KETIGA 
Nama 

Alamat 

Te!epon 
Faksi'milf 

JI.Palmerah Utara II RT. 

021-' 
.: 021-

RW Palmerah . Jakarta Barat 

ApabiJa terjadi perubahan pada alamat tersebut di atas, maka dalam waktu sela!T'bat
lambalnya 7 (tujuh) hari ka!ender, pihak yang mGngalami perubatian a!amat tersebut 1.Vajlb 
untuk memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya. 

2. Acuan terhadap su<ilu ketentuan, undang-undang atau peraturan-peraturan harus dlartikan 
sebagai acuan terhadap ketentuan, undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut 
berikut perubahan dan penggantinya yang diunda~kan dari waktu ke waktu. 

3. Dalam Perjanjian ini, pengg!lnaan kata atau istilah yang bersifat lunggal mencakup juga 
pengertian hal yang berslfat jamak dan demlk!an pula sebaliknya. 

4. Judul Pe~anjian inl dan judui-judul dar! tlap pasal hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan 
tidak dipergunakan di dalam penafsiran setiap pasal dan ayat-ayat dari Perjanjian ini. 

5. Setlap dan seluruh lamplran Perjanjian !ni merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian ini. 

6. Kuasa-kuasa yang telah diberlkan diantara PARA PlHAK adalah kuasa-k.uasa yang penting, 
dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, sehingga karenanya tanpa adanya 
kuasa tersebut maka Perjanjian ini lidak akan dilangsungkan diantara PARA PIHAK. Kuasa~ 
koasa tersebut tidak berakhir karena sebab-sebab yang mengakh!ri koasa, dan berlangsung 
terus meneros hingga tercapainya maksud dari pemberian kuasa tersebut 

7. Perjanjian ini menggantikan dan mencakup kese!uruhan kesepakatan dan janji-janji PARA 
PIHAK, balk yang dibuat secara tertu!is maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan 
memuat seluruh uogkapan dan pengertlan yang ada sebelumnya di antara PARA PIHAK 
mengenal perbuatan hukum inL 
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8. Sesual dengan kelenluao dalam Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA diberi liak ..P.~nu.h, .. :. 
unluk memasarkan Tempat Usaha dan mengelcla bangunan Pasar Regional Tanah'A~ans.:P · 
Blok A selama jangk.a waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. -o.a!~'n;l-jfi_aJ:; · · 
jangka waktu sebagaimana ditetapk.an dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah beraxnu; 
PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bagi dan tidak lag! mengikat PIHAK 
KEDUA, danr oleh karenanya setiap dan seluruh hak dan kewajiban PIHAK KEDUA beratih 
se-penuhnya kepada PIHAK PERTAMA. 

R Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KETIGA berjanji untuk mematuhl serta 
tunduk pada setiap dan segala ketentuan dan pe-raturan yang berlak.u dan ketentuan lafn 
yang akan ditetapkan kemudiao oleh P!HAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagai pihak 
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 

10. Biaya yang dike!uarkan sehubuogan dengan pembuatan Perjanjian ini menjadi tanggungan 
dan harus dibayar o!eh PIHAK KETIGA. 

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dlbuat dalam rangk.ap 3 (tiga} bermateral cukup dan mempunya1 
kekuatan hokum yang sama untuk maslng-masing PIHAK. 

Pihak Pertama, 
Perusahaan Daerah Pasar Jay a 

Tuau LUCKY TJAHAJADIP!JrRA QQ 

PT. P.riamnnaya Djan International 
QQ. Pe:rusahaan Daerah Pasar }aya 

Pihal< Ketiga. 

' 

Nama: 

Pihak Kedua, 
PT Priamanaya Djan lnternatlonal 

c3~~ 
· Tuan LUCKY TJAHAJADIP!JrRA QQ 

PT. Pria1nanaya Djan International 
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P.erjanjian Pemakaian Tempat Usaha 
dl Pasar Regional Tanah Ahang B!ok A- Jakarta 

LAMPIRAN 2 
Harga Pemakaian Tempal Usaha 

Atas Nama 
Lant;;u /los 1 No. 

. . ' . " 
L31GIO. 

Harga Pemakaian Tempat Usaha 

PPN 10% 

TOTAL 

Rp. 135.000.000,00 

Rp. 13.500.000,00 

Rp. 148.500.000,00 

Terbilang 
Seratus Empat Puluh De!apan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Saja 

'Yaarmerking Nomor: \V/396(dalant3 (tiga) rangkup) 

Dibubuhkan cap dan didaftarkan dalant buku daftar yang diadakan 
khus\lii untuk keperluan inir pada hari kamls, tanggat dua puluh 
del.lpan, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh (28-06-2007).------------------

Jakarta, 28 Juni 2007, 
Nota:ris di .lakart11, 

/ 

Nyunya rrj.A SUilJONO, SH.,MHmn.,l.>1Kn. 

• 
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PeJjanjian ini beriaku sampai dengan pelunasan. dan setelah lunas 
akan diganti dengan Sertiflkat Hak Pemakaian Ternpat Usaha 
yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Jaya 

Perjl}{!jian Pinjam Paksi Tempat Usaha ini ("Perjanjian'~) dibuat pada tanggal 
....... 2 .. &.!/.~~:W..':1 ........ 2005, oleh dan antara: 

I. PT. PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkcdudukan di Jalan Taman P.alem Lestari Blok 
D.6 No. 6 RT 007 RW 015, Cengkareng Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan "Pil>ak 
P~rtama"); d3.fl 

2. ' ! , NomorKTP 
-'--- _ beralamat <ji Jl._, 

·~-----

(selanjutnya dis:ebut dengan uPihRk Kcdua") 

Untuk selanjutnya Pillak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan disebul sebagal "Para 
Pihak" dan masing-masing disebul dengan "Pibak". 

Para Pihak menerangkao terlebih dahulu sebagai berikut 

A. 

B. 

C, 

D. 

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor I tettanggal 20 Oktober 20031 ant.ara PD. 
Pasar Jaya dan PT. Priamanaya Djan International yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, 
S.H .• No!aris di Jakarta. Pihak Pertama merupakan pihak yang berhak atas Tempat usaha 
sebagaimana disebutkan pada huruf D di bawah ini, 

Bahwa berdasarkao Sural Pes:'an Tempat Usaha danlatau Surat Penunjukan Tempat ("SPTU j-
dao/amu SPT'? Nu. :r~Cl· '91.J[· f;S?..- Pihak Kedua 
telah memesan tempat usaha kepada Pihak Pertama. dan/atau ditunjuk atas tempat usaha, 

Bahwa disebabkan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran harga atas ternpat usaha. maka Pihak 
Kedua berkeinginan untuk meminjam tempat usaha tersebut dari Pihak Pertama untuk dipakai oJe-h 
Pihak Kedua. 

Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan untuk dipakai oleh Pihak Kidua 1 (satu) unit 
Tern pat Usaha dengan rincian sebagai berikut; 

Lantai/Los/Nomor : LJ /t.iilo~ 
LuM s.oo ~ 
Jenis Usaha 'li~'tt t. El:it-il K / 

yang terletak di Pasar Regional Tanah Abang Blok A, Jakarta ("Tempat Usaha"). 

OLEH K.ARENANY A, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjlan ini dengan syarat~ 
Sj'arat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
I.'INJAM PA~J 

Pihak Penama dengan in{ bersedia dan seluju untuk meminjamkan Tempat Usaha kepada Pibak Kedua 
dan Pihak Kedua seluju untuk meminjam Tempat Usaha dari Pihak Pertama, dengnn persyaratan bahwa 
Pihak Kedua wajib untuk mela.ksanakan seluruh kewa:jiban sesuai dengan ketentuan dalam SPTU dan 
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Perjanjian ini. j 
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Pasal2 
KEWAJffiAN PIHAK KEDUA 

Selain yang disebutkan dalam pasal-pasal Jain dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa Pihaic 
Kedua berkewajiban untuk : 

2.1. merawat dan memeUhara Tempat Usaha sebagaimana layaknya seorang penghuni yang bailc 

2.2. membayar seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan de'ngan pernakaian Tempat Usaha sesuai 
dengan SPTU/SPT dan/atau jadwal yg telah ditentukan atau akan ditentukan kemudian, termasuk 
namun tidak terbatas pada biaya Harga Pemakaian Tempat Usaha. biaya listrik, te1epon, air, . ·l!rvice 
charge, Pajak Bumi dan Bangunan, Premi Asuransi, dan biaya-biaya yang lain limbul rlarl 
pe:makailln Tempat IJsaha dimaksud. 

2.3. mempergunakan Tempat Usaha llanya untuk melakuk.an usaha sesuai dengan maksud, sifat, tujuan 
dan jenis usaha yang ditetapkan dalam SPTU/SPT, Dalam hal Pihak Kedua ingin mempergunakan 
Tempat Usaha di luar atau selain maksud, slfat, tujuan dan jenis usaha yang ditetapkan dalam 
SP11JISPT maka Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu darl Pihak 
Pertama. 

2.4 · Pihak Kedua dilarang untuk berdagang dan/atau berjualan makanan dan minuman dalam bentuk 
apapun juga, kecuali Tempat Usaha tersebut pen.lntukkannya telah ditetapkan oleh Pihak Pertamn 
sebagai Tempat Usaha untuk berdagang danfatau berjualan makanan dan minuman. 

2.5 mengasuransikan isi dari Tempal Usaha lermasuk terhadap resiko kebakaran, pencurian dan resfko 
lainnya, dengan biaya dan tanggungan da..<i Pihak Kedua sendirl. 

2.6 tidak akan melakukan kegiatan usaha yang ilegal atau melangga:- kdentuan hukum dan perunda.ng
undangan yang ber!aku di Republi!c indonesia dan menjamin- bahwa Pihak Pertama tldak akan 
mendapat tuntutan apapun baik perdata atau pidana atas ke~iatan Pihak Kedua. 

2.1 tidak menjadikan Tempat Usaha sebagai tempat hunian atau membiarkan Tempat Usaha untuk 
dihuni atau dijadikan tempat bermalam oleh Pihak Kedua, karyawan Pihak Kedua, atau pihak lain 
manapun juga. 

2.8 menjaga kesopanan. kesusilaan. tidak melakukan petjudian, rnemlnum minuman keras, memakai 
narkotika dan obat~obatan teriarang (psikotropika), atilu melakukan tindakan-tindakan lain yang 
sejenis dengan hal~hal yang telah dlsebutkan di atas, ataupun melakukan tindakan~tindakan lainnya 
yang dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang di Tempat Usaha maupun di iingkungan 
sekitar Tempat Usaha. 

2.9 mentaati serta tunduk pada setiap dan seluruh ketentuan, tata tertib. peratumn yang ditetaplcan oleh 
Pihak Pertama dan/atau PD Pasar Jaya., baik yang tertulis: maupun yang tidak tectulis balk yang 
sudah berlaku maupun akan ditetapkan di kemudian hari tanpa terkecuali. 

2. !0 Pdanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini oleh Pihak Kedua, maka Para Pihak sepakat bahwa 
Pthak Kedua ak.an dikenakan sanksi pembatalan atas hak P.injam pakai dan hak atas pemakaian 
Tempat Usaha sesuai dengan ket.entuan yang berlaku dan seluruh pembayaran yang te!ah diterima 
oleh Pihak Pertama dati Pihak Kedua tldak dapat dikembalikan. 

2 
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l'JYU 
JANJI PIHAK KEDUA 

3.1. Para Pihak akan menandatangani suatu berit.a acara pinjam pakai Tempat Usaha ("Berifa Acara 
Pinjam Pakai"), Terhhung sejak tanggal Berita Aoara Plnjam Pakal. maka: 

(1) Pihak Kedua telah rnengetahui kondisi Tern pat Usaha yang akan ditempatinya dan sejak: 
perjanjian ini ditandatanganl bertanggung jawab penuh alas kondisi Tempat Usaha termasuk 
pula atas setiap dan segata risiko danlatau kerugian yang berkaitan dengan danlatau timbul di 
Tempat Usaha~ 

(2) Segala beban yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan penggunaen Tempat Usaha, 
termasuk ne.mun tidak terbatas pada pajak~pajak ataupun biaya-biaya pembayaran lainnya 
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh 
Pihak Kedua sepenuhnya, 

3.2 Harga Pemakaian Jempat Usaha 

(l) Pihak Kedua dengan ini menyalakan dan beljanji serta mengikatkan diri untuk memenuhi 
kewajibannya dalam melakukan pr:mbayaran kepada Pihak Pert.ama atas Harga Pemakaian 
Tempat Usaha sesuai dengan ketentuan dalarn SPTIJJSPT, 

{2)-Apabila Plhak Kedua karena alasan apapun. selain dikarenalr.an adanya Keadaan Memaksa 
(Farce Majeur) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perjanjian ini, melakukan keter1ambatan 
pembayatan Harga Pemakaian Tempat Usaha pada waktu yang ditentukan ataupun giroJcek 
yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak dapat dicairkan sesuai 
dengan tang,gal jatuh tempo pencairan girofcck dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan denda 
keterfambatan pembayaran sebesar I %o (satu per mil) per hari keterlambatan dari jumlah yang 
harus dibayar. denda mana wajib dihayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. segera dan 
seketika serta 1unas pada saat diminte o\eh ril.ak Penama. 

(3) Apabila keterlambatan sebagaimana disebutkan Pasal 3.2,(2) di atas telah berlangsung se1ama 
SO (lima puluh) hari kalender terhitung sejak saat sehatusnya kewajiban pembayaran 
dilaksanakan, maka Pihak Kedua telah dalam keadaan lalai, di mana lewatnya waktu saja sudah 
merupakan bukti yang wkup akan ke1alaian Pibak Kedua. t.anpa dip;:rlukan suatu surat 
peringatan secara resmi atau sw-at lain yang serupa dengan !tu, maka saat ini dan untuk nanti 
pada waktunya, dengan ini P1!l'a Pihak sepakat bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban 
Pihak Kedua untuk membayar biaya~biaya yang terhutang maupun denda-denda yang wajib 
dibayarkan maka hak pinjam pakai dan hak pemakaian Tempat Usaha disepakati menjadi batai 
dan tidak mempunyai kekuatan hokum Jagi, dan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh 
Pihak Pertruna dari Pihak Keduatidak dapat dikembalikan. 
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3.3 Se\isih Luas Tempat Usahll 

Sebagaimana ditetapkan dalam SPTU. setiap kelebihan atau kekurangan dari luas Tempat Usaha 
pada saat pengukuran akan mengakibatkan masing-masing Pihak membayar selisih harga atas 
kelebihan atau kekurangan dari luas Tempat Usaha tersebut 

Namun demikian dalam pelaksanaaonya, demi kepcntingan bersama., efislensi serta untuk 
menghindari penambahan beban biaya yang hants dibayar oteh Pihak Kedua apabila terdapat 
kelebihan luas Tempat Usaha yang dlterima, maka apabila pada saat Berita Acara Pinjam Pakai 
Tempat Usaha ditandatangani, ternyata terdapat kelebihan atau kekurangan atas luas Tempat Usaha 
yang diterirna sampai dengan 5% {lima persen) dari Luas Awal yang ditetapkan dalam SPTU, Para 
PihaK setuju dan sepakat untuk membebaskan masing~masing pihak dari kewajiban untuk 
membayar selisih harga atas kelebihan at.au kekurangan dari luas Tempat Ufiaha yang diterima 
tersebut Misalnya tedadi kelebihan I kekurangan lua.s sebesar &% (delapan persen), maka yang akan 
diadakan perhitungan hanya yang 3% (tiga persen). 

Kecuali mengenal penetapan harga per meter persegi dalam SPTU yang tetap berlaku, maka 
ketentuan setisih luas dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini memba!alkan ketentuan tentang 
perhitungan selisih luas dalam SP11J. 

3.4 BliU'il Pengelotaan PM@r (Service Charge.) 

(I) Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan berjanji scrta mengikatkan diri unluk memenuhi 
kewajibannya dalam mefakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas Biaya Pengelolaan 
Pasar (Service Charge) secara bulanan pada setiap tanggal l (satu) atau selambat~lambatnya 
pada tanggal 10 (sepuluh) setiap butannya. Besamya Biaya Pengelolaan Pasar (Service 
Charge) akan ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak sewaktuwwaktu untuk 
merubah sesuai dengan perkembangan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.4.(1) di atas telah lewat, maka 
Pihak Kedua dikenakan denda sebesar l%o. (satu per mil) per hari dari jumlah yang harus 
dibayarkan terhitung sejak tanggal jaluh tempo pembayaran tersebut dengan tetap 
memperhatikan ketentuan Pasaf 3.4.(3) di bawah ini. 

(3) Dalarn hal kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3.4.(2) di atas belum dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan/atau belum diterlma Pihak Pertama 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hati kalender. dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Kedua 
untuk membayar denda yang diwajibkan, maka atas Tempal Usaha tersebut. Pihak Pertama 
berhak untuk memutuskanlmernatikan se!uruh fa.silitas yang ada pada Tempat Usaha dan 
melakokan penutupan sementara atas Tempat Usaha, dengan ketentuan didahului: 3 (tiga) kall 
surat peringatan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan tenggang waktu masirig
masing surat peringatan tersebut sdalah 7 {tujuh) hari kalender, yang jangka waktu dari 
seluruh surat peringatan tersebut adalah tetap merupakan bagian atau termasuk dalam waktu 
30 {tlga puluh) hari kah::nder tersebut. Apabila Pihak Kedua telah melakukan tunggakan atas 
kewajiban tersebut selama 3 (tiga) !<ali pembayaran dengan tidak mengurangi kewajiban 
Pihak Kedua untuk membayar biaya-biaya yang terhutang maupun denda-denda yang wajib 
dibayarkao, maka dengan ini Para Pihak sepak.at bahwa hak pinjam pakai dan hak pemakaian 
Tempal Usaha disepakati menjadi batal dan tidak mempunyai kekualan hukum lagi dan 
seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Plhak Pertama dari Pihak Kedua tidak dapal 
dikembalikan. 
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3.5 fasilitas Telepoo dan Listrik 

( l) Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan befjanji serta mengikatkan diri untuk memenubi 
kewajibannya daJam melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas biaya penyambungan 
dan pemakaian telepon dan listrik dengan sistem pembayaran khusus sesuai yang dialur dalarn 
ketentuan Tata Tertib Pemakaian Tempat Usaha. Untuk fasilitas telepon dan listrik ini, Pihak 
Kedua akan menggunakan alat kwh meterlkartu meter listrik untuk llstrik dan pesawal telepon 
khu~ms untuk telepon. 

(2) Sebubungan dengan penggunaan fasilitas listrik dan telepon oleh Pihak Kedua, Plhak Kedua 
dengan ini menyatakan dan berjanji serta mengikatkan diri untuk tunduk dan akan mematuhi 
setiap dan seluruh ketentuan serta . aturan mengenai berlangganan/pemakaian listrik dan 
telepnn yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Blok A sebaga.imana yang dltetapkan 
dari waktu ke waktu oleh Pihak Pert a rna a tau pihak lain yang ditunj uk oleh Pihak Pert am a 
terhitung sejak. Pihak Kedua mulai mengaktifkan f.asililas listrik dan telepon di Tempat Usaba 
untuk pertama kalinya dan seTama Pihak Kedua masih menggunakan fasilitas !istrik dan 
telepon di Tempat Usaha. 

3.6 ~mbukaan Tempat Usaha 

(1} Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan berjanjl serta mengikatkan diri bahwa Pihak Kedua 
wajib untuk menjalankan usaha di Tempat Usaha. paling lambat 60 {enam puluh) hari kalender 
terhltung sejak tanggal t Juti 2005. 

(2) Bahwa pembukaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 3.6 (l) di atas wajib sesuai 
dengan jenis usaha yang dimaksud da!am ayat D bagian Pendahuluan Perjanjian inL 

(3) Apabila setelah lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari ka1ender dimaksud dalam Pasal 3.6 (1) 
di atas temyala Pihak Kedua maslh bclum membuka usahanya, maka dengan tidak 
mengunmgi kewajiban Pihak Kedua untuk membayar setiap dan seluruh kewaj iban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian ini1 maka Pihak Kedua dcngan ini setuju dan sepakat 
memberikan hak kepat!a Pihak Pertama untuk menyewakan Tempat Usaha kepada pihak 
ketiga lainnya untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) talmn maksimal 2 (dua) tahun, 
dengan ketentuan sewa menyewa yang akan ditetapkan sepenuhnya oleh Pihak Perta.rria. 
Adapun uang sewa dari pihak ketiga yang menyewa tersebut akan diserahkan oleh Pihak 
Pertama kepada Pihak Kedua setetah dipotong dengan biaya-biaya dan. pajak-pajak yang 
lazim ditetapkan kepada para Pemakai Tempat Usaha di Pasar Regional Tanah Abang Blok A 

3.7 Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3.2.(3), 3.4.{3) di atas, Pihak Kedua wajib mengosongkan dan 
menyerahkan kemba!i Tempat Usaha kepada Pihak Pertama dalaffi keadnan tcrawat dan terpelihara 
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian ini. 

!'Mill 
MASA PEMELIHARAAN 

4.1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasa.l4.3, di bawah ini, Pihak Kedua berhak atas perbaikan 
konstruksi ruang tempat usaha selama 14 (empat belas) hari ka\ender ( .. Masa Jaminan Konstruksi 
Ruang Tempat Usaha" atau "Masa Pemeliharaan"), terhitung sejak ditandatanganinya Perjanj1an ini 
di mana perbaikan tersebut hanya berlaku satu kali. 

l 
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4.2. Pihak Pertama akan melakukan perbalkan atas kerusakan-kerusakan konstruksi Ruang Tempat 
Usaha, berdasarkan pengaduan-pengaduan dari Pihak T<edua selama dala.m Masa Jaminan 
Konstruk:si Ruang Tempat Usaha atau Masa Pemeliharaan. 

4.3, Apabila kerosakan--kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahanlkecerobohan Pihak Kedua atau 
pihak~pihak lain yang ditunjuk o1eh Pihak Kedua. maka kerusakan-kerusakan tersebut menjadi 
tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhoya dan Pihak Kedua wajib untuk menanggung dan 
mengganti seluruh biaya yang akan dlkeluarkan o!eh Pihak Pertama untuk memperbaiki kerusakan 
te~ebut. 

4.4. Dalam hal kewajiban Pihak Kedua untuk menanggung dan mengganti seluruh biaya yang 
dikeluarkan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3. di atas belum ditaksanakan 
oieh Pihak Kedua dan/atau penggantian biaya be1um diterima oleh Pihak Pe.rtama dari Pibak Kedua 
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Pibak Pertama menyerahkan tagihan (invoice) 
sebubungan dengan penggantian biaya tersebut di alas kepada Pihak Kedua, dengan tidak 
mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk tetap membayar Harga Pemakaian Tempat US1iha. Biaya 
Pengelolaan Pasar (Service Charge), denda-denda dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh 
Pihak Kedua kepada Pitwk Pertama sehubungan dengan pemakaian Tempat Usaha oleh Pihak 
Kedua, maka Pihak Pertama bethak untuk memutuskan/rncmatikao seluruh fasilitas yang ada pada 
Tempat Usaha dan/atau melakukan penutupan sementara atas Tempat Usaha, dengan ketentuan 
didahuh1i surat peringatan dari Pibak Pertama kepada Pihak Kedua 

Apabila kewajiban Pihak Kedua untuk menanggung dan meogganti seluruh biaya yang dikeluarkan 
oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3. di atas belum juga dilaksanakan oleb 
Pihak Kedua dan!atau penggantian biaya tersebut belum juga diterima oleh Pihak Pertama dart 
Pihak Kedua dalam waktu 60 (enam puluh) bari ka1ender sejak Pihak Pertama menyerabkan tagiha.n 
{invoice) sehubungan dengan penggantian biaya tersebut di atas kepada Pihak Kedua, dengan tidak 
mengurangi kewajlban Pihak Kedua untuk membayar kepada Pihak Peliama selurUh biaya~biaya 
yang terhutang maupun denda-dertda yang wajib dibayarkan, maka dengan ini Para Pib'W- sepakat 
bahwa babwa hak pinjarn pakai dan hak pemakaian Tempat Usaha disepakati meqiadi bata1 dan 
tidal< mempunyai kekuatan hukum !agi dan seluruh pembayaran yang telah diterima oieh Pibak 
Pertama dari Pihak Kedua Udak dapat dikembalik.an. Sehubungan deogan hal tersebut,.-Pihak Kedua 
wajib mengosongkan dan menyerahkan kembaU Tempat Usaha kepada Pibak Pertama dalam 
keadaan terawat dan terpelibara sesuai dengan ketentuan Pasal9 Perjanjian inL 

Pasal 5 
PELUNASAN 

5.1. Apabila seluroh kewajiban pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha telah dilunasi oleh Pihak 
Kedua kepada Pihak Pertama dan seluruh persyaratan administratif atas Tempat Usaha telah 
lengkap, maka akao dilakukan Serah Terima Fisik Tempat Usaha berdasarkan alas hak Sertifikat 
Hak Pemakaian Tempat Usaha ("SHPTU''). 

5.2. Pihak Kedua wajib untuk membayar dan melunasi seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan 
SHP11l tersebut kepada Pihak Pertama" 

:5.3. Dala.m hal telah dilunasinya seluruh kewajiban pembayarah Harga Pemaka.ia.n Tempat Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5" L di atas, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama alum 
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menandatangani suatu Perjanjian Pemak:aian Tempat Usaha (PM'U) yang akan memberikan hak 
kepada Pihak Kedua untuk memakai Tempat Usaha paling lama 20 (dua puluh) tahUrt sesuai 
ketentuan yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Blok A. di mana dengan ditandatanganinya 
Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha tersebut. maka Petjanjian ini akan bera.khir dengan sendirinya. 

Pasal6 
LARANGAN 

6.1. Pihak Kedua berjanji bahwa selama masa peminjaman Tempat Usaba berdasarkan Petjanjian ini, 
Pihak Kedua ttdak diperkenankan untuk: 

(l) Membah kons~ruksi Tempat Usaha danlatau merubahlm¢renovasi bentuk Tempat Usaha 
danlatau merusakjaringan listrik dan telepon termasuk perangkat-perangkatnya dan/atau; 

(2) Menam.bah luas bangunan; danlatau; 
(3) Menyewakan I meminjampakaikan kembali I mengomrakkan I mengalihkan Tempat Usaha 

kepada pihak lain tanpa memperoleb ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 

6.2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ternebut dalam Pasal 
6. I di atas, maka Para Pihak sepakat bahwa hak pinjam p.akai dan hak pemakaian Tempat Usaha 

' menjadl bata1 dan karenanya Pihak Pertama memiliki hak sepenubnya untuk menjual atau 
rnenyewakan kembali Tempat Usaha kepada pihak lain, dan seluruh pembayaran yang telah 
diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan. Sehubungan rlengan hal 
tersebut, Pihak Kedua wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempat Usaha kepada Pihak 
Pcrtama dalam keadaan terawat dan terpelihara sesuai dengan ketentuan Pasal9 Perjanjian ini. 

Pwl 7 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) 

7.l. Yang dlmaksud dengan keadaan memaksa {force majeur-) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa
peristlwa yang terjadi dlluar kekuasaan Para Pihak untuk memperkirakan dan mencegahnya, seperti 
perang, kebakaran atau bencana alam di bangunan pasar yang beraaa di luar batas kekuasaan Para 
Pihak yang secara langsung mengakibatkan tetjadinya penundaan atau kegagalan dalam 
pelaksanaa.n sebagian atau seluruh pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini ataupun secara langsung 
menyebabkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini,· 
ataupun yang secara langsung mengakibatkan Tempat Usaha berada daiam keadaan tidak dapat 
ditempati atau digunakan (selanjutnya disebut "Keadaao Memak:;a")-

7.2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai adanya Keadaan Memaksa. 
Pemberitahuan tersebut dilakukan selambat~lambatnya 14 (empat bclas) hari kalender setelah 
terjadinya Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian. Para Pihak akan mengadakan pertemuan untuk 
mendapad::an pemecaban masalah dan jalan keluar terbaik bagi Para Pihak. 

8.1. Pihak Pertama mempunyai hak yang tidak dapat ditarik kembali untuk sewaktu-waktu rnengakhiri 
Perjanjiem ini sesuai dengan sifat pinjam pakai, apabila Pihak Kedua t1dak menjalankan kewajiban 
danlatau melanggar ketentuan~ketentuan berdasarkan Perjanjian ini. 
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8.2. Perjanjian ini dapat pula berakhir dalam hal: 

(t) diputuskannya Peljanjian ini dalam hal teijadinya peristiwa-peristiwa dimaksud dalam Pasal 
2.10 atau Pasal3.2.(3) atau 3.4.(3) atau Posal4.4 atau Pasal6.2 Perjanjian ini; atau 

{2} ditandatanganioya Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud datam Pasal 
5.3 Perjanjian ini; atau 

(3) terjadinya suatu Keadaan Memaksa dimaksud dalam Pasal7 Perjanjian ini; atau 
( 4) kesepakatan Para Pihak. 

8,3. Dalam hal pengakhiran Perjanjiao berdasarkan ketentuan Pasal 8.2.(1) di atas1 maka Perjanjian ini 
berakhir pada tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis dati Pibak Pertama 
mengenai pembatalanlpengakhiran Perjanjian ini dan Pira Pihak sepakat bahwa Pihak Perts.ma 
mempunyai hak dan kewenangan sepenuhnya untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan 
karenanya Pihak Pertama memiliki hak sepenuhnya untuk menjual atau menyewakan kembali 
Tempat Usaha kepada pihak Jain serta seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Pihak Pertama 
dari Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan, dan sehubungan dengan hal tersebut maka Pihak Kedua 
dengan ini membebaskan dan tidak akan melakukan tunlutan berupa apapun juga kepada Pihak 
Pertama, apebita Pihak Pertama melakukan pemutusan Perjanjien ini seeara seplbak. 

8.4: Dalam hal pengakhiran Perjanjian b<rdasarkan ketentuan Pasal 8.2.(3) atau Pasal 8.2.(4) dl atas, 
maka Perjanjian ini berakhir pada tanggal yang tercantum dalam surat pemberltahuan tertuUs dari 
Pihak Pertama mengenai pembatalanlpengakhiran Petjanjian ini. 

S.S. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkau berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Khab Undang~ 
undang Hukum Perdate. terhad~p pengakhiran perjanjian berdasarkan Perje.njien inl, sehingga 
pengakhiran perjanjian berdasarknn Pefjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat 
pemberitahuan secara tertuiis taupa perlu memperoleh keputusan Hakim. 

Paul? 
PENGOSONGAN DAN PENGEMBALIAN TEMP AT USAHA 

9.1 (I) Sehubungan dengan ketentuan Pasal2.10 dan 3.2.(3) dan 3.4.(3) dan Pasal 4.4 dan Pasal6.2 
Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengosongkan Tempat Usaha dan mengembalikan 
Tempat Usaha dalam keadaan rerawat dan terpelihara kepada Pibak Pertama selarnbat~lambat 
7 (tujuh} hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembedtahuan tertulis darl 
Pihak Pertama mengenai pembatalan!pengakhiran Peljanjie.n ini. 

(2) Apeblla pads seat pengembalian. Tempat Usaha tidak dalam keadaan terawat dan terpelihara 
ataupun terdapat kerusakan pada Tempat Usaha termasuk perubahan terhadap partisi yang 
menempel pads Tempat Usaha, maka Pihak Kedua wajib memperbaikinya dalam waktu 10 
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal berakhimya Perjanjlan ini, dan apablla Pihak Kedua 
tidak juga memperbaikinya dalam jangka wektu yang telah ditentukan tersebut, maka Plhak 
Pertama. berhak untuk memperbaikinya sendirl dengan beban blaya yang sepenuhnya 
ditanggung oleh Pihak Kedua. 

9.2 Peri hal pengosongan tersebut, Pihak Kedua. dengan Perjanjian ini. tnemberi kuasa yang tidak dapa.t 
ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk: 
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(I) mengosongkan dan mengeluarkan setiap dan semua barang milik Pihak Kedua maupun milik 
pibak lain ye.ng berada di dalam Tempat Usaha dengan kecentuan bahwa setiap dan segaJa 
resiko l<erusakan, cacat danlatau kehilangan dari barang-barang yang terdapat di dalam 
Temp at Usaha adalah menjadl tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya; 

(2) menjalankan setiap dan segala tiodakan yang diperlukan agar dapat menerima kembo.li 
Tempat Usaha dalam kedaa.n kosong. terawat dan terpelihara: 

(3) meminta bantuan kepada pihak yang berwajib. 

9.3 Pengosongan dan pengetnbalian Temp at Us aha dilakukan dengan tetap tunduk dan memperhatikan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

9.4 Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari setiap dan segata tuntutan, keberatan, 
gugatan sebagai akibat dari tindakan pengosongan tersebut 

i!!IJl•IIQ 
KETENTUAN LAIN·LAIN 

10. L Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang diisyaratkan di dalam Perjanjian 
ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili, atau 
teleks kepa.da Para Pihak dengan atamat sebagal berikut: 

Jika kepada Pihak P-ertama 

U.p, 
Alllmat 
Telepon 
Faksimili 

Jika kepada Pihak Kedua 

U.p. 
Alamat 

Telepon 

Direksi 
Jalan Talang No. 3, Proklamasi, Jakarta Pusat 
021 - 3100768 
021-3100767/021· 39899065 

Rumah HP 
Toko, _________ _,Kantor _________ _ 

Pemberitahuan dianggap diterima: 

(l) pada tanggal penerimaan, jika dikirim melalui kurir (ekspedisi); danlatau 
(2) 1 (tujuh) harl kslender setelah tanggal pengirimannya, jika dikirim melalui pOs tercatat; 

dan/atau 
(3) pada hari pengirimannya,jika dikirim melalui telex atau faksimili. 

Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tenulis kepeda pihak lainnya selambat
lambatll)'a 7 (tujuh) harl kalender sejak saat kepindahan tersebut. Segala resiko yang tlmbul aklbat 
perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab plhak yang 
pindah alamat tanpa pcmb«itahuan tertulis, 

10.2 Semua biaya-blaya dan ongkos yang harus dibayar sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan 
Perjanjlan lni wajlb dltattggung dan dlbayar o\eh Plbek Kedua. 
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10.3. KllllSa-kuasa yang Ielah diberikan diantara p.,. Pihak adalah kuosa-kuasa yang penting, dan 
merupakan satu kosatuan dengan Perjanjian ini, sehingga karenanya tanpa adanya kuasa tersebut 
maka Perj"''iian ini tldak akan dilangsungkan diantara Para Pihak. Kuasa-kuasa tmebut tidek 
berakh!r k:arena seba()..sebab yang mengakhiri kuasa, dan berlangsung terus menerus hingga 
tercepainya maksud dari pemberian kuasa tersebut. 

10.4. (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Peijanjian ini tunduk pade ketentuan hukum negara 
Republik Indonesia. 

(2) Para Pihak sepak.<Jt dan setuju uotuk meoyelesaikan perselisihan danlatau sengketa yang timbul 
atas pelaksanun Perjanjian ini dengan cara musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada 
ketentuan~lretentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan 
mufakat 1idak tercapai, maka Para Pihak sepakat dan ~~uju untuk menyelesaikan mehUu1 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk 
memohon pelaksanaan/eksekusi dari Peljanjian lni atau mengajukan tuntutan hukum terhadap 
salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini melalui pengadi!an..pengadilan negeri lainnya 
maupun pengadi1an-pengadilan lairmya dalam wiiayah hukum RepubUk Indonesia. 

DEMIKIAN Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani o1eh Para Pihak di atas kerW: 
beimaterai cukup pada tanggal sebagaimana tereantum pada awal Perjanjian ini sebagai tanda persetujuan 
dan sahnya Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak. 

Pihak Per1ama, 
PT. Priamanaya Djan International 

Pibak Kedua, 
Pemakai Tempat Usaha 

Nama: 

IQ 
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CL1 pt.priamanaya 002312 
PROP&I\T')!' :O'IVl'SIOM 

BERITA ACARA PENGUKURAN TEMPAT USAHA 

No:763/BAP/PDI/MD/PDL/VIII/2005 

Serita Acara Pengukuran Tempat Usaha {"Berita Acara") ini dibuat pada hari ini Bii.ID!, tangga! 3 

bulan tl tahun .2005 puku! 14, bertempat dl Pasar Regional Tanah Abang Blok A, ll~ 

Fachrudin, Jakarta Pusat, sehubungan dengan pengukuran ata.s 1 (sato) unit tempat usaha 

yang akan disebutkan di bawah ini: 

Berlta Acara ini dituat oleh dan antara: 

1. PT. PRlAMANAYA DJAN INTERNATIONAL, bera!amat dl Taman Palem lestari Blok 
0.6 no. 6 RT. Q07 R.W. 015 Cengkarertg Barat, Jakarta Barat '(se:lanjutnya disebut 

dengan .. Pihak Pertama"}; dan 
2, 

Beralamat d!: 
Alamat Surat Menyurat: 

No. Telp & HP: ; 

(selanjutnya disebut dengan "Pihak Kedua"} 

Oengan lni kedua belah pihak telah melakukan pengukuran di lokasi Unit Tempat Usaha dan 

menMma dengan hasll sebagal berik\tt: 

lantai 

Los 

Nom or 

luas Efektif Tempat Usaha 

L3 

G 

059 

4.99m2 

(Serdi>Sarkan penguk:uran !iJpangan dilri AS dlndlrlg ke AS dinding, dengan kete~ngan 

sesuai daf<?m form Check J.ist Pinjam Pakai & Pengukuran Tempat Usaha No. 

763/CI./PDI/MD/VIII/2005) 

Ketentuan~ketentuan sehubungan dengan hasil pengukuran di atas adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengukuran atau Luas Efekt!f Tempat Usaha tersebut merupakan luas yang menjadl 
dasar dari .setiap pengenaan biaya~biaya kepada Pihak Kedua atas Tempat Usalla termasuk 

namun tidak terbatas pada pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha, pembayaran 

S!aya Pengelolaan Pasar (SeNice Charge}, biaya Pajak aumi dan Bangunan, pembayaran 

premi asuransi. 

2. Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan atas Luas Efektif Tempat Us-aha sam pal dengan 

5% (lima persen) darl luas yang tercantum dalam Surat Penunjukan Ternpat atau Sutat 

Pesanan Tempat Usaha, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan masing

masing pihak dar! kewajiban untuk mernbayar se!islh harga atas 

Halaman 1 dan 2 hal. 
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keleblhan atau kekurangan dari Luas Efektlf Tempat Usaha. Misalnya terjadt 

ke!eblhan/kekurangan luas sebesar 6% (enam persen), maka yang akan dladakan 

perhitung:an hanya yang 1°/r~ (satu persen). 

3. Apabila terjadi perbedaan luas tersebut di atas den.gan luas yang sebenarnya setelah 

dllakukan pengukuran ulang, maka P!hak Pertama berhak melakukan perubahan atas Luas 

EfektifTempat Usoha tersebut di atas. 

Demikian Berita Acara Pengukuran Tempat Usaha inl dibuat dan telah dlsetujui oleh kedua 

belah plhak. 

Pihak Pertama, - Pfhak Kedua, 

PT. PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL 

Nama : Priya DJan Nama:, 
Jabatan : General Manager 

CC : 1. Peminjam Tempat Usaha 

2. Marketing - POI 
3. Finance ~ PDI 
4. Finance - PK 

Generated <lt: 03~Aug·2QOS 14:33:00 from workstation: 192.168.5.214 and scrver: SERVER under usemame: Mawar 

Hall!man 2 dati 2 hal. 
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BERITA ACARA PINJAM PAKAI TEMPAT USAHA 

No:763/BAPP/PDI/MD/PDL/VIII/2005 

Ber\ta Acara Plnjam Pakai Tempat Usaha ("Berita Acara") ini dibuat pada hari ini ~ tanggal 3' 
bulan @. tahun ~00~- pukul 14, bertempat di Pasar Regional Tanah Aba.ng Slok A, ll. 
Fachrudin1 Jakarta Pusat, sehubungan dengan pinjam pakai atas 1 (sahl) unit tempat usaha 

yang akan disebutkan di bawah lnl: 

Berlta Acara in! dlbuat oleh dan antara: 

1. PT. PRIAMANAYA OJAN XNTERNATIONAL, beralamat di Taman Parem Lestari Blok 
0.6 no. 6 RT. 007 RW. 015 Cen~kareng Barat, Jakarta Barat (selanjutnya disebut 

dengan "Pihak Pertama"); dan 

2. 
Beralamat di:. 
Alamat Surat Menyurat: 

No, Telp & HP: '· {~ 

(selanjutnya disebut dengan "Plhak Kedua") 

Para pihak dengan ini sepakat untuk pinjam pakai 1 (satu) unit tempat usaha di Pasar Regional 

Tanah Abang Blok A dengan ke.tentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Pihek Pertama dengan ini meminjamkan kepada Pihak Kedua 1 (satu) unit tempat usaha 

dengan rincian sebagai berikut: 

lantai : L3 

Los : G 

Nomor 

Luas ; 4.99m2 {sesuai ketentuan Be rita Acara Pengukuran Tempat Usaha) 

Jumlah Kunci : :Z l>H 
Jenis Usaha : Fashlon 

yang terletak di Pasar Regional Tanah Abang Blok A. 

2. Para Pihak teJah memeriksa bahwa tempat usaha yang akan dlpinjam pakal oleh Pihak 

Kedua adalah dalam keadaan balk dan sesuai dengan speslfikasi tern(.>at usaha 

sebagaimana dalarn Form Check List Plnjam Pakai & Pengukuran Tempat Usaha No. 

763/Cl/PD!/MD/Vlll/2005. 
3. Mesa pemeliharaan berlaku selama 14 (empat be!as} hari sejak dltandatangao!nya Berita 

Acara lnl. Selama masa pemellharaan, Pihak Kedua tldak diperkenanl<an uotuk mengadakan 

perubahan bangunan dalam bentuk apapun. Apab!la tcrjad! penambahan/petubahan atas 

tempat usaha sebelum berakhlrnya masa pemeliharaan dl atas$ maka jamlnan selama masa 

peme!lharaan sebagaimana dimaksud dalam butlr 4 menjadl tldak berlaku. 
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4. Se!ama masa pemeliharaan dimaksud dalam butlr 3 di atas, Pihak Pertama hanya 

bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kesalaha n 

konstruksi, sedangkan kerusakan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan konstruksi 

menjadl tanggung jawab dan resiko Pihak Kedua. 

5. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pinjam pakai tempat usaha setelah 

ditandatanganinya Berita Acara ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, 

termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemakaian listrik, air, telepon, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Service Charge dan biaya-biaya lainnya. 

6. Segala dekorasi, perombakan dan perubahan yang dilakukan terhadap tempat usaha dapat 

dilakukan setelah mengadakan konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari bagian Customer Service dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Plhak Ked~.;~a menyetujui bahwa peruntukan atas tempat usaha harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha. Apabila Pihak Kedua akan 

mengubah jenis usaha, harus mendapatkan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dari Pihak Pertama. 

8. Pihak Kedua menyetujui bahwa pinjam pakai tempat usaha ini harus tunduk kepada 

Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pihak 

Pertama, termasuk pula kepada seluruh ketentuan, peraturan, tata tertib yang berlaku di 

Pasar Regional Tanah Abang Blok A. 

9. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak untuk menarik kembali tempat usaha 

apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran sehubungan dengan tempat 

usaha dan atau apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 

yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Blok A. 

10. Apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas tempat usaha dan 

telah dipenuhinya persyaratan administratif sehubungan dengan tempat usaha, akan 

dilaksanc:kan Berita Acara Penyerahan Fisik Tempat Usaha. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pihak Pertama, 

PT. PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL 

Nama : Priya Djan 

Jabatan : General Manager 

CC : 1. Pemlnjam Tempat Usaha 

2. Marketing 

Plhak Kedua, 

Nama: 

' 

Generated at: 03·Aug·2:005 14:33:06 from workstation: 192:.166.5.2:1<1 and server: SERVER under username: Mawar 

Halaman 2: darl 2. hal. 
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PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS 
DI PASAR REGIONAL TANAH ABANG BLOK A 

Perjanjian ini dibuat pada tanggal __ '3() ~tv> 'J.o::>'> ~-~' oleh dan antara: 

t Nama 

Alamat 

No.KTP 

No. Tlpfl1P 

'·- ·······,. ... "'"''"•·• .......... , ...... ' , .. """" ....... ,. ............. " ............... , ...... '" .............. . 

-• ., •• ; •• ;:l" •• ,; •••.••• • -1- ......... :·,,; ·'·· ••••••••••• ., ••.•••• •··. '"' •·· •• '".' ....... ' ••••• ,., .... . 

.... :-. ................. ''"'"''"'"""'''""':;';1.: •• : .............................................................. . 

~". . 
''''- H" ,_. '". OU' '"" '0 > 0 '0 0•-"""' '' '0' '"''"'" 0 00' 0>' •''' > 0 0 "''''"' 0 0 0 ' ' 0 0. '"' '" 0 00 ""' '" >>>' '>0 > 0 0 " 

untuk selanjutnya d!sebut ''Plhak Pertama". 

!1. 
PT. Priamanaya Djan Intematjonal, berkedudukan di JL Taman Palem Lestari Blok 0.6 Rt!Rw 
007/015 Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini diwakill oleh Bapak Priya Djao, dalam jabatannya 
sebagai General Manager perseroan, oleO karennnya sah bertindak: untuk dan atas nama perseroan, 
untuk se!anjutnya disebut .. Pihak Kedua". 

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pibak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak'', dan 
masing-masing dtsebut "Pihak". 

Para Pihak terlebth dahulu meoerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa Pihak Pertama adalah pemlllk hak atas kios yang terletak di Pasar Tanah Abaog Blok A 
dengan nomor lokasi kios sebagaimana tersebut di bawah. 

b. Bahwa Pihak Pertama bennaksud menyewakan kios tersebut kepada Pihak Kedua dan Pthak Kedua 
seluju untuk menerima sewa atas Kios tersebut. 

Selanjurnya Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju unlUk membunt Perjanjian Sewa Menyewa ini 
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

Lantai 

Los 

Nom or 

Luas 

Pnsal 1 
Obyek Sewa Menyewa 

-~~~~~-

--.~~M2 

dengan keadaan fisik dan kondisi kios sebagaimana dalam funn check list yang merupakan satu kesatuan 
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (seianjutnya disebut "Kios"). 
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P~sall 
Dekorasi 

(I) Pihak Kedua berhak melakukan dekorasi atas Kios dengan biaya dao beban dari Pihak Kedua. 
(2} Hasil atas dekorasi yang telab dilakukan oleh Pihak Kedua menjadi milik dari Pihak Kedua 

sehingga hasil dekorasi tldak ikut diserahkan kepada Pihak Pertama pada saat jangka waktu sewa 
berakhir. 

(I) Jangka waktu sewa adalah 3 tahun, terhitung efektif sejak tanggal -*' :S:tE~~~~:io-_: 
' - ' ,,,<J,>• 'If'' J!!.~"'i'lf~!i'' 

(2) Selama jangka waktu scwa, Pihak Kedua berhakldiperbo!ehkan menyewakan kembaliimengaHhkan 
hak sewa/memindahkao hak sewa (over sewa) K!os kepada pihak lainnya baik sebagian maupun 
seluruhnya tanpa diperlukan perselujuan apapun darl Pihak Pertama dan hasil dari sewa 
kemball/over sewa tersebut sepenuhnya adalah bak dari Pihak Kedua. 

Pasal 4 
Uang Sewa dan Jadwal Pembayarnn 

(I) Ua.ng Sewa uotuk jaogka waktu sewa adalah sebesar Rp. I 5.595.557,- (Lima Belas Juta Uma Ratus 
SembilaifPuluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) 

(2) Uang Sewa akan dibayarkan oleh Pibak Kedua dengan menyerahkan giro kepada Pihzk Pertama 
da1am jangka waktu paling lama 14 ( empat bel as} hari sejak ditandatanganinya Perjanjian inL 

Pasal5 
Kewajiban Pihak Pertama 

(l) Pihak Pertama wajib rnelunasi terlebih rlaholu ;;duruh beban terhutang ataupun tertunggak alas 
Kio.'> sampal dengan tagihan bulan ini, termasul< namun tidak terbatas kepada b!aya Service Charge, 
biaya beban listrik.. biaya abonemen lelepon termasuk seluruh denda-dendanya. Para Pihak sepakat 
bahwa pembayaran seluruh beban tersebut dapat dipotong dar:i Uang Sewa. 

(2) Pihak Pertama wajib menyerahkan kepada Pihak kedua seturuh kunci Kios, Kartu L!strik, pesawat 
telepon (apabila sudah register ielepon). Untuk telepon, Pihak Pertama wajib putus dari 
berlangganan telepGn di Kantor Pengelola Pasar Tanah Abang Blok A (selanjutnya disebut 
... Pe.ngelola"). 

(3) Pihak Pertama wajib menjamln ba!-;wa selama jangka waktu sewa, Pihak Kedua dan pihak over 
sewa lainnya tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan apapun dari Pihak Pertama dan pihak 
lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahu!u atau turut mempunyai hak atas apa yang 
disewakan tersebut. 

Pasal6 
Kewajiban Pibak Kedua 

(I) Pihak Kedua wajib membayar biaya Service Charge dan biaya abonemen listrik alas Kios. 
{2) Pihak Kedua wajib mentaati dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. 

2 
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Pasa17 
Penyerahan Kem bali Kios 

Pihak Kedua akan menyerahkan kembali Kios kepada Pihak Pertama dalam Jangka waktu 14 (em pat 
belas) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa. ' 

Pasal8 
Penyelesaian Perselisihan 

Segala sengkeca atau perselisihan yang timbul antara kedua belah plhak sehubungan dengan Perjanjian tni 
akan diselesaiitan seca.ra musyawaraO. 

Pasai9 
Pajak 

Segala sesuatu yang berkaitan deogan pelaksanaan kewajiban p<tjak, matcrai dan biaya~biaya Jain yang 
timbul sebagai akibat pe!aksanaan Petjanjian lni merupakan langgungjawab dari Pihak Pertama. 

PnsallO 
Penutup 

Perjanjian ini dlbuat rangkap 2 (dua) asH masing-masing sama bunyinya di atas kertas bennaterai cukup 
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama seie!ah ditandatangani olch Para Pihak. 

Pihak Pertama 

Nama: Nama: 

. 
··-~ f' 

3 
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Syarat - Syarat Sewa Balik : i . 

•:• Fotocopy SPT 

"' Fotocopy KTP 

' 

•:• Bukti pelunasan service charge dan abonemen listrik (jika belum dllumasi 
' 

dapat dipotong langsung dari h9rga sewa I 

·~ Materai@ 6.000 = 31embar ( untuk 1 kios 1 

•:• Kartu listrik 

" 11. sro . ceo f 3 -1:1-m 
• !ID . ail . cro I 3 1;\-m 

Note : Jika sew a balik dilakukarf oleh bukan pemlllk klos, maka orang 

tersebut harus dlberl surat kuasa oleh pemlllk kios • 
• 
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rata rerlfb & Ketentuan DekDrasl 

TATA TERTIB DAN KETENTUAN DEKORASI 
TEMPAT USAHA 

Sejolon dengon pertumbuhon fiSik gedung don kegiofan-keglotan yang semakin 
hari semakin menlngkat serta deml menjaga citra Pasar Regional r anah Abang Blok 
A sebago! pusof grOSir modern. maka pellu dlbuof oturan-aturan tala terlib yang 
horus dlpatuhl oleh seluruh Pemakal Tempo! Usoha/Pemlnjam Pakal Tempo! Usaha. 

TATA TERTIB DEKORASI TEMP AT USAHA 

A UMUM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dekorosi adalah pekt>ljaon fitting out ofau Interior, finlshlng/perbalkon dan 
penlngkofan kuali!os')'empof Usaho namun ftdak termasuk pekelfadi'l• untuk. 
merubah. menggonft:,,.don ofau semacam 1tu terlhadap dan/ofou(,l'lalam 
struldur Bongunan don·Tempof Usaha termasuk nomun ftdak terbofas kepada 
perubahan sefoap JnstaloSi listrik. tel<>POO dan inStolosi lalnnya. 

T erhltung sejak fonggol Bento Acara Penyerahan Ftsik Tempat Usaha atau 
Berfta Acara Seroh Terfma Pinjam Pakoi Tempat Usaha. Pemokol Tempo! 
Usaha/Pemlnjam Po"9.~If>mpof Usaha diberl woktu "?""PDI dengan~rhort 
kalender untuk melak'!\'Pf' pekeljaon Dekorasi. · ·iff 

p ·~-
Dekorasl dapot dllakuljon sendlri oleh Pemakoi Tempot Usoha/Pemlnjo!1J Pakal 
Tempat Usaha doni ofou dengan menunjuk plhak ketlga (Korjlraktar 
Pelaksona) untuk mela~kan pekerjaan Dekofasl. i · 

~ ~~ . 
Se«ap dan atau selyruh pekerjaan Dekarasl horus memperoleh iziq: kerja 
terleblh dohulu darl P€l!Jgelola. ;, 

" ... 
Untuk mendopotkan iZin kerja setlop Pemakal Tempo! Usaho/Pemlnjom Paka! 
Tempot Usaha dlwajlbkan melengkoPI Formunr Permohonon Dekorasi Tempat 
Usoha dan Formulir SUrot Pemyataan dengon melamplrkan dakumen sebQgoi 
berlkut: 
a. Berlfo Acora Penyetohan Flsik Tempat Usoha atau Berita Acara Serah. 

T erlmo Pin]am PakDI Tempat Usaha. ' 

b. Gombar dlsaln dan gambcr kerja lengkop Dekarasl yang telah dlsetujul 
oleh Pengelola sebonyak 3 set foto copy minimum ukuran A4 yang Ielah 
di!anda tanganl oleh PemakOI Tempat Usaha/Pemlnjam Pakol Tempat 
Usaha. 

c. Jadwal kerja Kontraktor Pelaksana. 

d. SUral Kuasa darl Pemakal Tempo! Usaha/Pemlnjam Pakal Tempo! Usaha, 
data dlrl Kontroktor Pelaksana yang dllengkaPI dengan foto copy KfP 
Kontraktor Pelaksana dan penonggung jawob dl lapongan serta foto 
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copy KTP pekerjo. Moslng-masing foto copy dengon menunjukon o~inyo 
kepodo Pengelolo. 

e. Buktt pembayaron uong jominon Dekorosi. Untuk satu unit Tempcrt Usoho 
dikenokon uong jominon Dekorosi sebesor Rp. 500.0::0.- ~imo rotus rlbu 
rupiah). Uong jaminon akon dlkembolikan setelah 
(I) pekerjaon Dekorosi selesol 
0i) Berlfl:J Acora Pemenl<soon Lopongan don Form Pengembalian Jominan 
Dekorasl dltondatongoo oleh Pengelola don Pemokal Tempat 
Usaha/Pemlnjam Pokal T empcrt Usaho serta 
QIQ Pemakoi Tempcrt Usaho/Pemln]om Pokol Tempo! Usoha telah 
menyedlokon minimal 1 alai pemadom kebokaron dl Tempot Usaha 
sesual dengan s~fikosi yang ditetopkan oleh Pengelola. 

Uong jomlnon Dekorosi akon dipotong opoblla dolom proses pelaksanaan 
ataupun seteloh D$korosi terdopot bloya-biayo yang tlmbul kori!ma 
kelalolan Pemokor:~1 Tempcrt Usahatpemlnjam Pakoi Tempo! USbha 
don/atau KonlroktoHPeloksano ataupun !e<dopot pekerjoan yang triilak 
disetujul oleh Pengelolo. dl mona dalom hal demiklon PemakOI Tempat 
Usoha/Peminjom Pokal T empcrt Usaho bertonggung jowab sepenuhnya 
untuk menggonft seliap dan otau seluruh kerugion yang tlmbul dolom 
peke~oan Dekorosl !e<masuk opablla uang jomlnon Dekorosi 1idak 
mencukupi untuk menutupl blayo don/otau keruglon yang ditlmbulkan 
oleh tioHlol te<sebut dj-atos. ·· -~- ~ 

~ ~ 
f. ljln lnslolosi tiStrik (PAS)PLN goiB ke otos dan atau Kortu AKLI/ AsaSiasi Kartu 

Ustrik Indonesia c41o terdopcrt pek<;>~aan lnstalaslllstrik). ~ 

6. ljin ke~a tempel yong teldh dlsetujul Pengelola horus diposang di depon pintu 
Tempat Usaha otau porffsi penutup Tempat Usoha pada tempcrt yang mudah 
terlihat. . ' . l.: 

. , r. 
7. Se1iap ko:l keluor proyek. pekerja wa)lb melaporkon dirt kepodo perugas 

kaamanan. 

8. Seloma bekerja. setiop pekerja wojlb rnemakol tendo pengenal yong 
dikeluarkon oleh Pengelola dan mennckol alat-olat keselamatan kerjo yang 
dlbutuhkan. 

r 

9. Pemakai Tempat Usaho/Pemlnjam Pokai Tempo! Usaha dan/atau Kontroktor 
Pelaksana bertanggung jaWab alas keselarnatan para pekerja serta semuo 
mosalah perburuhan dart koryawan dan/atau pekedonya (upoh, osuronsl dan 
sebogoinya). 

10. Seffop Kantroktor Pelaksono wajib menempalkon wokll/penanggung jowab 
yang horus beroda dllokosi selama pekerjoan Dekarosi dllakukon. 

11. Jam kerjo untuk peke!ja odaloh pukUI 09:00 s/d 17:00 WIB setlop han. Pekerjo 
tidak dlperbolehkon menglnop di prayek. Untuk peke~aon di luar jam !e<sebut 
horus mengo)ukan ljln kepoda Pengelola dengon melampirkon dafter pekerja 
dan jenls pekerjaan yang akon dllemburkan. 
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12. Pekerjaan dekarosi yang dlljlnkan pada jam operaslonal (pukul 07.00 s/d 18.00 
WIB) hanya dapat dilakukon seloma jumloh Tempat Usaha yang buka poda 
Ionia! tersebut masih di bawoh &J persen. Apabila Tempat Usaha yang sudah 
buka melebihl &J persen. peker)aan horus dilakukan setelah jam operosional 
gedung. 

13. Keluar/mosuk dan bongkor muot barang dilakul<an pada jam kerja dengan 
sepengetahuon Petugas Keamanon serta metampirkan Forrnulir Keluar/Masuk 
Barong yang telah dlsetujui oleh Pengelolo dan Kepala Siago Keamanan. 

14. Peker)aon yang mengganggu lingkungon seperti suara bislng; berdebu. 
berosop, berbau. dan laln.laln hanya diperbOiehkan dllokukan di luar jam 
operOSional gedung sewaktu AC tldak dlfungsikan (di alas pukul 18.00 WIB -
pukul22.00 WIB). 

15. Pemakai Tempat Usaha/Pefilillnjam Pakal Tempat Usaha dan/otau Kontraktet 
Pelaksana bertanggung Javi6b otas semua peralotan dan/otau barang yarl@; 
dipergunakan dan/otau termeruk dalam pekerjaan DekorOSi. ";" 

16. Untuk mencegoh bahoya kebakaran, Pernakal T em pat Usaha/Peminjam Pakai 
Tempat Usaha dan/otau Konlraklor Pelaksana wajib member~hkan daerah 
ke~anya da!i sampah kerja dan bahan mudah terbakar setiap hori selesai 
bekerja. 

,--, 

~~··- ~···· 
17. Pemakol Tempot Usaha/Pemlnjam Pakai Tempat Usoha dan/otou Kontraktorci; 

Pelaksana woJib menyediakan : )r 
a. I (sotu) buah APAA (i\Jot Pemodam Api Ringen) dengon tipe A.B.G:· 

ukuran 2 kg. ·· ' 
b. Lampu ke!ja. ' ; 
c. Penyekat doerah ke!ja <Iangan area umum. !i'. 

~ ~ 

18. Pengelola dan Petugos Keanianan Gedung berhak memerlkso kandlsl kerja dii 
lokas peke<jaan Dekorosl senap soot. ·' 

19. Usfrik untuk keperluan Dekorosl hanya dapot dlperoleh dari sumber daya listrik 
yang Ielah tersedia di Tempat Usoha mosing-mOSing sedangkon air dapat 
dlperaleh di tempat yang Ieiah ditentukan. Air wajlb dlambll dengon 
menggunOkon jirlgen tertutup. 

20. Unluk peker)oan pengelason. Pemakal Tempat Usaho/Pemlnjam Pokal Tempat 
Usaha dan/otau Kontraktor Peloksona wojlb menyedlakan mesin los sendiri. 

21. Dilarang untuk merubah tompak muka bangunan (bentuk. bahan, dan 
warne), loy out ruang, partisl, finishing don slstem instalasl serto tltlk-lltlk outlet 
M/E existing tanpa persetujuan terlulis terteblh dahulu dari Pengelala dan 
dltuangkon dalam bentuk gambar perubahan. 

22. Khusus perubahon lnstolosi M/E yang berhubungan dengan slstem gedung 
horus dlke~akon oleh Kontroktor yang d~unjuk/direkomendasikon aleh 
Pengelalo. dan boru okan dilaksonakon setelah Pemakal Tempat 
Usaho/Pemlnjam Pakoi T em pat Usoha mengiSl farrnulir Permlntaon 
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rata Tertib & Ketenhlan Dekoras/ 

Pekeqoan/Work Request (WR) serta melunasl seluruh blaya pekeqoon 
perubohart 

23. Semuo material dllarang menumpuk pada area gedung leblh dori l x 24 jam 
dan horus segera dlangkut dan lokosi Dekorost Khusus poslr horus diangkut 
dalom wodoh tertutup bila dilakukon di dolam gedung dengan lokasi 
penempotan material sesuai yang ditentukan oleh Pengelala. Material yang 
menumpuk leblh dari l x 24 jam akan dibuang aleh Pengelola dan biaya 
pembuangon akan dipotong dori uang jominan Dekarasi. 

24. Pengetola berhak untuk menghen~kan pekerjaan Dekorasl apablla pekerjaan 
Dekorosl tersebul tidak memenuhl ketentuan yang bertaku. 

25. Apcbila Pemakal T empat Usoha/Pemlnjam Pakal T empat Usaha bermaksud 
untuk menggabungkan antara duo tempat usoha atau leblh. maka Pemakal 
Tempat Usaha{Pemlnjam Pak<Z>iJempat Usaha wajlb mengojukan permohonan Ji; 
pembongkoron dinding pem;S()h kepada Pengelola dan membuat surat ~is. 
pemyataan kesanggupan Urituk mengembalikan fempat Usoha sesuai ·:;ct 
dengan keadaan Tempat Usaha pada soot penyerohon kembali Tempat 
Usaha. 

B. I<ETENTUAN lEKNIK INS! AlAS! USilliK 

Untuk menghlndori bahaya kebakaran olav bahaya lainnya. maka berikut lnl '•C--· 
ketentuan teknlkyangWAJIBdiikuti i,,;'" -··-·· 

~·- ~ 
l. lnstalasllisfrlk menggunakan plpa Conduit High Impact warno pulih dan kabel ·~ 

listrlk berrnutu !lnggi dengan sGrpbungan kabel menggunakan las dop dan T :\ -
Dus. Kabel yang rurun ke tiftkilampu horus memakal tle>ible conduit warr\a 
putih. Spesifikosl bahan seperti tercontum dalam bu!lr 16 berikullnL '" 

2 Dilarang memasang ballast. kdbel llstrik dan kompanen llsfrlk lainnya dengan <1: 
menempel langsung pada bahan·bahan yang mudah terbakar. rangka ' 
plafan, sp~ni<ler. dueling AC dan inslalasl/unit-unit mesln M/E lainnya. Dolom 
satu group makslmal terdapat 8 ftftk !ampu. 

3. Konlraktar llsfrlk WAJIB mempunyoi ijln lnstalasl Ustrik IJ'I'S) PLN galongao B ke 
alas dan telah mendopat persetujuan dori Pengelola. Apcbilo l)in lnstalasl ,-
Usln'k !J' PS; PLN tersebut dlkeluarkan atos nama arangtperusohoon t6in. mako 
horus dllampirkan sural perjonjlan kelja soma an tara pemegong P AS--PlN 
19!Sebut dengan kantraktar llstn1< yang akan menger)okannya. 

4. lnstalasl lis!ilk wailb dlpasang dl dak baton (under slab)/dllanglt-langit. dan 
dllarang memasang lnstalasi llstnk pado dlndlng don plafon. 

5. Lampu yang dlperbalehkan dlposang dl plafon retail adalah dengan lipe 
tanam (lnbow). kecuall blla ada pertlmbangan lain dopa! dlgunokan tlpe 
menanjal (aut-bow). 

6. Semua soklor dan stop kantak wa)ib dlpasang inbaw-dus. kecuall blla ada 
perllmbongan lain dopa! dlgunokan tipe menon)ol (aut-bow). 
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Tata Terllb & Ketenfuan Dekorosi 

7. Stop kontak poda ruang bosch (Ia kosi slnkl]anltor) wajlb memokai stop kontok 
water proof. demlklon juga untuk stop konto'< lontaL 

8. Penyusunon MCB poda panel distribusi retail don MCB/MCCB incoming ke 
outgoing wojlb menggunokon busbar (rei pembagQ. 

9. Untuk pengamonon instalosi MCB/MCCB yang terpasang di panel wojib 
memakal induk MCB/MCCB sebelum dibagl ke maslng-mosing group dengon 
Ampere & KA nyo yang berbeda. 

10. Untuk pemasongon MCB Box lnstalosi stop kontak & instalosi penerongon 
Qampu) wajlb dllengkopl slstem pentanohon (Grounding). 

11. Apoblla odk:J jolur lompu logo don lompu signage/popan nama wojib 
memO'<al satu MCB/Hmer. 

12. Sabelum dl check tohanon lsolo,Si l<obel (merger) tidok dlbenarkon kobal ke 
lompu don stop kontdk dlsomburlcl(dl-cOnnect) teneblh dohulu. 

13. Sabelum dltest merger dengon baglan Technical & Maintenance, don plhak 
Pemokoi Tempo! Usoha/Pemlnjom Pokai Tempo! Usaha don Kontraktor 
elektrlkol mosing-mosing horus te~ebih dohulu merger ln!em lolu dlajukan ke 
Technical & Maintenance Deportment unluk merger bersomo. Unluk 

. menyoklnkon bahwa lnstalosi lef1!6!JI;l sudoh balk demi kelonca10n pekerjaon 
dan keamanon instolosi. permoha;16n tertuiis un!uk pemeriksaon bersoma 
dengon Pengelola dlo)ukon 1 horH;ebelumnyo kepoda Pengelolo. 

1-' 
14. Jika ado matertol yang terpasorig dl lopangan tidak sesuol dengon kriterla 

(spesifikosi) gedung dan/atoll tempo! usoha, moka Pengelola berhok untuk 
mengambll tindk:Jkon berupo pe<nbongkoron lnstdasl yang teloh terposong 
don bioyo pembongkaron akcin;dipotong da~ uong )Omlnon dekorosi yang 
telah diberikon dengan tetop rriemperhatlkon ketentuon dolam ·sutir (A) 
Angko (5) point (e)" Toto Tertib Petnakolon Tempo! Usaha lni. 

15. Kontroktor wajib menyiapkon kabel rol sebogal sombungon ke sumber doyo 
llstrik unit Tempo! Usoha untuk pemokalan llstrtk Dekorasl. 

,, 16. SPESIFIKAS1 MATERIAL ELECTRlCAL : ,. 
Merek kobal 4 besar, yaltu : 
SUprema I kobel metal I kabelinda 1 tranko 
- Kabel Feeder : N'fY sesual dengon kebuluhon 
- KObellnstalosi : NYM , 3 x 25 mm 
- Trunklng 1 troy : GolvoniSsed. 
- Conduit : Sinor Lucky, Ega. Clipsol (pulih). 
- Tee dus I flexible :Sinor lucky, Ega, Clipsol (pulih). 
- Conect !solos! : losdop Iegrand 3 M. 
- Stop kontak : Clipsol, Barker. MK Import atou kelas di atosnya. 
- Soklar : Clipsol, Beil<er, MK Import atou kelos dl atosnya. 
- MCB I MCCB : Memn Gerrln, ABB. 
- Panel : Non Metal < 10 . 

Metal > 10, 20 Ampere 3 Phase. 

' ·:.,_.y, 

1hr 
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Tala Tertib & Ketentuan Dekorasi 

Keterongon : 
• lnstolosl depot dlloksanokon seteloh gombor disetujui oleh Customer 

Se!Viee doo Technical & Maintenance Department. 
• Contoh material diperlihatkan (diberlkan) ke Customer Service. 
• Sebelum test merger lidok diperbolehkon untuk connection ke lampu. 

Untuk keamonan gedung. test merger honyo depot dilokukan oleh 
Pengelola dengan blayo pengawosan dan pe!oksanaan test yang 
dikenakon sesuol dengon ketentuan yang berlaku. 

• Kontroldor listrr.: yang ditunju'< oleh Pemakoi/Peminjam Tempat Usaha horus 
mempunyal SIKA (Surcrt ljin Kerja) • SP! (Sural Pengesahan lnstalatur) dan 
kartu AKU (Asosias Kontroldor tlstrik IndOnesia). 

• lnstalasi lerpasong dilengkapl ~stem pentonahan. 

C. I<EfENJUAN TEKNiK PEKERJAAN SIPil 

1. UMUM 
•, .. 
.<:::·· 

a. Dilarang membabak. merusak kai<tim dan balok slruktur gedung dengon 
alasan apopun. 

b. Dilarang menggunokon kayu untuk bahan konstruksl kecuail mebel/fumiture. 
c. Bebon makslmum yang di~nkan odalah 250 kg per m2 (termasuk tumiture, 

borang dagangon dan orong). 
d. Semua finishing dindlng dan botu a1am wajlb diberl pengikcrt kowat tahan 

karat· · ' ·, •. ".. •: 
e, Dibawah pasangan dindlng yang: ke iantai wajib d' pasang pllnt vang 

terbuat dari material yang mudah dlberslhkan. Tinggl pllnt yang 
dlperbolehkan adaiah 10 em. · 

f. Khusus untuk klos hoek (plngglr). dekorasi yang dllakukan lidok diperbalehkan 
menutupl pandangan ke koridor atau kios lolnnyo. 

g. Semua pemakaion material kayu wa)lb sudah anff rayop. 

2. lANTAl 
., 

a. Semua penlngglan lantal dengan bahan masf adoloh dilorang. 
b. Semua pembabakan iantal dnarang. kecuall kosus tertentu yang talah 

didisk~kan dan teioh dll)lnkon oieh Pengelola. tetapi tldak baleh merusak 
tulangan lantol. Bekos babokan wajlb dlcor/dlgrauHng dengan bahan non
shtlnklng grout matenol (ex-S/ko. Fosroc otou ConbexfroJ 

c. Pengganlian finishing lank> (khususnya area Tempat Usaho') daerah bosah, 
saperti dopur dan pantry wa)lb disertal pekerjaon perbalkon/pengulangan 
waterproofing dan Pemakai Tempat Usaha/Pemln)am Pokal Tempo! Usaha 
wajlb membuot surcrt jamlnan tldok bacor kepada Pengelola. 

d. Flnl~ing lantal pada area basah wa)lb dlberi grouting khusus kedap air pada 
setiap not sambungan. 

3. DINDING 

a. Dllarang membebonl dlnding pemlsah yong terbuot darl gypsum dengan 
fumiture/lukisan yang dlgantung/borang.tJarang dagangort 

b. Dllarang memoku dlndlng otoupun memasang lemari yang membebani 
dlnding yang !Grt,ucrt dar! gypsum. 

' > 

g 

,. 
> • 
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Toto Tertlb & Ketentuan Dei«Jrosi 

c" Semuo penambohan/pembongkoron dinding Tempel Usoha wojlb 
mendopatkon ijln dori Pengelola< 

d < Apobilo okon memosong brocket 1 gontungon. din ding horus dilopiSi oleh 
trtpleks minimum 9 (sembilan) mm. 

4. PlAFON 

a. Rangko plofon wa)ib terouot don bohan metal dan anli api. 
b" Jarak antora penggantung plafan maximal 90 em'. Dilarang membuat 

penggontung plofan yang menumpang pada pipe Mil' atau penggantung 
existing lalnnya" 

c. Penggantung yang digunakan wajib terbuat dan )enls Rod Bar 5 mm dan 
menempel pada siku metal Golvonis tebol 5 mm yang dlramp-sat ke dak 
beton. 

d. Keiingglan plofon menglkuti ketinggian yang Ielah dilentukon gedung yaitu 
,. '" selingg! 3.15 m< Semuo perubahan ketingglan plofan akan mengokibatkon 
.,,f" adonya biaya penurunan Htlk-tltlk'•isprinl<ler/heat defector/dueling AC. 

Penurunan tilik sprinkler atau lnstalasl ME lalnnya yang d~ebobkan adonyo 
plofon dolam r empat Usoha wajlb dikerjakan oleh Pengelola don seluruh 
biaya yang terjadi sehubungan dengan pekerjaan tersebut merupakan 
tonggung jawab Pemakoi T empat Usaha/Pernlr!)am Pakai Tempat Usoha. 

e. Peraplhan perle muon plafan gedung/kortdor dengan shop 11onf afou plafon 
, . ; ·Tempat • Usoho men]adi tanggun(f,.jowob kontroktoF Pemakal <Tampa! 
o0 Usaho/Pemlnjam Pokal Tempat Usaf>O · dan perapihan ternebut wajib 
•,, dlselesaikon kembali dengan spes!flkasl cat sesual dengan cat yang dipakai 

oleh gedung . 
. , f. Penutupon plafon baru dopat dHOkuken kolau instalasl Mil' sudah terpasang 
' semua/sudah di test dan diijinkan oleh pengawas dari pihak Pengelola. 

5. TAMPAKDEPANTOKO/SHOPffiONT 

·· a. Bahan kaco untuk shop front minimal setebcl 10 mm dan kaco untuk pintu 
wajlb dafi jenis tempeted glass. Kaco dengan pon]ang/tinggl lebih don 3 m. 
horus dibert konstruloil pengoku/lib. 

b. Rnlshlng tanggulan setlnggi 10 em wajib dar! bahan tohon air, sepef!l 
keramlk. gran!!. marmer, alumunium. dsb serta dllarang meleblhi bolOs lease 

tt line. .. ... .,._- ~-, __ !t _ __ "':; __ ,_ 

· c. Kontruksi shop front wajib berdirl sendlri;' ··dllaror\g menumpang pada 
kons!rukSI existing dan horus kuat. Perl<uatan shop front minimal 
menggunakon kerangka slku 50 x 50 x 5 - double dan didynabold ke slob 
alas dan dlndlng. 

d. Semuo bohan koyu untuk rongka kusen dan sebagalnyo. wojlb sudah dlantl 
royap. 

e. Ketentuan dan spesiftkasl popan nama tempat usaha I slgnage : 
1. Papon nama 1 sfgflOQe dlposong pada parapet gypsum dlsekeliling 

T empat Usaho yang ternedia. Ketebolan papan nama I Sign age yang 
diQ!nkan makSimum 15 em. 

2. Janis papan nama I slgflOQe yang dlpe<bolehkan : 
• Slgf10Qe Neon Box dengan stiker atau digttal prtnt sesual dengan 

ukuran. speslftkosl dan material yang dlberikan oleh Developer. 
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Tata Tertib & Ketentuan Dekorasi 

3. Jenis popon noma I signage yong tidak diperbolehkan : 
• Kertas. kardu~ Styrofoam, bahan dan semacom stiker. Lompu neon 

di otas Okrillk atou plastic. 
• Signage yang bergerak otou berputor. 
• Signage yang menggunakan lampu yang berpendar. kerlop-kerlip 

otou jenls cohoyo opopun yang bergerok. 
• Sponduk !klan, pengumuman, gombar tempe! atau tullson lainnya 

tidak boleh diperagakan, digoreskon. dilul<iskan atou ditempelkon di 
baglan etolose monopurt Begitu juga dengon tondo-tondo lain dari 
kertos otou sticker. . 

4. Lompu popon noma 1 slgnage horus tetop merwolo seloma jam 
operosfonol Pasar T onoh Abang Blak A (pukul 7.00- pukul 17.00 WIB). 

f. Tinggi Huruf otou Logo popon noma I signoge wojib proporsionol terhodap 
dimensl slgnage. 

g. Conduit Tubing, Raceway, Transformer don peroloton IOln dori Signoge 
,, dllorong di ekspose t tenihat doli luor. 

f'·':; 
}\' 

;;, 

.·. 

1. 

2. 

3. 

4, 

Gombar rencono diojukon pod a kertas gam bar minimal berukuron A4 (20 1 
x286)mm. 
Keterongar, gambor balk pekeijaan sipil (interior) moupun elektlikal 
lengkop dan ber.;kola. 
Gombar okhir dibi:Jbuhkon tonck~< Iongan Pemokai Tempot 
Usaho/Pemlnjom Pokai T em pot Usoho so;lbagal bukti persetujuon. 
Kontroklor yang ditunjuk oleh PemOkai T empot Usoho/Peminjam Pokoi 
T em pot Usoho diwojibkon men;pJukan rencono kerjo, mellputi woktu 
pelaksanoon, tenoga kerja, penglriman'.barong I material ke lapongan. 

5. Toto Ter1ib Don Ketentuan Dekorasl Tempo! Usaho ini dopa! dlruboh, 
dltamboh otau dihllangkon sesuai denQan situasl dan kondisL Setiap 
perubohan don otou penombohon ketentuan di kemudlon hori tetap 
merupokan sotu kesotuan yang !look terpisohkan dorl Tala Tertib Dan 
Ketentuon Dekorosl Tempo! Usoho lni. 

6. Hal-hal yang belum cukup diotur dalom Tala Tertlb Pemokoion Tempo! 
Usoha lni akan diatur leblh lanjut dalom brosur, buku, leaflet catalog 
produk pengumumon/pembelitohuon dan/otou dokumen 'loin yang 
diterbltkon secora resmi dori woktu ke wOktu . 

............ 

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



~ pt. priamanaya IJIJJ kelola 

PERMOHONAN DEKORASI TEMP AT USAHA 
No : ...... /PDIPK/CS/ ..... 1200 ... 

• 
Yang bertanda Iangan dlbawah ini : 

Nama 
Ala mat 
No.TelpiHp 
KTPISIM 
Status : Pemakai I Peminjam I Kuasa 
Tanggai" I No. BAPFTIJ I BAPPTU: .................. ··························'"····· ... '" 

Dengan inl mengajukan permohonan dekorasi : 

Dsipil D ME 

Lokasi 
PPTU I PPPTU nomor 
Nama Tempat Usaha 
Jenis Usaha 

: lantai ............... los .............. no ......... . 

. 
··················-········· ··········-·········-········ 

Penanggung Jawab I Kontraktor yang ditunjuk : 

Nama Kontraktor I Perusahaan 
Nama Penanggung Jawab 
Alamat 
No.Tip/Hp 
KTP/SIM 
Lama Pekerjaan 
Tanggal 
Waktu bekerja 
Hari 
Jumlah pekerja 

Jenis Pekerjaan 

. . ........................................................ . . 

. ···················-····································· 

: '" ............................... hari (max.30 hari) 
: ........................ s/d ........................... . 
: ........................ sld ............................ . 
. . ... .. . ... ... ' .•.....•...•.. ··- .......................... . 
: .................................................. orang 
(daftar nama pelaksana pekerjaan terlampir) 

1. . .................................................... ' ........................................ . 
2. . ............................................................................................. . 
3. . ............................................................................................. . 
4 ............................................................................................ . 
5 ............................................................................................ . 

Spesifikasi bahan I material yang digunakan : 
1 ........................................ ························································ 
2 . ......... ,,. .................................... ,.., ................. .,, ....... , ............ .. 
3 ..................................................................................... , ....... . 
4. . ·- .......................................................................................... .. 
5. . ............................................................................................. . 

NOTE: OIISI DENGAN HURUF BESAR Halaman 1 darl2 hal. Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



, No Form: 06/F/CSJOS 

Oengan anggota pekerja : 
1 ................................... . 
2 ...................•................ 
3 .................................... . 
4 .................................... . 
5 .................................... . 

Menyatakan bahwa : 

6 ............................. . 
7.. .......................... . 
8 ............................. . 
9... . .................... .. 
10 ............................ . 

pt. priamanaya 
kelola -------

11 ...................... . 
12 ....................... . 
13 ....................... . 
14 ....................... . 
15 ........................ . 

Kami menjamin tidak akan melakukan dekorasi di luar permohonan dan 
rencana kerja dekorasi ini. 
Kami menjamin tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap Tempal Usaha 
dan atau gedung. 
Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh anggota pekelja 
tersebut di atas. 
Kami menjamin akan menanggung seluruh kerusakan-kerusakan I kerugian
kerugian biaya yang timbul akibat pekerjaan dekorasi tersebut di atas dengan 
biaya yang tidak terbatas kepada uang jaminan dekorasi. 
Kami menjamin akan menyediakan minimal satu buah Ala! Pemadam Api 
Ringan tipe A.B.C. di Tempat Usaha pada saat pengarnbilan uang jaminan 
dekorasi. 
Kami bersedia untuk dikenakan sanksi atau dihentikan pekerjaan dekorasi 
kami apabila tidak memenuhi ketentuan dan lata tertib yang berlaku. 
Kami bersedia menjaga kebersihan dengan membersihkan dan mengeluarkan 
sisa-sisa sampah pekerjaan dari Pasar Regional Tanah Abang Blok A. 
Kami bersedia memberikan uang jaminan dekofl'lsi sebesar Rp .................. .. 
{T erbilang : ............................................. , ......................................... ) 
yang akan diperhitungkan setelah pekerjaan dekorasi selesai dan Serita Acara 
Pemeriksaan Lapangan ditenda tang ani. 
Kami bersedia menyertakan : 
1. Gambar secafl'l keseluruhan ( 3 set) ukuran A4 
2. Berita Acara Penyerahan Fisik /Pinjam Pakai Tempat Usaha (copy) 

Demikian sural pernyataan dan permohonan ini kami buat dengan sebenar
benarnya dan dengan rasa penuh tanggung jawab, 

Jakarta, .................. . 

Hormat kami, Kontraktor, 

Materai Rp.6000,-

( ••........................••....••.•• ) ( .......................................... ) 

CC : Teehnical & Mainlenance 

NOTE: OilS! DENGAN HURUF BESAR Hataman 2 dati 2 hal. Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH UI, 2009



No: 001G8S 

tnll pt. priamanaya 
p~OPERT¥ DIVISION 

CHECK LIST PINJAM PAKAI & PENGUKURAN TEMPAT USAHA 

Tanggal Check List 
Nama Pemakai 
Lantai/Nomor T em pat Us aha 

Contact Person Penagihan 
a. Nama 
b. Alamal Penagihan 

{selain di tempat usaha) 
c. Te!epon 

(selaln dl tempat usaha) 

Luas Hasll Pengukuran 

Panjang (P) • ...... L ..... ... m 
Luas • (Px L)- K • ( ... . 

--;:;;:,-.. -
No Spesifikasi 

1 Lantai Keramik ---.; P!afon Beton Ex • 2 
3 Dinding 
4 Rolllo Door 
5 Jumlah Kunci 
6 Diffuser AC 

NO 1< •••... /CUPDI/MDh ...... / ...•.•••.• 

• . . - ' -- 1' . .,,, _______ ,,,,,,,,,,, ...... , ... , .. , ...... ., ................. ··············· 

.... '"'~·· •• , ................................... uou, "''' •••••••••••••• 

Lebar (L) = .................... m Kolom (K) = ..... ::: ................... m2 / 
.,. X.,;,. ....... ;.: ... ,.)~ '""'''·-•·--···•·••'"' = ,,,, ......... _• ... H,,,;•••••• .. m2 ---:;{_ .. 

----
Jum!ah Oiterima Tidak Keterangan 

.. 
• . .. v 

· . v' . 
.·' I 

' --
' . ·~ ·---I 1/ 

7 Fire Protection Svstem: 
a. Heat Detector I ./ 
b" S rink!er Detector i 

8 Ustrik -a. Kwh Meter I IL .. ' 
b. Stand Meter Awal Pulsa ~ 

c. label Seael Meter I l/ 

I 

d. Kawat ~gel Meter ·' '·! ; l ·I . 
e. PaneiMCB 1/ 
f. Stop Kontak :.;.. v· 

I o. S;::~klar v .... 
h. Lam u Standard I c/ .. .. 

9 Outlet Telpon I c/ - ·-
10 Neon Box -- I I/ 

• 
Catatan I ............................... ,~ ....... -.............. . 
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